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ABSTRAK

Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran pada OPD Sekretariat Daerah tahun
2018 di Kabupaten' Siak.yang dilihat melalui.dokumen perencanaan dan
penganggaran: seperti. RPJMD tahun 2016-2021, Renstra Sekretariat
Daerah tahun 2016-2021, Renja Sektretariat Daerah tahun 2018, RKPD
tahun 2018, PPAS Sekretariat Daerah tahun 2018 dan DPA Sekretariat
Daerah tahun 2018. Hasil analisa tersebut selanjutnya dianalisis dengan
menggunakan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran untuk
melihat ‘sejauh mana" tingkat konsistensi Yyang terjadi. dan melalui
wawancara dianalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan inkonsistensi
serta upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya inkonsistensi
pernyataan tujuan dan sasaran pada Renstra, terkait program dan
kegiatan pada dokumen perencanaan dan penganggaran cukup
konsisten, terkait indikator kinerja dinilai masih kurang konsisten, terkait
alokasi anggaran pada dokumen penganggaran termasuk kurang
konsisten.

Ketidakkonsistenan ini terjadi karena kurangnya komitmen OPD,
keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan sistem perencanaan dan
penganggarany kurangnya perhatian terhadap konsistensi indikator kinerja
dan kurangnya komitmen-bersama.

Kata kunci:

Konsistensi, perencanaan, penganggaran, pemerintah daerah



ABSTRACT

This study aim to analyze consistency between planning and
budgeting document_in Regional Secretariat years 2018 in the Siak
district, it's seen.through_ the planning and«budgeting documents like
RPJMD years-2016-2021,Renstra Regional Secretariat years 2016-2021,
Renja Regional Secretariat years 2018, PPAS Regional Secretariat years
2018 and DPA Regional Secretariat years 2018. The results of the
analysis continuously was analyzed_by using Matrik of planning and
budgeting consolidation to-look at the level of, consistency. that occur.and
using interview analyzed what kind of factors which caused.inconsistency
and what kind of effort to create consistency between planning and
budgeting.

The results of this study show that occur the inconsistency of aims
and targets at Renstra, related program and activity planning and
budgeting Is fairly consistently, related performance indicator is less
consistent, related budget allocation an budgeting document is include
less consistent.

This inconsistency occurs because of less commitment OPD,
human recources limitedness , lack of planning and budgeting system,
lack of attention about consistency performance. indicator and lack of
together commitment.

Key words
consistency, planning, budgeting, local government
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PENDAHULUAN

teratur. Perubahannya menc

prasarana, organisasi maupun lingkungannya. Oleh karena itu, reformasi
birokrasi mengikat terhadap sistem dan struktur yang ada dalam birokrasi
untuk melakukan berbagai perubahan secara komprehensif dan dinamis

sesuai dengan kebutuhan menuju tatanan yang lebih baik (Hayat, 2016).
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Hasil yang diharapkan dari reformasi pelayanan publik ini adalah
terwujudnya pelayanan publik yang berkelas dunia. Beberapa contoh

reformasi birokrasi yang berada dalam area pelayanan publik misalnya

reformasi  pe

dibidang

tugas poko pemerintah, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan ad asi dan tatalaksana, dan pelayanan
teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah yang mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang tata

pemerintahan, ekonomi pembangunan, dan administrasi daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Siak merupakan bagian dari

Pemerintah Kabupaten Siak mempunyai harapan akan memposisikan diri



dalam peran dan kedudukan sebagai Pelayan publik sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Harapan ini lahir dan berkembang sejalan dengan semakin
kritisnya tuntutan publik akan kualitas pelayanan dan pesatnya kemajuan
teknologi berbagai bidang. Untuk itulah. diperlukan perubahan-perubahan

yang signifikan yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran.

Sistem perencanaan'pembangunan”daerah merupakan rangkaian
panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri dimulai dari
perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.
Perencanaan pembangunan daerah ~merupakan satu kesatuan dengan
sistem pembangunan nasional serta Sistem perencanaan pembangunan
daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan

keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas
perencanaan dan penganggaran. Namun hingga saat ini proses
penyusunan perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dapat
terlaksana sesuai harapan. Permasalahan.yang sering dihadapi oleh para
perencana setiap tahun diantaranya adalah sulitnya sinkronisasi dan
koordinasi antar unit serta waktu perencanaan yang terkesan singkat atau

tergesa-gesa.

Untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan dengan
rencana yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan

analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian. Konsistensi



perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan
indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program
dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

Pentingnya perananan perencanaan pembangunan menjadi bagian
tak terhindarkan sebagal 'suatu kebutuhan’ gntuk menyusun rancangan
kebijakan, program dan kegiatan yang secara konsisten menuju pada cita-
cita yang disepakati bersama. Fungsi perencanaan diperlukan untuk
menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang

rasional dan bertanggungjawab atas berbagai pilihan (Wrihatnolo, 2006).

Perencanaan pembangunan daerah baik dalam bentuk program,
kebijakan maupun kegiatan akan tinggal sebagai dokumen yang sia-sia
jlka tidak dikaitkan dengan’ penganggarannya. Karena anggaran
merupakan bagian yang sangat penting untuk merealisasikan rencana dan
target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun
disisi lain, keterbatasan anggaran semakin.menuntut adanya perencanaan
yang matang agar pemanfaatan sumber daya yang tersedia benar-benar
dilakukan secara efektif dan efisien dengan kata lain agar sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya benar-benar tercapai
sesuai dengan target. Oleh karena itu hubungan fungsi perencanaan dan

penganggaran merupakan hal yang sangat penting.
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Pada prinsipnya perencanaan dan penganggaran harus terpadu,
konsisten dan sinkron satu sama lain. Hal ini dikarenakan penganggaran

adalah media untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan.

Tanpa perencar nisas OPD) cenderung

tidak fo erta !!“‘ .’é ‘ 2 bermuara

saat rap
Presiden

tradisi la

konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran supaya sasaran

pembangunan dapat tercapai.

Fenomena yang sering terjadi di daerah, khususnya Kabupaten
Siak yaitu masih kurangnya pemahaman dari Organisasi Perangkat
Daerah, sehingga menyebabkan sering terjadi inkonsistensi antara

perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan sering tidak
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nery we[sy sej

tercapainya sasaran pembangunan dan akhirnya pembangunan menjadi

tidak terarah / tidak fokus.

Berdasarkan hasil survey di lapangan, peneliti menemukan gejala

perencan

dokumen

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitan dengan judul “Analisis Konsistensi Perencanaan dan

Penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018”.
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1.2 Rumusan Masalah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah memerlukan

perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pernyataan penelitian yang
diangkat dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

Tahun 2018”
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1.3  Tujuan Penelitian
Perencanaan dan penganggaran di tingkat OPD sangat

berkontribusi terhadap suksesnya perencanaan dan penganggaran

2. dan

3. pada

4 hi konsistensi

1.4

1 an dan masukan untuk
perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Daerah khususnya dan

Pemerintah Kabupaten Siak pada umumnya.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai
konsistensi perencanaan dan penganggaran untuk pengembangan

penelitian selanjutnya.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

didasarka

daerah ya jangan yang

berlaku, Tahun 2014

tentang

oleh unsur pemerintahan daerah, yakni kepala daerah dan lembaga

DPRD yang berada pada posisi sejajar, sehinggaa disebut unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan kedua unsur pemerintahan
daerah ini dibantu oleh perangkat daerah dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Pengertian Pemerintahan Daerah berdasarkan

pasal 1 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014, adalah; “Kepala Daerah
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sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonoom”.

menjadi
urusan dari
pemerinat 3 daerah [ Ja dasarnya
memimpin ' > @an- kewena ekutif pada

pemerintahan N | penyele erintahan daerah,

Menurut Rahyunir Rauf (2016), bahwa ada perbedaan antara unsur
perangkat daerah pada UU nomor 23 tahun 2014 dengan unsur perangkat
daerah yang ada pada UU nomor 32 tahun 2004. Untuk jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut ini :

10
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Tabel 2.1 Perbandingan Unsur Perangkat Daerah Berdasarkan UU Nomor
23 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

NO. Unsgr P_erangkat Daerah UnSl_Jr P_erangkat Daerah
Provinsi Berdasarkan UU Provinsi Berdasarkan UU
! omor 32 tahun 2004
1 Sekretan S
2 : %.ﬂ"." A
3
4
5
NO.
1
2
3
4
5
6

2.1 Perencanaan
Definisi perencanaan menurut Sirojuzilam dan Mabhalli (2010)
adalah  intervensi pada rangkaian  kejadian-kejadian  sosial

kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian

11
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dan aktivitas yang ada dengan maksud: (a) meningkatkan efesiensi dan
rasionalitas, (b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan

(c) merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat

penetapé tinda SEf pern) prry dojo (2003),
yang seleng 2l encan ' da asasnya
berkisar k a hal, ye o an_pilihan secara
sadar mengens L : N jangka waktu
tertentu a ' masyarakat yang
bersangku dan y: L jals ANte @ cara alternatif

serta rasio

Menu / U peraase nya, perencanaan

dapat dibagi

biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang
panjang.

2. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu
antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah
walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar

(sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
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3. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun,

biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan

dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana

menentukan ‘ 4 AN pilihan, yang

dan pengalokasian s gka waktu tertentu di

daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun
2017, perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan Kkerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing

daerah. Rencana Pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,
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responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan,

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

George R Terry (1960), mengatakan bahwa perencanaan adalah
memilih, dan berhubungan drngan fakta  dan pembuatan serta
menggunakan asumsi mengenai masa depan dalam visualisasi dan
perumusan kegiatan yang-diusulkan, diyakinijidiperlukan, untuk mencapai
hasil yang .diinginkan. Di pihak lain, D. Conyers dan Hill (1984)
mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang kontiniu, terdiri dari
keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber
daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan.tertentu di masa
mendatang. Dan Jhingan (2000), dalam.. konteks perencanaan
pembangunan ekonomi suatu negara, mengatakan bahwa perencanaan
adalah teknik/cara untuk mencapai tujuan;-untuk mewujudkan maksud dan
sasaran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah dirumuskan

dengan baik oleh Badan Perencana Pusat.

Undang-undang Republik Indonesia.Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 1 ayat 1
mengatakan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Arti atau definisi
perencanaan yang dikemukakan oleh UU RI No 25 tahun 2004 ini, seperti
terbaca di atas, tidak berbeda jauh dari perencanaan-perencanaan yang

dikemukakan oleh Terry, Conveyrs dan Hill maupun Jinghan, yang
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berbeda hanya susunan kata dan keringkasannya. UU RI No, 25 tahun
2004 memberikan definisi perencanaan yang lebih ringkas dibandingkan

dengan yang dikemukakan para pakar tadi (Terry, Conveyrs dan Gill serta

sesuai 5 va J-U NG erencanaan
” nasional di

merumuskan

3 =

perencans ni mencakup
makro m
mengejar
stabilitas h
meratakan ang niada skinan; sehingga

pada akhirnya : s S an menjadi lebih

baik.

pada hakekatnya adalah sebua paya dari pengelola (perusahaan
atau negara atau organisasi lainnya) memutuskan strategi serta tindakan
apa yang harus dilakukan di masa datang untuk mencapai tujuan yang
dikehendaki. Keputusan atas strategi dan kegiatan itu tidak ditentukan
sembarangan melainkan setelah menganalisis kenyataan-kenyataan

masa kini dan perkiraannya di masa datang. Cara menganalisis

kenyataan-kenyataan masa kini dan perkiraan masa mendatang itu
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ISJIAIU

nery we[sy sej

menggunakan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan

rasional serta menggunakan asumsi yang relevan.

Perencanaan_.juga merupakan suatu sproses pemilihan dan

pemikiran
yang berkaita 190 arkan dan
merumus
mencapa

pencapais

Berdas : ) R S penyusunan
perencana , '_ dakannya dalam

beberapa n

1. Techni

pengambil keputusan berdasa asi dan penilaian atas dampak

politik dan perubahan yang dikehendaki.
2. Political Influence Planning

Dalam model ini, perencana adalah elit pimpinan daerah atau anggota
legislatif yang terpilih. Perencanaan berbasis pada aspirasi/harapan dari

masing-masing kontituennya.
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3. Social Movement Planning

Perencanaan disusun berdasarkan pergerakan masyarakat dimana di

dalamnya terdapat individu atau kelompok yang secara struktur tidak

h dan perjanjian
gkaian tugas

ersama.

Bastian (2001) mendefinisik jaran sebagai rencana operasi

keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan
sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode

waktu tertentu.

Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja

yang akan berfungsi sebagai dasar melaksanakan program/kegiatan serta
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sebagai alat pengendalian. Tahap-tahap penyusunan anggaran meliputi
(Kepmendagri 29/2002): (1) Penyusunan anggaran satuan Kkerja

berdasarkan usulan program/kegiatan, (2) Penyusunan rancangan APBD,

(3) Pengajuan ‘ kep kepada DPRD, (4)

l‘.l

Pe
jangka

sasaran @

AL E )

yang dipe
mesti dilakuke | )ai sasa : apa yang harus
melaksana 2 A : sumberdaya -
kesemuan nyats DIS dukung kegiatan

tersebut.

Titik berat pada sistem ini terletak pada segi pelaksanaan dan
pengawasan pelaksanaan anggaran. Dari segi pelaksanaan, yang
dipentingkan adalah pembelanjaan pengeluaran negara oleh lembaga
diharapkan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku namun
kurang memperhatikan hasil akhir dari pembelanjaan pengeluaran negara.

Sedangkan dari pengawasannya yang dipentingkan adalah kesahihan
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bukti transaksi dan kewajaran laporan. Bentuk laporan lebih
mengutamakan realisasi anggaran dan cenderung mengabaikan prestasi
yang dicapai dibalik penggunaan anggaran.

2. Penganggaran kinerja atau. performance budgeting system

Titik berat pada sistem anggaran kinerja terletak pada segi manajemen
anggaran, yaitu dengan memperhatikan baik segi ekonomi dan keuangan
pelaksanaan anggaran, maupun hasil fisik yang dicapainya.

Anggaran berbasis Kinerja (Performance budgeting) didasarkan pada
hasil proses. perencanaan yang realistis. .dan sistimatis. Proses
perencanaan tersebut menjamin adanya kesinambungan dan konsistensi
antara masalah; tujuan; kegiatan; output atau kinerja kegiatan; dan input
yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ciri lain dari
anggaran berbasis kinerja, adalah keseimbangan antara anggaran untuk
kegiatan pelayanan langsung dengan kegiatan penunjang.

Pada dasarnya anggaran berbasis Kkinerja adalah bagaimana
menghitung dan mengalokasikan sejumlah anggaran yang cukup dan
tepat sehingga kegiatan tersebut hisa.terlaksana, sehingga tujuan yang
ditargetkan dapat tercapai.

3. Perencanaan, pemrograman dan penganggaran (PPBS) atau planning,
programming and budgeting system

Perhatian pada sistem ini tidak lagi terletak pada segi pengendalian
anggaran, melainkan pada segi persiapan anggaran. Dalam tahap

persiapan ini semua implikasi positif dan negatif dari setiap keputusan
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yang telah dan atau akan diambil, dipertimbangkan secara matang.
Sehingga diharapkan rencana serta program yang disusun, benar-benar
merupakan rencana dan program yang paling baik.

Sistem perencanaan, pemrograman.dan penganggaran (PPBS) lebih
jauh lagi kehendaknya daripada penganggaran kinerja. Di sini bukan
hanya kaitan antara sumberdaya'yang/digunakan dengan keluaran yang
dihasilkan yang dipertanyan, tetapi juga dipertanyakan perihal apakah
keluaran tadi akan sejalan dengan pencaian tujuan di masa datang. Jadi,
persoalan efektivitas jangka panjang dari penggunaan sumberdaya
dipersoalkan. PPBS berangkat dari pemikiran bahwa sumberdaya yang
dimiliki organisasi (pemerintah) itu terbatas, jadi setiap-penggunaannya
harus sedemikian rupa sehingga memampukan tujuan tercapai.

Dengan perkataan lain, bahwa setiap penggunaan sumberdaya harus
memberikan manfaat yang besar kepada organisasi (masyarakat
keseluruhan).

Pada PPBS, "'umumnya perencanaan tersusun dalam sejumlah
program, selanjutnya program-program  Ini terpilah dalam beberapa
kegiatan. Analisis biaya manfaat (Cost benefit analysis) pada system ini
biasanya digunakan untuk menilai kelayakan program-program dan
kegiatan-kegiatan tersebut.

Banyak program dan kegiatan memiliki jangka waktu penyelesaian
lebih dari satu tahun. Karena itu tidak jarang pembuatan rencana program

dan anggaran juga lebih dari satu tahun (multi years). Permasalahan tidak
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akan muncul jika pelaksana program atau kegiatan bersikap jujur. Bila
pada satu tahun anggaran tertentu bisa terjadi kelebihan sumberdaya

(anggaran), atas upaya efisiensi, kelebihan itu dilaporkan saat

atau proyek
harus me | _ ':‘ ang b .‘ untu )berikut tersebut.
Artinya se proyek sudah

merupakan awal kembali.

tujuan jangka panjang dengan menghasilkan keluaran-keluaran yang
dibutuhkan untuk mendukung tujuan jangka panjang tadi. Anggaran
merupakan media alokasi sumberdaya dalam jangka pendek, media
memilih tindakan yang tepat di dalam jangka pendek, media untuk

mengawasi dan mempertanggungjawabkan alokasi sumberdaya dan
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pelaksanaan tindakan dalam jangka pendek. Muara semuanya haruslah

tujuan yang hendak dicapai dalam jangka panjang.

Caiden dan Wildavsky (1974) dalam .bukunya Planning and

Berikut di bawah ini adalah ilustrasi keterkaitan antara perencanaan

(pembangunan) dengan anggaran (pemerintah).
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pembangunan ( erupakan ra jang dalam satu kesatuan
yang tidak de i sendiri dimulai dari aan pembangunan

jangka panja r | X pembangunan

2.4  Kualitas Perencanaan Pembangunan

Beberapa definisi yang dikutip oleh Yamit (2001) yaitu: (a) Kualitas
adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen (W
Edwards Dening). (b) Kualitas adalah nihil cacat, kesempurnaan dan
kesesuaian terhadap persyaratan (Philip B Crosby), (c) Kualitas adalah

kesesuaian dengan spesifikasi (Joseph M Juran).
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Garvin (1994) yang dikutip Yamit (2001), tujuan mengidentifikasikan
lima pendekatan perspektif kualitas yaitu: (a) Transcendental Approach,
adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi sulit didefinisikan dan
dioperasionalkan maupun diukur. (b) Preduct Based. Approach, adalah
suatu karakteristik atau atribut yang dapat diukur, (c) User Based
Approach, adalah kualitas. tergantung-pada.orang yang memandangnya,
dan produk tyang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok
dengan selera (fitness for used) merupakan produk yang berkualitas
paling tinggl. (d) Manufacturing Based Approach, adalah bersifat supply
based atau dari sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas

sebagai sesuatu yang ssuai dengan persyaratan dan prosedur.

Untuk ‘mengukur kualitas rencana, Keban (2001) memberikan
pernyataannya.sebagai’ berikut: ,‘Isi; jproses dan konteks merupakan
parameter yang sering digunakan untuk mengukur kualitas suatu rencana
strategis. Suatu rencana dapat dianggap berkualitas baik apabila isi dari
dokumen tersebut menggambarkan aspirasi.dan kehendak para stake
holders nya, kualitas dokumen itu juga dapat dinilai dari proses yang
ditempuh atau metode yang digunakan apakah sesuai dengan prosedur

keilmuan yang ada”.

Menurut Solihin (2008), perencanaan yang ideal harus memenuhi:
(a) prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari
perencanaan harus turut serta dalam prosesnya, (b) prinsip

kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap;
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tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-
menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran, (c)

prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak

i harus dilihat dari

1 (b) logis dan

imengerti, (c)

fleksibel, y kendala dan
limitasi lingku i ) yaitu memenuhi
komitmen atau
menyeluruh.

Menurut sistem perencanaan
pembangunan nasiona emecahkan permasalahan

pokok dalam manajemen pembancg , antara lain:

1. Adanya inkonsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai
organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun
antara kebijakan dan pelaksanaan;

2. Rendahnya tingkat keterlibatan aktor berkepentingan dan partisipasi

masyarakat dalam perumusan kebijakan;
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3. Ketidakselarasan antara perencanaan program dan pembiayaan;
4. Rendahnya tingkat transparansi proses perumusan kebijakan dan

perencanaan program, dan tingkat akuntabilitas pemanfaatan

sumberdaya

tingkat
Kabupate gkat Daerah
(SKPD) membahas
aerah (RKPD)

rintah Daerah

membidangi perencanaan di daerah bersama-sama dengan SKPD

menyiapkan RKPD Kabupaten/Kota.

Kualitas RKPD menunjukkan kinerja tenaga perencana pada
masing-masing SKPD. Menurut Bappenas (2003) tentang pedoman
koordinasi pembangunan nasional disebutkan bahwa dalam penetapan

tujuan rencana pelayanan perlu berpegang pada prinsip SMART, yaitu:

26



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

1. Tujuan harus bersifat khusus, spesifik (specific)
2. Tujuan tersebut harus terukur (measurement)

3. Tujuan tersebut harus mungkin dan dapat dicapai (achievable)

organisas
sekedar k

akan teta

3 E.58

efektif, da

\ &)

arti yaitu:
penaksiran pprai >ria ‘. dan penilaian

(assessme

manfaat hasil
kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan.
Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi
kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu
kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijan

bermanfaat bagi pelayanan publik.
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Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku Konsep
Administrasi dan Administrasi di Indonesia berpendapat bahwa evaluasi

merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa

tersedia. Pembangunan daera sada dasarnya merupakan upaya
perubahan dalam berbagai bidang dan aktivitas kehidupan masyarakat
menuju kearah pertumbuhan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk
memenuhi hal ini diperlukan perencanan yang tepat dan dapat dipercaya
dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat

dipertanggungjawab-kan, baik dalam aspek legal formal maupun aspek

akademik.
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki
peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah,
karena lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan
pembangunan _daerah sesuai_dengan..kewenangan. yang dimilikinya.
Bappeda adalah badan langsung yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada daerah. Bappeda :mempunyai tugas membantu kepala
daerah dalam menyusun dan menentukan kebijaksanaan dibidang
perencanaan pembangunan, pembinaan penyelenggaraan daerah,
pengembangan kota, serta penilaian atas pelaksanaannya. Selain itu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan organisasi
perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang

pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. sebagai badan
perencana, koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan di
daerah, baik dengan instansi vertikal, dinas daerah, kecamatan, dan
badan — badan pemerintahan lainnya sangat penting dalam menjalankan
pemerintahan yang efektif dan efisien. Koordinasi diperlukan dalam setiap
organisasi utamanya organisasi birokrasi pemerintah karena adanya
pembagian kerja dan spesialisasi dalam mencapai tujuan yang telah diten-
tukan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan semua unit organisasi

yang bertugas di daerah terutama Bappeda dapat melaksanakan
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fungsinya dengan lancar dan senantiasa berorientasi pada tujuan yang

sama yaitu tujuan nasional.

2.6 Konsep Medium Term Expenditure Framework (MTEF)

Medium Term._ Expenditure Framework (MTEF). adalah suatu
konsep yang diperkenalkan Bank Dunia dan IMF, yang tiada lain adalah
anjuran  agar pemerintah-pemerintah™ 'di’ fdunia, utamanya negara
berkembang,  berupaya untuk memikirkan dan merancang rencana
kegiatan, beserta pembiayaannya, yang sinambung dari tahun ke tahun
agar misi dan visi akhirnya benar-benar dapat dicapai. Pemerintah tidak
cukup hanya pada soal penyusunan anggaran di tahun tertentu tanpa ada
kaitannya dengan tahun sebelumnya dan _sesudahnya. Sebab, anggaran
pada tahun  sekarang Kkerapkali berkait dengan -anggaran tahun
sebelumnya maupun sesudahnya, karena. keluaran dari kegiatan tahun
sebelumnya akan menjadi dasar pijak penentuan kegiatan tahun
sekarang, dan keluaran tahun sekarang akan mempengaruhi skala

kegiatan dan pembiayaannya di tahun mendatang.

Pemerintah Australia di tahun1980’an memulai sebuah program
reformasi ekonomi yang komprehensif pada tahun 1980an dan
mengangkat sistem prakiraan ke depan yang sedang dirintis untuk peran
utama dalam perencanaan alokasi sumber daya dan penggunan sumber
daya. Setelah menguji pendekatan negosiasi selama fase awal mereka
mengembangkan metode, yang sekarang menjadi basis KPJM (Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah/MTEF), untuk membuat sebuah program
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patokan dalam hal kebijakan saat ini dan membuat perkiraan ke depan
berdasarkan faktor-faktor perkiraan. Dengan memberikan jaminan
anggaran untuk program patokan selama periode tiga tahun, perdebatan
politik bergeser«dari tawar-menawar _mengenal program dasar menjadi
berfokus pada efektivitas kebijakan yang melandasi dan manfaat
perubahan kebijakan. Ketiga, unsur:utama dari proses meliputi pembuatan
kebijakan strategis, portfolio penganggaran dan sistem biaya berjalan.
Dengan menetapkan lingkup sektor melalui pembuatan kebijakan
strategis, = kementrian kemudian diberi .tanggung _jawab untuk
mempersiapkan dan mengelola program portofolio untuk mencapai tujuan-
tujuan kebijakan tersebut. Penggunaan sistem ..biaya berjalan
mendelegasikan masalah personel dan administrasi pada para pengelola,
dan membebaskan kementerian dari masalah administrasi yang detail.
Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat didistribusikan secara
efisien dalam' Kabinet, melalui para Menteri,__ke manajer sektor.
Penganggaran Berbasis Kinerja diperkenalkan secara progresif untuk
menghubungkan asupan (sumber daya) dengan keluaran dan manfaat,
dan untuk menentukan akuntabilitas dan pengukuran kinerja. Hasilnya
adalah perbaikan yang menerus dalam hal efisiensi dan efektivitas
program-program pemerintah, dan ketahanan yang lebih besar untuk

menangani krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1997 dan 2009.
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2.6.1 Karakteristik Konsistensi Perencanaan dan
Penganggaran

Menurut Caiden dan Wildavsky (1974), perencanaan adalah salah

A
’
t
¥
”
¢

%
T

Konsistensi yang pertama (vertikal) membutuhkan kontinuitas
sebuah rezim pemerintahan yang kuat yang mampu menerapkan
preferensinya. Konsistensi kedua (horizontal) membutuhkan pengetahuan
tentang bagaimana kebijakan tersebut saling berinteraksi. Hal ini menuntut
syarat, yang satu membutuhkan sikap tegas/kekakuan untuk menjamin

kebijakan itu berlangsung, yang lain sikap fleksibilitas untuk
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mengakomodasi antar kebijakan tersebut agar dapat berjalan. Bersikap

tegas dan fleksibel secara bersamaan cukup sulit untuk dijalankan.

Arah yang berbeda tersirat dalam konsistensi yang dikatakan

memperta
sedang di
sama lain i ja ke : al _tersebut dapat

berhasil.

banyak cara,
menyebabkan manusia beradaptasi dengan perubahan keadaan yang

mengubah tujuan mereka.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang
terintegrasi. Perencanaan merupakan panduan strategis dalam
mewujudkan tujuan yang akan dicapai, dalam proses penyusunan

anggaran harus memperhatikan beberapa aspek yaitu :

33



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

1. Kesesuaian atau keterkaitan antara belanja yang dikeluarkan dengan

isu strategis, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang

disepakati, penganggaran dikaitkan dengan tujuan dan sasaran

strategis;

perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek,
baik di tingkat SKPD maupun Pemerintahan Daerah. Selain itu,
perencanaan di tingkat SKPD juga harus merujuk pada perencanaan
yang terjadi di tingkat Pemerintahan Daerah. Dan sebaliknya
inkonsistensi atau ketidakkonsistenan antara perencanaan dan

penganggaran itu terjadi apabila proses perencanaan yang tercermin
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dalam dokumen perencanaan jangka panjang sampai dengan jangka

pendek tidak ada kesesuaian.

2.6.2 Konsolidasi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD),

Perencanaan SKPD meliputi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD); sedangkan dokumen Penganggaran meliputi

Kebijakan Umum APBD (KUA), Plafon dan Prioritas APBD (PPA),
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Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta

dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, terdapat pula dokumen penganggaran pada tingkat

dengan dokumen

Untuk Konsolidasi Kedua, terkait dengan konsolidasi kerangka
waktu perencanaan dan penganggaran. Dalam dokumen perencanaan,
terdapat tiga jenis perencanaan menurut waktu yaitu perencanaan jangka
panjang 20 tahun tercermin dalam RPJPD, perencanaan lima tahunan di
tingkat Pemda adalah RPJMD dan di tingkat SKPD adalah Renstra SKPD.

Selain itu, terdapat pula perencanaan jangka pendek 1 tahun di tingkat
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Pemerintahan Daerah tercermin dalam RPKD dan di tingkat SKPD dalam

bentuk Renja SKPD.

Berkaitan dengan dokumen penganggaran, Pemerintah telah

kegiatan Serté Ju i 3 : asi kerangka
waktu pe
antara do

jangka pe

merujuk pada

perencanaan y jadi A ) . Dengan kata

2. Target kinerja perencanaan tahunan dalam RKPD harus merujuk dan
ditujukan untuk mencapai target agenda pembangunan seperti yang
tercermin dalam RPJMD.

3. Dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat SKPD harus

merujuk pada perencanaan jangka menengah di tingkat Pemda.
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Renstra SKPD merujuk pada RPJMD, dimana target kinerja SKPD
merupakan penjabaran dan usaha pencapaian target kinerja RPJMD.

4. Arah kebijakan keuangan dalam RPJMD menjadi panduan bagi SKPD
dalam menentukan pagu._indikatif -kerangka pengeluaran jangka
menengah dalam Renstra SKPD.

5. Perencanaan tahunan_di tingkat SKPD, (Renja SKPD) dalam tataran
draft ‘awal merujuk pada Renstra SKPD, serta memperhatikan
perencanaan tahunan di tingkat Pemda (RKPD).

6. Proses penganggaran tahunan yang dilakukan oleh Pemda harus

memperhatikan kerangka pengeluaran jangka menengah.

Perencanaan Jangka Menengah tersebut adalah jabaran rencana
jangka panjang (RPJPD) yang memuat vVvisi dan misi daerah.
Sebagaimana ~yang telah [-diatur- dalam’ Undang-Undang Sistem
Perencanaan Nasional (UU No.25 Tahun 2004) bahwa perencanaan
jangka panjang yang memuat visi dan misi dijabarkan lebih jauh dalam
bentuk kebijakan dan arah pembangunan jangka menengah dan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan.

Perencanaan jangka menengah tersebut memuat program-program
dan kegiatan-kegiatan yang merupakan jabaran dari misi, serta bersifat
indikatif. Hasil musrenbang baik dari tingka desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, Provinsi sampai tingkat nasional dapat merubah kerangka
waktu program dan kegiatan yang akan dimuat dalam RKPD dan Renstra

SKPD. Sedangkan Perencanaan jangka pendek (Renja SKPD dan RKPD)
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akan menjadi dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang kemudian dapat dibuat RKA dan Rancangan

APBD.

LT “‘
= 1

sering terja

perencanas

tercapainy:

TSANY § )

tidak tera
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KERANGKA PEMIKIRAN

2.8 Hipotesis
Menurut Sugiyono dalam buku yang berjudul “Metode Penelitian

Bisnis” , Hipotesis adalah :

“Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang
diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan

pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data.”
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas disimpulkan bahwa
hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang

harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka untuk memperoleh

masalah

1. Rutiana berjudul

Responsibilitas Kebijaka aan dan Penganggaran Daerah
(studi Konsisten Dokumen RKPD, PPAS dan APBD Tahun 2008 dari
Aspek Pro Job, Pro Poo dan Pro Growth di Kabupaten Palopo,
Semarang, Klaten, Nagan Raya, Ace Jaya, Simalungun, Malang dan
Probolinggo). Temuan penelitian, secara umum dari aspek regulasi,

sistematika KUA dan sistematika PPAS memilik nilai konsistensi tinggi

(lebih dari 80%), dibandingkan dengan konsistens pada dokumen
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RKPD. Konsistensi terendah muatan dokumen menurut regulasi
adalah RKPD. Dari segi kesesuaian program dan kegiatan konsisten
tertinggi ada pada dokumen PPAS ke APBD. Konsistensi terendah
pada dokumen RKPD dengan APBD. Dari segi kesesuaian prioritas
daerah dengan prioritas Nasional, secara umum akomodir isu nasional
ke dalam dokumen perencanaan: RKPD cukup tinggi, yaitu sekitar
80%. Namun demikian dalam perjalanan proses penyusunan kebijakan
perencanaan dan penganggaran sering terdapat ketidak konsistenan.
Dari segi. konsistensi besaran anggaran, secara umum Kkorelasi
besaran anggaran antar dokumen perencanaan dan penganggaran
pada kategori “Agak Rendah”. Konsistensi tertinggi ada pada dokumen
PPAS dan APBD. Konsistensi terendah pada keterkaitan dokumen
RKPD dan APBD. Penyebab Umum inkensistensivadalah kurangnya
komitmen tim penyusun dokumen perencanaan, tim anggaran dan
DPRD; pada: (1) aspek regulasi; (2) kelompok miskin sebagai sasaran
program dan" kegiatan dalam kebijakan perencanaan dan
penganggaran; (3) “evaluasi, hasil capaian kinerja kebijakan
sebelumnya; serta kurangnya komitmen dan kapasitas stakeholder
daerah dalam melakukan proses pengawalan dan tindak lanjut hasil
proses perencanaan bottom up dan partisipatif. Rekomendasi yang
diusulkan secara garis besar; (1) Optimalisasi fungsi kelembagaan
perencana di tiap SKPD; (2) Perlu komitmen bersama antara Dewan

dan eksekutif untuk menjaga konsistensi perencanaan dan
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penganggaran; (3) Adanya jaminan keterbukaan informasi proses
perencanaan dan penganggaran untuk diakses publik untuk
menguatkan kualitas pengawalan publik terhada isu-isu kritis untuk
perencanaandan penganggaran.

. Saifuddin  (2007), penelitiannya berjudul Analisis Perencanaan dan
Penganggaran Program.Kesehatan lbu,dan Anak pada Puskesmas di
Kota '‘Banjar . Tahun. 2007. Penelitian ini bertujuan  mendapakan
informasi-tentang fenomena perencanaan dan penganggaran program
KIA pada puskesmas di Kota Banjar yang meliputi proses analisis
situasi, proses penentuan tujuan proses identifikasi = kegiatan dan
proses perhitungan anggaran, juga untuk mengetahui berapa jumlah
anggaran program KIA yang telah dihitung ole puskesmas melalui
P2KT dan berapa jumlah anggaran Program KIA“untu Puskesmas
melalui perhitungan template UW SPM. Hasil penelitian menunjukkan
Analisis situasi- dan penentuan masalah sebagian besar informa
menyatakan dipengaruhi oleh keadaan masalah kesehatan, kinerja
program faktor perilaku dan ‘lingkungan. Dalam penentuan tujuan
program KIA ada dua fenomena pertama puskesmas menentukan
tujuan sendiri dan kedua puskesmas tidak menentukan tujuan tapi
mengikuti tujuan dan target dinas. Adapun proses penentuan
tujuan/target KIA di puskesmas dipengaruhi oleh tujuan dan target
dinas, ketersediaan anggaran, cakupan target sarana, motivasi

pegawai trend kinerja, budaya dan tuntutan lingkungan. Keterlibatan
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lintas program dalam identifikasi kegiatan muncul dua kelompok
pertama perencanaan disusun dengan Kketerlibatan lintas program
kedua perencanaan hanya disusun orang-orang tertentu saja. Hasil
Penghitungan anggaran..berdasarkan+P2KT oleh Puskesmas dan
manual/template UW SPM oleh peneliti menunjukkan hasil perhitungan
manual UW SPM lebih= hesar Sdibandingkan perhitungan P2KT.
Perencanaan dan perhitungan anggaran ~di. Puskesmas dapat
mengkombinasikan pendekatan P2KT pada proses perencanaan dari
analisis masalah sampai dengan identifikasi kegiatan dan rencana
operasional dan manual UW SPM untuk penghitungan anggaran.

. Rini Octavianti (2008), penelitiannya berjudul Analisis Konsistensi
Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Dasar dan
Menengah di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini mencoba
melakukan analisa terhada konsistensi antara berbagai dokumen
perencanaan daerah yang saling terkait mulai dari perencanaan jangka
panjang, menengah dan tahunan. Hasil ‘penelitian ini menunjukkan
bahwa penyusunan RPJPD. dan RPJMD di Solo Selatan kurang
menunjukkan konsistensi, secara kuantitatif hanya sekitar 50 program
kegiatan di RPIJMD yang sinkron dengan program kegiatan RPJPD.
Hal ini disebabkan karena RPJMD tidak membahas secara rinci
program untuk SKPD Dinas Pendidikan. Sementara itu analisis antar
dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD Dinas Pendidikan konsisten

sekita 75%. Analisis antara Renstra SKPD dengan Renja SKPD

44



nery wejsy sejisIdAm) ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

menunjukka konsistensi 100%. Selanjutnya analisis konsistensi antara

Renja SKPD da APBD menunjukkan tingkat konsistensi sebesar 40%.

. Ramadhiani Fitry (2012), penelitiannya berjudul Analisis Konsistensi
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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

perencanaa nga - aria erah Kabupaten

Siak Tahun 2 gan mj‘ salahan dan

Sedangkan u )l 0 an mempertegas

hasil analisa antital ( yalitatif dalam artian

menjelaskan hasil analisis yang dilakukan secara kuantitatif.

3.2  Lokasi Penelitian
Lokasi dari penelitian ini adalah di Kabupaten Siak, khususnya pada
aspek proses perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Daerah

Kabupaten Siak. Alasan ini diambil karena penulis bekerja sebagai di



Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Siak yang sudah menjadi salah satu tugas fungsi dari penulis

yang juga termasuk sebagai anggota POKJA.

iy disay yejepe il udwnyo(]
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3.3
obyek atau

subyek y - “,1 g ditetapkan
untuk dipele 3 nwsampel adalah
bagian d i tersebut.

Popula Y . > i pe . pada tabel 3.1
dibawah in

Sampel

Sekretariat Daerak - ' 10 Orang
Bagian Umum 1
Bagian Pertanahan 10 1
Bagian Adm Pembangunan 4 1
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 10 1
Bagian Administrasi Pemerintahan 11 1
Bagian Hukum 8 1
Bagian Humas Dan Protokol 13 1
Bagian Organisasi 8 1
Bagian Administrasi Perekonomian 8 1
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 21 1
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3.4

Teknik Penarikan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling (penetapan

sampling dengan pertimbangan tertentu).

3.5

i Kabupaten

tersebut

5) PPAS Sekretariat Daerah Tahun 2018.

6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah tahun 2018.

7) Dokumentasi Perencanaan dan Keuangan lainnya yang
mendukung penelitian.

Data primer, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara

mendalam (in depth interview). Responden yang diwawancarai adalah
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Policy maker yang terdiri dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Siak,

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, Koordinator POKJA

dan Kasubbag Program Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

yang tertuang

o
g
A
Y,
<
=

Tahun 2016 -

disusun dalam 3 Kons Perencanaan dan
Penganggaran (MKPP), dimana MKPP ini disusun dengan cara
melakukan integrasi antara dokumen perencanaan dengan dokumen
Penganggaran Kabupaten Siak. MKPP ini disadur/diacu berdasarkan
Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Buruk :20,0-39,9
Sedang 40,0 -59,9
Baik :60,0-79,9

Sangat Baik : 80,0 - 100,0

4. Mencari akar permasalahan yang membuat terjadinya inkonsistensi

dan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Siak tahun 2018
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dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut jika memang

ditemukan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yang dapat

digali dari hasil wawancara dari beberapa pejabat yang terlibat
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3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian untuk thesis ini adalah pada

bulan Oktober - November 2018 seperti pada tabel 3.2 dibawah ini.

a
No E‘-?‘S AS?S Ket
Q\\ Il v
A.
1. S
2. | nsi | =
g han —
usun —
is | e
3. pulkan data yang
d a
is
B P AN
1. Ko
Pembim i B R
aral e !
2. | Anali
data
L L]
3. Melakuk |
Interview d
4. | Membuat Lapora
6. | Evaluasi pembuatan
Tesis

Catatan : Jadwal bersifat tentative, dapat terjadi perubahan sesuai
dengan keadaan penelitian
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

bidang mulai

dari )a Sik D Sumber daya

idirikan pada
tahun 172 s > H. : Jalil Rahmat
Syah, hing ipin : A belas orang - aja yang terakhir

agai raja pada

m ini kerajaan

interim) Feisal Tanjung pada tanggal 12 Oktober 1999 sekaligus
pelantikan Pejabat Siak H. Tengku Rafi’an dan Sekretaris Daerah
Kabupaten Siak Arwin, AS.,SH dengan SK Mendagri No. 131.24.1129

tanggal 8 Oktober 1999.
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4.2 Kondisi Geografis Kabupaten Siak
Kabupaten Siak terletak diantara 1°16’30” LU - 0°20'49”LU dan

100°54°21"BT - 102°10°'59”BT, yang sebagian besar terdiri dari dataran

\&@j@ﬁm&wmﬁd agian barat

me 3 paten Siak,
timur, dan
memanja an morfologi
perbukitan DAS Siak.
Kabupate dan merupakan
kabupaten total wilayah

Provinsi Rig

= Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan
Kepulauan Meranti;

= Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Pelalawan,
dan Kota Pekanbaru;

= Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu,

Kampar, dan Kota Pekanbaru;
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= Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis,

Pelalawan, dan Kepulauan Meranti.

Berdasarkan peta administratif Kabupaten Siak, dapat dilihat luas

wilayah Kabupaten Siak terbagi menjadi 14 kecamatan yang terdiri atas

131 desa/kelurahan (kampung) dengann total luas wilayah 8.556,09 km2.
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4.3 Visi dan Misi Kabupaten Siak
Visi pembangunan Kabupaten Siak merupakan rumusan umum

untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu

Lingkung I | Agami ';: 3ert « elayu Serta

Menjadi T

2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan
Berwawasan Lingkungan.

3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing

4. Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang Berdaya Saing.

5. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik, Bersih, Serta

Pelayanan Publik Yang Prima.
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Misi RPIJMD Kabupaten Siak tahun 2016 — 2021 berpedoman pada
RPJMN tahun 2015 — 2019, dan RPJMD Provinsi Riau tahun 2015 —

2019.

1.

2. Ren( ) Sekretariat Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

4.5 Strategi dan Kebijakan Sekretariat Daerah
Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan
sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah,

dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.
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Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak merupakan rencana yang
menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Sekretariat Daerah

Kabupaten Siak, yang meliputi menetapkan kebijakan, program

meliputi  kek 2bije C 2 Siak dan

kebijakan

Me | | erse ) akukan untuk

1. 2N - r perumusan

Dalam rangka pencapaian tujuan, akan ditempuh dengan upaya
kebijakan yang merupakan arah yang diambil oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Siak dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan
kegiatan sebagai upaya pencapaian tujuan. Adapun kebijakan-kebijakan
tersebut meliputi :

1. Pembinaan dan pengawasan tugas-tugas dinas, lembaga teknis
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daerah;
2. Desentralisasi urusan wajib dan wurusan pilihan serta model

perencanaan dari bawah yang serasi dengan model perencanaan

kualitas

Ao
o
=
o
=
—
Q
=
c
>

2016 tenta ungsi, serta tata

kerja sekr a Sekretariat

A B3
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fa
0
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Q
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Q
0
2
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Daerah me

pelayanan administrasi.
2. Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
b. Pengkoordinasian  pelaksanaan tugas pelaksana urusan

Pemerintah Daerah dan penunjang urusan Pemerintah Daerah
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serta pelayanan administrasi;

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaaan kebijakan pemerintah

daerah;
d.
e uai tugas
4.7
si Sekretariat
Daerah K ebanyak 142
orang. Ju rang pegawai
yaitu Se Kesejahteraan
Rakyat, Asi 2n Administrasi
Umum, serta 5 ing sebanyak 8
orang dan 25 pala subbagian di
lingkungan Sekreta aksana sebanyak 100
orang dengan jumlah pe g berada di bawah Asisten

Administrasi Umum Sekretariat Daerah.

4.8 Struktur Sekretariat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak, adapun
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kerangka struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dapat
dilihat pada lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Sekretriat Daerah Kabupaten Siak. Susunan organisasi Sekretariat

5. Kelompok Jabatan Fungsional.
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BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

supaya
komprehe P an. | G g dimaksudkan
mencakup ‘ L
pendek. Semente i ahan yang baik

menuntut ' : ' stakeholder

Berdasarkan kepada perencanaan yang telah disusun secara

bersama-sama dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat inilah
diharapkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam
melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dengan harapan agar
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan tersebut dapat tercapai.



5.1

5.1.1 Konsistensi

Analisis Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan

dan RPJMD Kabupaten Siak 2016-2021

Dokumen Renstra Sekretariat Daerah 2016-2021

Untuk_menganalisis konsistensi_program dan indikator kinerja

program antara RENSTRA dan RPJMD dilihat dari matiks tabel 5.1.

Tabel 5.1 Matriks Konsolidasi'Program-dan Indikator Kinerja
Program antara RENSTRA'dan RPJMD

RPJIJMD RENSTRA Konsistensi
NO. | PROGRAM/ INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR YA | TIDAK Ket
KINERJA KINERJA

1. Program pengembangan Program pengembangan
sistem informasi sistem informasi V
pertanahan pertanahan
Meningkatnya Tingkat Meningkatnya Tingkat
Pengetahuan Informasi Pengetahuan Informasi \
Pertanahan Pertanahan

2. Program penataan Program penataan
penguasaan; pemilikan; penguasaan; pemilikan; N
penggunaan dan penggunaan dan
pemanfaatan tanah pemanfaatan tanah
Terpenuhinya Kebutuhan Terpenuhinya'Kebutuhan N
Peta dan Tabel Data Lahan Peta dan Tabel Data Lahan

3. Program penyelesaian Program penyelesaian N
konflik-konflik pertanahan konflik-konflik pertanahan
Menurunnya Tingkat Menurunnya Tingkat N
Permasalahan Pertanahan Permasalahan Pertanahan

4, Program Pelayanan Program Pelayanan N
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
Cakupan Layanan Cakupan Layanan N
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana \
Aparatur Aparatur
Cakupan Layanan Sarana Cakupan Layanan Sarana N
dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur

6. Program peningkatan Program peningkatan N
disiplin aparatur disiplin aparatur
Tingkat Kepatuhan Aparatur | Tingkat Kepatuhan Aparatur N

7. Program Peningkatan Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya \
Aparatur Aparatur
Cakupan peningkatan Cakupan peningkatan N
sumberdaya aparatur sumberdaya aparatur

8. Program peningkatan Program peningkatan N
pengembangan sistem pengembangan sistem
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RPJMD RENSTRA Konsistensi
NO. | PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR |\ | 1paK Ket
KINERJA KINERJA

pelaporan capaian kinerja pelaporan capaian kinerja
dan keuangan dan keuangan
Terpenuhnya Peningkatan Terpenuhnya Peningkatan
Pengembangan.Sistem Pengembangan Sistem N
Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja
dan keuangan dan keuangan

9. Program peningkatan Program peningkatan
pelayanan kedinasan pelayanan kedinasan \
kepala daerah/wakil kepala | kepala daerah/wakil kepala
daerah daerah
Output Capaian kegiatan Cakupan Pelayanan N
kepala daerah/ wakil kepala Kedinasan kepala daerah/
daerah sesuai jadwal wakil kepala daerah

10 | Program peningkatan Program peningkatan y
kualitas kelembagaan kualitas kelembagaan
Persentase SKPD yang telah | Meningkatnya Kualitas N
menerapkan SPIP lembaga

11 Program Penataan Program Penataan
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- \/
Undangan Undangan
Cakupan peraturan Cakupan peraturan
perundang-undangan yang perundang-undangan yang \
dihasilkan dihasilkan

12 Program pengembangan Program pengembangan
sistem penilaian kinerja sistem penilaian kinerja \
kelembagaan aparatur kelembagaan aparatur
Capaian manajemen Mutu Capaian manajemen Mutu
sesuai standar ISO sesuai-standar ISO \
9001:2008 di kecamatan 9001:2008 di kecamatan

13 | Program Pembinaan dan Program Pembinaan dan N
Pengembangan BUMD Pengembangan BUMD
Meningkatnya kemampuan Meningkatnya kemampuan N
dan kinerja BUMD dan kinerja BUMD

14 | Program optimalisasi Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi pemanfaatan teknologi \
informasi informasi
Capaian Manajemen Mutu Capaian Manajemen Mutu
Pelayanan Publik di SKPD Pelayanan Publik di OPD \
Pelayanan Publik Pelayanan Publik

15. | Program Peningkatan Program Peningkatan
Pelayanan Kehidupan Pelayanan Kehidupan \
beragama beragama
Terlaksananya Kegiatan yang | Cakupan peningkatan
dapat menunjang pelayanan kehidupan umat
peningkatan pelayanan beragama \
kehidupan umat di bidang
agama

16 | Program Peningkatan Program Peningkatan
Kualitas Pemahaman dan Kualitas Pemahaman dan N
Pengamalan Agama dan Pengamalan Agama dan
Pembinaan kerukunan Pembinaan kerukunan
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RPJMD RENSTRA Konsistensi
NO. | PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR |\ | 1paK Ket
KINERJA KINERJA
beragama beragama
Terwujudnya masyrakat yang | Terwujudnya masyarakat
memiliki kualitas pemahaman | yang memiliki kualitas
dan pengamalan:agama yang | pemahaman dan \
baik pengamalan agama yang
baik

17. | Program Batas Wilayah Program Batas Wilayah y
Pemerintahan Pemerintahan
Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan
informasi batas kecamatan informasi-batas kecamatan o
dalam kabupaten siak'dalam | dalam kabupaten‘siak dalam
bentuk peta bentuk peta

18. | Program Optimalisasi, Program Optimalisasi,
Perencanaan Evaluasi dan Perencanaan Evaluasi dan y
Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan
di bidang perekonomian di bidang perekonomian
Meningkatnya koordinasi dan | Meningkatnya koordinasi
kerjasama bidang dan kerjasama bidang \
perekonomian perekonomian

19. | Program kerjasama Program kerjasama
informasi dengan Mass informasi dengan Mass \
Media Media
Terpenuhinya Kerjasama Terpenuhinya Kerjasama q
dengan Mas Media dengan Mas Media

20. | Program Jaminan Sosial Program Jaminan Sosial N
Capaian pemberian bantuan ' .| Capaian pemberian bantuan J
Raskin Raskin

21. | Program Peningkatan Program Peningkatan
Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi N
dan Kelembagaan dan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Persentase pengelolaan Persentase Pengelolaan
administrasi pemerintah Administrasi Pemerintah \
daerah yang baik Daerah Yang Baik

22. | Program Pembinaan Tidak Ada
Perekonomian Rakyat v
Meningkatnya kemampuan Tidak Ada
petugas pengelola
perekonomian rakyat

23 Program Evaluasi Tidak Ada
Peraturan Perundang- \
Undangan
Persentase peraturan Tidak Ada
perundang-undangan yang
terevaluasi

24. | Program Sosialisasi Hukum | Tidak Ada N
Daerah
Cakupan produk hukum yang | Tidak Ada
tersosialisasikan
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RPJMD RENSTRA Konsistensi
NO. PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / INDIKATOR YA | TIDAK Ket
KINERJA KINERJA
25 | Program Penataan dan Tidak Ada
Penyempurnaan Kebijakan \
dan Prosedur Pengawasan
Jumlah kegiatan Tidak Ada
memiliki SOP
terdapat 25
program m dokumen
Renstra 21 indikator
kinerja pr ‘ itan program
antara Re

RPJMD

84,00%

pd

~

RENSTRA

Gambar 5.1. Diagram Keterkaitan Antara Program RPJMD
Dengan Program RENSTRA

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa dari 25 program yang tertuang

dalam RPJMD tersebut, sebanyak 21 program (84,00%) yang diakomodir

dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2018, artinya menunjukkan
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tingkat konsistensi yang baik. Sedangkan sebanyak 4 program (16,00%)
yang tidak diakomodir dalam dokumen Renstra. Dengan adanya beberapa

program yang tidak diakomodir menunjukkan bahwa penyusunan

RENSTRA

kinerja program yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Daerah, ada 3
indikator kinerja program atau 14,28% yang tidak sesuai dengan indikator
kinerja program RPJMD dan terdapat 18 (85,71%) indikator kinerja
Renstra yang disusun berpedoman kepada RPJMD. Hal ini menandakan

dalam penyusunan indikator kinerja tidak sepenuhnya mempedomani

RPJMD, secara keseluruhan dinilai memiliki tingkat konsistensi baik.
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Untuk menganalisis konsistensi tujuan program antara RENSTRA

dan RPJMD dapat dilihat berdasarkan tabel 5.2.

Tabel 5.2 Matrik solidasi Tujuan Program antara RENSTRA

on

‘ KET
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Program

e
wr

l‘\"‘\\\\l ) “?r

Sarana
Prasarana
Aparatur
Kelembagaan
Program Tidak Ada Mewujudkan
peningkatan Pelayanan
disiplin aparatur Administrasi
Pemerintahan
yang Baik
Program Tidak Ada Mewujudkan
Peningkatan Pelayanan
Kapasitas Administrasi
Sumber Daya Pemerintahan
Aparatur yang Baik
Program Tidak Ada Meningkatkan
peningkatan Koordinasi
pengembangan Perumusan
sistem pelaporan Kebijakan




NO PROGRAM TUJUAN KONSISTENSI | KET
' RPJMD RENSTRA YA | TIDAK
capaian kinerja Ekonomi dan
dan keuangan Pembangunan
9. Program Menguatkan tata Mewujudkan
peningkatan kelola pemerintahan | Pelayanan
pelayanan daerah dan sistem Administrasi
kedinasan birokrasiyang baik [ Pemerintahan \
kepala dan yang Baik
daerah/wakil profesionalpenataan
kepala daerah penguasaan;
10 Program Menguatkan tata Meningkatkan
peningkatan kelola pemerintahan’ '\ Efektifitas
kualitas daerah dan sistem Kebijakan
kelembagaan birokrasi yang baik Penataan N
dan Administrasi
profesionalpenataan | Umum, Hukum
penguasaan; Dan
Kelembagaan
11 Program Menguatkan tata Meningkatkan
Penataan kelola pemerintahan | Efektifitas
Peraturan daerah dan sistem Kebijakan
Perundang- birokrasi yang baik Penataan N
Undangan dan Administrasi
profesionalpenataan | Umum, Hukum
penguasaan; Dan
Kelembagaan
12 Program Menguatkan tata Meningkatkan
pengembangan kelola pemerintahan | Efektifitas
sistem penilaian | daerahdan-sistem Kebijakan
kinerja birokrasi yang baik Penataan N
kelembagaan dan Administrasi
aparatur profesionalpenataan | Umum, Hukum
penguasaan; Dan
Kelembagaan
13 Program Menguatkan tata Meningkatkan
Pembinaan dan kelola pemerintahan | Koordinasi
Pengembangan | daerah dan sistem Perumusan
BUMD birokrasi yang baik | Kebijakan \
dan Ekonomi dan
profesionalpenataan | Pembangunan
penguasaan;
14 Program Menguatkan tata Meningkatkan
optimalisasi kelola pemerintahan | Koordinasi
pemanfaatan daerah dan sistem Perumusan
teknologi birokrasi yang baik | Kebijakan \
informasi dan Ekonomi dan
profesionalpenataan | Pembangunan
penguasaan;
15. | Program Meningkatkan Mewujudkan
Peningkatan kualitas hidup Pelayanan
Pelayanan masyarakat dan Administrasi \
Kehidupan Pembangunan Pemerintahan
beragama Manusia yang Baik
16 Program Meningkatkan Mewujudkan \
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NO PROGRAM TUJUAN KONSISTENSI | KET
' RPJMD RENSTRA YA | TIDAK
Peningkatan kualitas hidup Pelayanan
Kualitas masyarakat dan Administrasi
Pemahaman dan | Pembangunan Pemerintahan
Pengamalan Manusia yang Baik
Agama dan
Pembinaan
kerukunan
beragama
17. | Program Batas Meningkatnya Mewujudkan
Wilayah cakupan dan Pelayanan
Pemerintahan kualitas layanan Administrasi \
infrastruktur dasar Pemerintahan
yang Baik
18. | Program Menguatkan tata Meningkatkan
Optimalisasi, kelola pemerintahan | Koordinasi
Perencanaan daerah dan sistem Perumusan
Evaluasi dan birokrasi yang baik Kebijakan N
Kerjasama dan Ekonomi dan
Pembangunan di | profesionalpenataan | Pembangunan
bidang penguasaan;
perekonomian
19. | Program Menguatkan tata Meningkatkan
kerjasama kelola pemerintahan | Efektifitas
informasi dengan | daerah dan sistem Kebijakan
Mass Media birokrasi yang baik Penataan N
dan Administrasi
profesionalpenataan | Umum, Hukum
penguasaan; Dan
Kelembagaan
20. | Program Meningkatkan Mewujudkan
Jaminan Sosial Perekonomian serta | Pelayanan
pemanfaatan dan Administrasi V
Pengelolaan Pemerintahan
Sumberdaya Daerah | yang Baik
21. | Program Menguatkan tata Meningkatkan
Peningkatan kelola pemerintahan | Efektifitas
Pengelolaan daerah dan sistem Kebijakan
Administrasi dan | birokrasi yang baik Penataan N
Kelembagaan dan Administrasi

Pemerintah
Daerah

profesionalpenataan
penguasaan;

Umum, Hukum
Dan
Kelembagaan

Dari matriks diatas dapat dilihat bahwa pada Renstra Sekretariat

Daerah Kabupaten Siak mempunyai 21 Program dengan 21 Tujuan

Program, dari

21 Tujuan Program tersebut tidak satupun (100%)
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mempedomani Tujuan yang ada di dalam dokumen RPJMD Kabupaten
Siak 2016-2021. Terdapat ketidakselarasan antara tujuan yang tertuang

dalam RPJMD dengan Renstra. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan

STRA dan
nsistensi | Ket
Tidak
1.
\/
2. Program 5
penataan k
penguasaan;
pemilikan; . "ﬁé an dan J
penggunaan dan . ‘ Pelayanan Publik
pemanfaatan “‘l'
tanah Vleningkatnya
Kesejahteraan
Rakyat
3. Program Meningkatnya Terciptanya
penyelesaian pelayanan publik pelayanan
konflik-konflik yang prima kepada | Administrasi
pertanahan masyarakat Pemerintahan dan
Pelayanan Publik \
Serta
Meningkatnya
Kesejahteraan
Rakyat
4. Program Tidak Ada Terciptanya
Pelayanan pelayanan N
Administrasi Administrasi
Perkantoran Pemerintahan dan
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No.

PROGRAM

SASARAN

Konsistensi

RPJMD

RENSTRA

Tidak
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Pelayanan Publik
Serta
Meningkatnya
Kesejahteraan

5.
\/
6.
\/
7.
\/
8.
. ' V
sistem pelap
capaian kinerja
dan keuangan
9. Program
peningkatan
pelayanan
kedinasan kepala Pemerintahan dan
daerah/wakil Pelayanan Publik \
kepala daerah Serta
Meningkatnya
Kesejahteraan
Rakyat
10 | Program Meningkatnya Terlaksananya
peningkatan kinerja birokrasi Penataan
kualitas Administrasi N
kelembagaan Umum, Hukum
Dan
Kelembagaan
11 | Program Meningkatnya Terlaksananya
Penataan kinerja birokrasi Penataan \
Peraturan Administrasi




SASARAN Konsistensi
No. PROGRAM RPJMD RENSTRA Tidak
Perundang- Umum, Hukum
Undangan Dan
Kelembagaan
12 | Program Terlaksananya

13

14
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Pemahama
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Pengamala \
Agama dan
Pembinaan
kerukunan
beragama
17. | Program Batas
Wilayah a
Pemerintahan kualitas layanan Administrasi
infrastruktur dasar Pemerintahan dan
Pelayanan Publik \
Serta
Meningkatnya
Kesejahteraan
Rakyat
18. | Program Meningkatnya Meningkatnya
Optimalisasi, kinerja birokrasi Ekonomi dan
Perencanaan Pembangunan
Evaluasi dan Daerah N
Kerjasama
Pembangunan di
bidang

perekonomian
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SASARAN Konsistensi | Ket
No. PROGRAM RPJMD RENSTRA Ya | Tidak
19. | Program Meningkatnya Terlaksananya
kerjasama kinerja birokrasi Penataan
informasi dengan Administrasi N
Mass Media Umum, Hukum
;-‘
20. an ‘“‘
.,
=y
-~ ¥
21. . ’_’
rasi y
% a etariat Daerah
Kabupaten @ 21 Sasaran.

Keseluruhan

= .

)
i

O
(1)
)
N
Q
=
N
o
=
@
N
o
N
=

Sasaran yang ade
Hal ini menunjukkan S
dengan Sasaran yang ada dala en RPJMD. Artinya penyusunan

sasaran Renstra tidak berpedoman pada RPJMD.

Dari kedua tabel diatas, menunjukkan bahwa terjadi inkonsistensi
(100%) dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
terkait Sasaran dan Tujuan yang tidak mempedomani Sasaran dan Tujuan

yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2016-2021 Kabupaten Siak.
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5.1.2 Analisis Konsistensi RPJMD 2016-2021 dan RKPD 2018

Dalam menganalisis dokumen perencanaan RPJMD dan

RKPD dibuat berdasarkan tabel 5.4.

Tabel 5.4 . Matriks Konsolidasi Program antara RPJMD dengan

RKPD Sekretariat Daerah Tahun 2018

RPJMD RKPD KONSISTENSI
NO. KET
PROGRAM O PROGRAM YA | TIDAK

1. Program pengembangan sistem | 1. Program pengembangan sistem
informasi pertanahan informasi pertanahan \

2. Program penataan penguasaan; | 2. Program penataan penguasaan;
pemilikan; penggunaan dan pemilikan; penggunaan dan v
pemanfaatan tanah pemanfaatan tanah

3. Program penyelesaian konflik-konflik 2l Program penyelesaian konflik-konflik J
pertanahan pertanahan

4, Program ~ Pelayanan ~ Administrasi | 4. Program  Pelayanan  Administrasi J
Perkantoran Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan | 5. Program Peningkatan Sarana dan N
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur

6. Program peningkatan disiplin 6. Program peningkatan disiplin N
aparatur aparatur

7. Program Peningkatan Kapasitas | Program Peningkatan Kapasitas N
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur

8. Program peningkatan pengembangan 8. Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan sistem pelaporan capaian kinerja dan N
keuangan keuangan

9. Program peningkatan pelayanan 9. Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala kedinasan kepala daerah/wakil kepala N
daerah daerah

10 Program peningkatan kualitas 10 RProgram-peningkatan kualitas J
kelembagaan kelembagaan

11 Program Penataan Peraturan 148 Program Penataan Peraturan N
Perundang-Undangan Perundang-Undangan

12 Program pengembangan sistem 12 Program pengembangan sistem
penilaian kinerja kelembagaan penilaian kinerja kelembagaan V
aparatur aparatur

13 Program Pembinaan'dan 13 Program Pembinaan dan N
Pengembangan BUMD Pengembangan BUMD

14 Program optimalisasi pemanfaatan 14 Program optimalisasi pemanfaatan N
teknologi informasi teknologi informasi

15. Program Peningkatan Pelayanan 15. Program Peningkatan Pelayanan N
Kehidupan beragama Kehidupan beragama

16 Program Peningkatan Kualitas 16 Program Peningkatan Kualitas
Pemahaman dan Pengamalan Agama Pemahaman dan Pengamalan Agama N
dan Pembinaan kerukunan beragama dan Pembinaan kerukunan beragama

17. Program Batas Wilayah Pemerintahan 17. Program Batas Wilayah Pemerintahan N

18. Program Optimalisasi, Perencanaan 18. Program Optimalisasi, Perencanaan
Evaluasi dan Kerjasama Evaluasi dan Kerjasama N
Pembangunan di bidang Pembangunan di bidang
perekonomian perekonomian

19. Program kerjasama informasi dengan 19. Program kerjasama informasi dengan N
Mass Media Mass Media

20. Program Jaminan Sosial 20. Program Jaminan Sosial N

21. Program Peningkatan Pengelolaan 21. Program Peningkatan Pengelolaan
Administrasi dan Kelembagaan Administrasi dan Kelembagaan v
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

22. Program Pengendalian Pelaksanaan 22. Program Pengendalian Pelaksanaan N
Kebijakan Pembangunan Kebijakan Pembangunan

23. Program Pembinaan Perekonomian 23. Tidak Ada v
Rakyat

24 Program Evaluasi Peraturan 24 Tidak Ada v
Perundang-Undangan

25 Program Sosialisasi Hukum Daerah 25 | Tidak Ada N
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Dari tabel 5.4 di atas dapat dilihat bahwa penyusunan perencanaan

RKPD

100%
N

7

&
No
)
xX

Gambar 5.3 Diagram Keterkaitan antara Program RPJMD dan Program
RKPD

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 25 program yang
direncanakan dalam RPJMD tersebut ada 22 program (88,00%) yang
diakomodir dalam RKPD tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat

konsistensi yang baik, sedangkan sisanya sebanyak 3 program (12,0%)
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tidak diakomodir. Dari gambar 5.3 juga terlihat ada 22 program yang ada
di RKPD 2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan

RPJMD sebesar 100,00% artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang

Daerah

’D 2018 dan
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NO. KET
TIDAK

1. Program
informasi v

1.1 N

2. Program
pemilikan; v
pemanfaatal

2.1 Informasi Tane N
Koto Gasib

2.2 Sertifikat Tana N
Kabupaten Siak

2.3 Informasi Tanah D N
Siak

24 Informasi Tanah Deseé N
Dayun

3. Program penyelesaian k N
pertanahan

3.1 Fasilitasi penyelesaian 3 en gian  konflik-konflik N
pertanahan )

4. Program  Pelayanan  Administra: Pelayanan  Administrasi N
Perkantoran

4.1 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat N

4.2 Penyediaan jasa komunikasi; sumber 4.2 Penyediaan jasa komunikasi; sumber N
daya air dan listrik daya air dan listrik

43 Penyediaan jasa peralatan dan 43 Penyediaan jasa peralatan dan N
perlengkapan kantor perlengkapan kantor

4.4 Penyediaan jasa jaminan barang milik 4.4 Penyediaan jasa jaminan barang milik N
daerah daerah

4.5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 4.5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan N
perizinan kendaraan dinas/operasional perizinan kendaraan dinas/operasional

4.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor v

4.7 Penyediaan alat tulis kantor 4.7 Penyediaan alat tulis kantor V

4.8 Penyediaan barang cetakan dan 4.8 Penyediaan barang cetakan dan N
penggandaan penggandaan

4.9 Penyediaan komponen instalasi 4.9 Penyediaan komponen instalasi N
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor

4.10 | Penyediaan makanan dan minuman 4.10 | Penyediaan makanan dan minuman N

4.11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke | 4.11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke N
luar daerah luar daerah

4.12 | Penyediaan jasa keamanan kantor 4.12 | Penyediaan jasa keamanan kantor \/

4.13 | Penyediaan jasa administrasi kantor 4.13 | Penyediaan jasa administrasi kantor N




RKPD RENJA KONSISTENSI
NO. NO KET
PROGRAM/KEGIATAN : PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK

4.14 | Kunjungan Kerja, Pertemuan dan 4.14 | Kunjungan Kerja, Pertemuan dan N
Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Peninjauan Lapangan Dalam Daerah

4.15 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan | 4.15 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan N
kantor teknis pertanahan kantor teknis pertanahan

5. Program Peningkatan Sarana dan | 5. Program Peningkatan Sarana dan N
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur

5.1 Pengadaan mobil jabatan 5.1 Pengadaan mobil jabatan N

5.2 Pengadaan kendaraan 5.2 Pengadaan kendaraan J
dinas/operasional dinas/operasional

5.3 Pengadaan perlengkapan rumah .3 Pengadaan perlengkapan rumah %
jabatan/dinas jabatan/dinas

5.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 5.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor B

5.5 Pengadaan peralatan rumah 5.5 Pengadaan peralatan rumah {
jabatan/dinas jabatan/dinas

5.6 Pengadaan peralatan gedung kantor 5.6 Pengadaan peralatan,gedung kantor a

5.7 Pengadaan mebeleur el Pengadaan mebeleur: v

5.8 Pemeliharaan rutin/berkala taman, 5.8 Pemeliharaan rutin/berkala taman,
tempat parkir dan halaman rumah tempat parkir dan halaman rumah N
jabatan jabatan

5.9 Pengadaan Komputer; Printer dan 5.9 Pengadaan Komputer; Printer dan J
kelengkapannya kelengkapannya

5.10 | Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN 5.10 | Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN N

5.11 | Pengadaan Sarana Publikasi 5.11 | Pengadaan Sarana Publikasi \

5.12 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah 5.12 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah V
jabatan jabatan

5.13 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung 5.13 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung N
kantor kantor

5.14 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil 5.14 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil N
jabatan jabatan

5.15 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 5.15 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan N
dinas/operasional dinas/operasional

5.16 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 5.16 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan N
rumah jabatan/dinas rumah jabatan/dinas

5.17 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 5.17 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan N
kantor kantor

5.18 | Pemeliharaan rutin/berkala Taman; 5.18 | Pemeliharaan rutin/berkala Taman; J
Tempat Parkir dan Halaman Kantor Tempat Parkir dan Halaman Kantor

5.19 | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan . 5.19 | Rehabilitasisedang/berat rumah jabatan \

5.20 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.. | '5.20 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor N

5.21 | Pembangunan Pagar, Lapangan 5.21 '|" Pembangunan Pagar, Lapangan
Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan \l
Landscape Kantor Landscape Kantor

5.22 | Renovasi Gedung Kantor di Wilayah 5.22 | Renovasi Gedung Kantor di Wilayah J
Kecamatan Kecamatan

5.23 | Pembangunan Gedung Kantor di 5.23 | Pembangunan Gedung Kantor di J
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan

5.24 | Operasional Layanan Pengadaan 5.24 | Layanan Pengadaan Barang/Jasa N
Barang/Jasa Kabupaten Siak Kabupaten Siak

6. Program peningkatan disiplin 6. Program peningkatan disiplin N
aparatur aparatur

6.1 Pengadaan Pakaian Kedaerahan 6.1 Pengadaan Pakaian Kedaerahan N

6.2 Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH 6.2 Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH N
beserta perlengkapannya beserta perlengkapannya

6.3 Penyediaan Barang dan Jasa 6.3 Penyediaan Barang dan Jasa N
Pelaksanaan Hari Besar Pelaksanaan Hari Besar

7. Program Peningkatan Kapasitas 7. Program Peningkatan Kapasitas N
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur

7.1 Sosialisasi peraturan perundang- 7.1 Sosialisasi peraturan perundang- J
undangan undangan

7.2 Pelatihan/training kepada PA/KPA, 7.2 Pelatihan/training kepada PA/KPA,
Kassubag Program dan Admin RUP, Kassubag Program dan Admin RUP, N
Pejabat Pengadaan Penyedia Pejabat Pengadaan Penyedia
Barang/Jasa dan Rekanan Barang/Jasa dan Rekanan

7.3 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi 7.3 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu
Terpadu Kecamatan Elektronik (E- Kecamatan Elektronik (E-Paten) y
Paten)

7.4 Fasilitasi Pengelolaan Sistem 7.4 Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N N
LAPORISP4N

8. Program peningkatan pengembangan 8. Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan sistem pelaporan capaian kinerja dan v
keuangan keuangan

8.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan | 8.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan N

ikhtisar realisasi kinerja OPD

ikhtisar realisasi kinerja OPD
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NO. KET
PROGRAM/KEGIATAN hlos PROGRAM/KEGIATAN YA | TIDAK

8.2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 8.2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan N
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

8.3 Penyusunan laporan pembinaan dan 8.3 Penyusunan laporan pembinaan dan
pengendalian kegiatan APBD pengendalian kegiatan APBD y
Kabupaten Siak Kabupaten Siak

8.4 Fasilitasi percepatan penerapan.Standar | 8.4 Fasilitasi percepatan penerapan Standar N
Pelayanan Minimal Pelayanan Minimal

8.5 Penyusunan Laporan Pemantauan 8.5 Penyusunan Laporan Pemantauan
Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi N
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Tugas Pembantuan (DAK) dan Tugas Pembantuan

8.6 Pelaporan Implementasi Rencana Aksi 8.6 Pelaporan Implementasi Rencana Aksi
Nasioanal Hak Asasi Manusia Nasioanal Hak Asasi Manusia N
(RANHAM) Kab. Siak (RANHAM) Kab. Siak

9. Program peningkatan pelayanan 9. Program-peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala kedinasan kepala daerah/wakil kepala N
daerah daerah

9.1 Kunjungan kerjalinspeksi kepala daerah 9.1 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah L/
/wakil kepala daerah /wakil kepala daerah

9.2 Koordinasi dengan pemerintah pusat 9.2 Koordinasi dengan pemerintah pusat d
dan pemerintah daerah lainnya dan pemerintah daerah lainnya

9.3 Sinkronisasi Penyelenggaraan 9.3 Sinkronisasi Penyelenggaraan N
Pemerintahan di Kabupaten Siak Pemerintahan di Kabupaten Siak

9.4 Rapat forum komunikasi pimpinan 9.4 Rapat forum komunikasi pimpinan N
daerah (APKASI) daerah (APKASI)

9.5 Protokoler Kedinasan Kepala Daerah 9.5 Protokoler Kedinasan Kepala Daerah N
dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9.6 Fasilitasi kerjasama permasalahan 9.6 Kerjasama permasalahan peraturan N
peraturan perundang-undangan perundang-undangan

9.7 Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga 9.7 Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin N
Miskin

10 Program peningkatan kualitas 10 Program peningkatan kualitas N
kelembagaan kelembagaan

10.1 | Survey Kepuasaan Masyarakat 10.1 | Survey Kepuasaan Masyarakat \

10.2 | Penyusunan Evaluasi Jabatan 10.2 | Penyusunan Evaluasi Jabatan N

11 Program Penataan Peraturan 11 Program Penataan Peraturan N
Perundang-Undangan Perundang-Undangan

11.1 | Penyusunan Peraturan Daerah 11.1 | Penyusunan-Pératuran Daerah N

11.2 | Publikasi peraturan perundang- 11.2 | Publikasi peraturan perundang- N
undangan undangan

11.3 | Koordinasi Pengawalan dan 11.3 | Koordinasi Pengawalan dan
Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pengamanan Pembangunan Pemerintah N
Daerah Daerah

12 Program pengembangan sistem 12 Program pengembangan sistem
penilaian kinerja kelembagaan penilaian kinerja kelembagaan v
aparatur aparatur

12.1 | Evaluasi kinerja dan penilaian camat 12.1 | Evaluasi kinerja dan penilaian camat N
serta kecamatan terbaik serta kecamatan terbaik

13 Program Pembinaan dan 13 Program Pembinaan dan J
Pengembangan BUMD Pengembangan BUMD

13.1 | Koordinasi dan evaluasi 13.1 | Koordinasi dan evaluasi N
BUMD/Perusahaan Daerah BUMD/Perusahaan Daerah

14 Program optimalisasi pemanfaatan 14 Program optimalisasi pemanfaatan N
teknologi informasi teknologi informasi

14.1 | Peningkatan Kualitas Pelayanan 14.1 | Peningkatan Kualitas Pelayanan N
Bantuan Hibah dan Sosial Bantuan Hibah dan Sosial

14.2 | Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi 14.2 | Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi N
SINOVIK SINOVIK

14.3 | Pengadaan Sarana dan prasarana 14.3 | Pengadaan Sarana dan prasarana J
peningkatan keterampilan aparatur peningkatan keterampilan aparatur

15. Program Peningkatan Pelayanan 15. Program Peningkatan Pelayanan N
Kehidupan beragama Kehidupan beragama

15.1 | Fasilitasi Pelaksanaan Ibadah Haji dan 15.1 | Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh N
Umroh Oleh Pemerintah Kabupaten Siak Oleh Pemerintah Kabupaten Siak

15.2 | Peringatan, Penyambutan dan Perayaan | 15.2 | Peringatan, Penyambutan dan Perayaan N
Hari Besar Islam Hari Besar Islam

16 Program Peningkatan Kualitas 16 Program Peningkatan Kualitas
Pemahaman dan Pengamalan Agama Pemahaman dan Pengamalan Agama N
dan Pembinaan kerukunan beragama dan Pembinaan kerukunan beragama

16.1 | Musabagah Tilawatil Quran (MTQ) 16.1 | Musabagah Tilawatil Quran (MTQ) N
Tingkat Kabupaten Siak Tingkat Kabupaten Siak

16.2 | Fasilitasi Musabaqoh Tilawatil Qur'an 16.2 | Musabagoh Tilawatil Qur'an (MTQ) N

(MTQ) Tingkat Provinsi Riau

Tingkat Provinsi Riau
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PROGRAM/KEGIATAN : PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK

16.3 | Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian 16.3 | Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian N
Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak

16.4 | Safari Jum at dan Ramadhan 16.4 | Safari Jum'at dan Ramadhan N
Pemerintah Kabupaten Siak Pemerintah Kabupaten Siak

16.5 | Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan 16.5 | Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan
Olahraga dan Seni Pondok:Pesantren Olahraga dan Seni Pondok-Pesantren y
Nasional (POSPENAS) Nasional (POSRPENAS)

17. Program Batas Wilayah Pemerintahan | 17. Program Batas Wilayah Pemerintahan \l

17.1 | Penegasan Batas Wilayah Antar 17.1 | Penegasan Batas Wilayah Antar N
Kecamatan se Kab. Siak Kecamatan se Kab. Siak

17.2 | Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas | 17.2 | Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas N
Wilayah Kab. Siak Wilayah Kab. Siak

18. Program Optimalisasi, Perencanaan 18. Program Optimalisasi, Perencanaan
Evaluasi dan Kerjasama Evaluasi dan Kerjasama d
Pembangunan di bidang Pembangunan/di bidang
perekonomian perekonomian

18.1 | Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian 18.1 | Koordinasi dan Evaluasi'Pengendalian |
Inflasi Inflasi

18.2 | Fasilitasi Kerjasama Permasalahan 18.2 | Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan \
Ekonomi dan Keuangan Keuangan

19. Program kerjasama informasi dengan 19. Program kerjasama informasi dengan J
Mass Media Mass Media

19.1 | Pengadaan Langganan Surat Kabar, 19.1 | Pengadaan Langganan Surat Kabar, N
Majalah, dan Tabloid Majalah, dan Tabloid

19.2 | Pendampingan Pimpinan ; 19.2 | Pendampingan Pimpinan ;
Pengumpulan Dokumentasi Serta Pengumpulan Dokumentasi Serta o
Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan
Lainnya Lainnya

19.3 | Ivent - lvent Kehumasan 19.3 | Ivent - Ivent Kehumasan N

20. Program Jaminan Sosial 20. Program Jaminan Sosial N

20.1 | Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran 20.1 | Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran N
Raskin Raskin

21. Program Peningkatan Pengelolaan 21. Program Peningkatan Pengelolaan
Administrasi dan Kelembagaan Administrasi dan Kelembagaan \
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

21.1 | Penyusunan standar satuan harga 21.1 | Penyusunan standar satuan harga N

21.2 | Penyusunan Standarisasi Harga Satuan 21.2, | .Penyusunan-Standarisasi Harga Satuan J
Bahan dan Upah Bahan dan-Upah

21.2 | Penyusunan dan Pengendalian 21.2 | Penyusunan dan Pengendalian
Perencanaan Pelaksanaan APBD Perencanaan Pelaksanaan APBD N
Melalui Sismon TEPRA Melalui Sismon TEPRA

21.3 | Database Toponimi, Kode, Batas 21.3 | Database Toponimi, Kode, Batas
Wilayah, Identifikasi dan Invetarisasi Wilayah, Identifikasi dan Invetarisasi y
Nama Unsur Toponimi Nama Unsur Toponimi

21.4 | Tata Kelola Administrasi Pemilihan 21.4 | Tidak Ada J
Umum (Desk Pilkada)

22. Program Pengendalian Pelaksanaan 22. Program Pengendalian Pelaksanaan N
Kebijakan Pembangunan Kebijakan Pembangunan

22.1 | Penyusunan dan Sosialisasi 22.1 | Penyusunan dan Sosialisasi
Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD y

Dari tabel 5.5 di atas dapat dilihat bahwa penyusunan perencanaan

kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah tahun 2018 belum sepenuhnya

konsisten. Terlihat dari adanya kegiatan yang ada di

RKPD tidak

diakomodir di Renja Sekretariat Daerah 2018 dan adanya kegiatan yang

tidak mengacu pada kegiatan yang ada di RKPD.
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Dalam RKPD 2018 terdapat 22 Program dan 96 Kegiatan,
sedangkan pada Renja Sekretariat Daerah terdapat 22 Program dan 95

Kegiatan. Matrik diatas menunjukkan bahwa 22 Program dalam Renja

RENJA

direncanakan dalam RKPD ada 95 kegiatan (98,95%) yang
diakomodir dalam Renja Sekretariat Dearah tahun 2018, artinya
menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik, sedangkan sisanya
sebanyak 1 kegiatan (1,05%) tidak diakomodir. Dari gambar 5.4 juga
terlihat ada 95 kegiatan yang ada di Renja Sekretariat Daerah 2018 yang

penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan RKPD sebesar

100,00% artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik.
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Untuk menganalisis konsistensi indikator kinerja program/kegiatan

antara RKPD dan Renja dapat dilihat berdasarkan tabel 5.6.
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RKPD RENJA KONSISTENSI
PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN KET
KEGIATAN KEGIATAN YA TIDAK
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Program pengemb informasi pertanahan Program pengembangan sistem informasi pertanahan
Pengukuran rbitan 1 Pengukuran dan | Penerbitan Tata Kelola 100 Persen N
pemetaan - i nah Pe etaan lahan- | Bidang Tanah Perkantoran
laha i 2 Kec emda di | Data Bidang Tanah 2 Kec N
K Siak Perkantoran
Pr enal r enataan penguasaan; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah
pe
Infor! i an m i P, for Tanah Penertiban Administrasi 100 Persen
Desa a mﬁf ecamatan Pertanahan v
Koto b oto ib
Data Bid Data Bidang Tanah 2.991 Ha R
Sertifikat Tal Pen al Sertifikat Tanah Bagi | Pengendalian, 100 Persen
Keluarg sal ga Miskin | Pengawasan, Pemanfaatan
Kabupaten Si K aten Siak Lahan Dalam N
e al Pengembangan
Pembangunan
e Tertibnya Sertifikat Tanah 60 Sertifikat N
a Bagi Keluarga Miskin
Informasi nertiba asi Tanah Penertiban Administrasi 100 Persen
Desa di P e = - T di Kecamatan Pertanahan v
Siak ' i i
i nah 546 Ha Data Bidang Tanah 3.546 Ha v
Informasi ministrasi 100 Perse masi Tanah Penertiban Administrasi 100 Persen
Desa di Rel bl e di Kecamatan Pertanahan v
Dayun | -} un
Data Bidang Tar 3 1.9 % Data Bidang Tanah 1.986 Ha v
Program ia flik-ko n gram penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Fasilitasi asi d ilitasi Informasi dan Pemetaan 100 %
penyelesai If alal yelesaian konflik- | Permasalahan Pertanahan v
konflik pertanahal i Kab. Sial flik pertanahan di Kab. Siak
etany, Terpetanya Permasalahan 5 Kasus
h, i upatel o Pertanahan di Kabupaten v
Siak
Program Pelayana oral rogram Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan j 0 Penyediaan jasa Cakupan Layanan 100 Persen N
surat menyurat surat menyurat Administrasi Perkantoran
0 Jenis dan jumlah perangko Materai 6000 = N
o L]
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RKPD RENJA KONSISTENSI
NO. PROGRAM / PROGRAM / KET
AN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN AN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
materai dan perangko surat dan Prangko Pos materai dan perangko surat 10000 Imbr 1500
perangko pos
4.2 Penyediaan jasa Cakupan Layanan 100 Persen Penyediaan jasa Cakupan Layanan 100 Persen
komunikasi; sumber Administrasi Perkantoran komunikasi; sumber Administrasi Perkantoran N
daya air dan listrik daya air dan listrik
a komun|ka5| 223.631 Jumlah jasa komunikasi; 223.600 liter BBM,
iter,Ai sumber daya air dan listrik 8 jasa air; 7 jasa N
listrik; 16 jasa
telepon
4.3 Cakupan Layanan 100 Persen N
Administrasi Perkantoran
pan kantor Jumlah jasa peralatan dan 8 jenis jasa
perlengkapan kantor dekorasi, 6 jenis
jasa sewa gedung/
kantor/tempat, 4
jenis sewa tenda N
dan
perlengkapannya, 7
jenis sewa sound
system dan alat
elektronik lainnya
4.4 Cakupan Layanan 100 Persen
an barang milik Administrasi Perkantoran y
Jumlah jasa jaminan barang | 1 pajak bumi dan
milik daerah bangunan, 41 unit v
asuransi mobil
45 ediaan jasa Cakupan Layanan 100 Persen
eliharaan dan Administrasi Perkantoran N
zinan kendaraan
s/operasional Jumlah jasa pemeliharaan 83 belanja
dan perizinan kendaraan perpanjangan surat N
dinas/operasional tanda nomor
kendaraan
4.6 Cakupan Layanan 100 Persen N
bersihan kantor Administrasi Perkantoran
Jumlah jasa kebersihan 4 kgtn belanja
kantor bahan pengharum
ruangan, 5 jenis y
jasa kebersihan
kantor
4.7 Penyediaan alat tulis Cakupan Layanan 100 Persen J
kantor kantor Administrasi Perkantoran
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RKPD RENJA KONSISTENSI
NO. KET
FI’(RE%?ETAA“:I/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N FI’(RE%?E%'V,'\I’ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN YA | TIDAK
Jumlah alat tulis kantor 249 Jenis Alat Tulis Jumlah alat tulis kantor 249 jenis alat tulis N
kantor kantor
4.8 Penyediaan barang Cakupan Layanan 100 Persen 4.8 Penyediaan barang Cakupan Layanan 100 Persen J
cetakan dan Administrasi Perkantoran cetakan dan Administrasi Perkantoran
penggandaan Jumlah barang cetakan dan 67,6 Jenis penggandaan Jumlah barang cetakan dan 67 jenis cetak, 6 J
daan penggandaan jenis penggandaan
4.9 Penyediaan nan 100 Pers Penyediaan Cakupan Layanan 100 Persen N
komponen instal in komponen instalasi Administrasi Perkantoran
listrik/pener Ju mpon S ik/penerangan Jumlah komponen instalasi 80 jenis komponen
bangun, an bangunal an kantor listrik/penerangan bangunan | instalasi listrik v
kantor
4.10 Pel e makanan | Cakupan Layanan 100 Persen N
mal ran dal an Administrasi Perkantoran
min jeni enis Jumlah dan jenis 1 belanja makanan
i %mﬁs 'su M Penyediaan makanan dan dan minuman
@ R{q' minuma rapat, 8 jenis
belanja makanan
dan minuman tamu,
19.000 porsi N
makanan dan
minuman tamu, 2
jenis belanja
makanan dan
minuman kegiatan
4.11 Rapat-ra L t-rapat Cakupan Layanan 100 Persen N
koordina n i — inasi dan Administrasi Perkantoran
konsulta: J ra| qrqiriasf 1Ls e | ultasi ke luar Jumlah rapat koordinasi 1Ls
daerah It ar daerah % daerah dan konsultasi ke luar N
rais, & . daerah dan dalam daerah
4.12 Penyedia a nan J 100 Perse Penyediaan jasa Cakupan Layanan 100 Persen N
keamanal Adminisi erkantor: L ol anan kantor Administrasi Perkantoran
mlah t a keaman 20 Org. Jumlah tenaga keamanan 20 orang v
4.13 Penyedia upan yediaan jasa Cakupan Layanan 100 Persen N
administr; nt inistra inistrasi kantor Administrasi Perkantoran
h ten Jumlah tenaga administrasi 178 orang N
ntor Kantor
4.14 Kunjungan akupan La! J njungan Kerja, Cakupan Layanan 100 Persen N
Pertemuan inistr rtemuan dan Administrasi Perkantoran
Peninjauan unj erj I#‘ eninjauan Lapangan | Jumlah Kunjungan kerja, 1Ls
Lapangan D n B alam Daerah pertemuan dan peninjauan 3
Daerah rah - lapangan Dalam Daerah
4.15 Penyediaan AN Penyediaan peralatan | Peningkatan Tertib 100 %
peralatan dan dan perlengkapan Administrasi dan Teknis y
perlengkapan kal kantor teknis Kantor Pertanahan
o L]
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RKPD RENJA KONSISTENSI
NO. PROGRAM / NO PROGRAM / KET
AN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN AN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
teknis pertanahan Terlaksananya Tugas dan pertanahan Terlaksananya Tugas dan 100 %
Fungsi Teknis Kantor Fungsi Teknis Kantor R
Pertanahan Pertanahan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
51 Pengadaan mobil Cakupan Layanan 5.1 Pengadaan mobil Cakupan Program 100%
jabatan jabatan Peningkatan sarana dan V
prasarana aparatur
Jumlah pengadaan mobil 3 Unit N
jabatan
5.2 Cakupan Program 100%
Peningkatan sarana dan R
prasarana aparatur
Jumlah kendaraan Dinas 4 Unit N
5.3 Cakupan Program 100%
apan rumah Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Jumlah dan jenis Tidak Ada
perlengkapan rumah R
jabatan/dinas
5.4 Cakupan Layanan 100 Persen N
gkapan gedung | Administrasi Perkantoran
Jumlah dan jenis 1 Jenis
perlengkapan gedung perlengkapan v
kantor gedung kantor
5.5 adaan peralatan | Cakupan Layanan 100 Persen N
h jabatan/dinas Administrasi Perkantoran
Jumlah dan jenis peralatan 2 Jenis peralatan
rumah jabatan/dinas rumah v
jabatan/dinas
5.6 gadaan peralatan | Cakupan Layanan 100 Persen N
Administrasi Perkantoran
Jumlah dan jenis peralatan 20 unit dispenser N
gedung kantor
5.7 F gadaan mebeleur | Cakupan Layanan 100 Persen N
Administrasi Perkantoran
Jumlah dan jenis mebeleur 4 Jenis Meubeler N
5.8 Cakupan Layanan 100 Persen N
in/berkala taman, Administrasi Perkantoran
Jumlah dan jenis 1 pemeliharaan
Pembangunan Tempat taman;halaman y
jabatan Parkir, Taman (lanscape)
5.9 Pengadaan Pengadaan Cakupan Layanan 100 Persen N
Komputer; Prin Komputer; Printer Administrasi Perkantoran
dan kelengkapal dan kelengkapannya Jumlah dan jenis Komputer; 20 unit Komputer;. v
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RKPD RENJA KONSISTENSI
NO. KET
PROGRAM / NO. PROGRAM /
A INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN AN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TIDAK
Printer dan kelengkapannya Printer dan kelengkapannya | 10 notebook, 15
Printer
5.10 Penyediaan Tanda Cakupan Layanan 100 persen 5.10 Penyediaan Tanda )
Pengenal PNS/ASN Administrasi Perkantoran Pengenal PNS/ASN Tidak Ada ASN SIAK v
Jumlah Penyediaan Tanda 1500 Lembar Tidak Ada ASN SIAK J
P nal
5.11 Pengadaan Sarana inya Kegiatan 100 Persen Pengadaan Sarana Terpublikasinya Kegiatan
Publikasi | %,._ pinsi Publikasi Event Nasional, Propinsi 100%
..& oY e U dan Kab. Siak
‘. e S @ a ‘1“»& m — Persentase Sarana
‘ ar Publikasi Kegiatan Event 100%
‘ Nasional, Propinsi dan Kab.
Siak
5.12 '@ Cakupan Layanan 100 Persen
ala rumah Administrasi Perkantoran
' Jumlah dan jenis 2 jenis belanja
pemeliharan rutin rumah bahan pakan
’ jabatan ternak, 3 kegiatan
‘ pemeliharaan
5.13 iharaan Cakupan Layanan 100 Persen
g berkala gedung Administrasi Perkantoran
kantor Jumlah dan jenis 1 kgtn belanja
’ Pemeliharaan rutin/berkala bahan kelengkapan
gedung kantor pertukangan,1
' belanja bahan/bibit
tanaman, 1
’ kegiatan
T " pemeliharaan
5.14 |,|' Cakupan Layanan 100 Persen
ala mo /berkala mobil Administrasi Perkantoran
’ Jumlah dan jenis 64.400 liter belanja
Pemeliharaan rutin/berkala BBM, 11 unit mobil
AT 7 mobil jabatan jabatan
5.15 380 M | Cakupan Layanan 100 Persen
Administrasi Perkantoran
kendaraan ' - Jumlah dan jenis 77.520 liter belanja
dinas/oper 2 Pemeliharaan rutin/berkala bahan bakar
kendaraan minyak, 38 unit jasa
dinas/operasional service kendaraan
bermotor, 7 jenis
belanja
penggantian suku
d cadang kendaraan
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RKPD RENJA KONSISTENSI
NO. PROGRAM / NO PROGRAM / KET
AN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN AN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
bermotor
5.16 Pemeliharaan Cakupan Layanan 100 Persen 5.16 Pemeliharaan Cakupan Layanan 100 Persen N
rutin/berkala Administrasi Perkantoran rutin/berkala Administrasi Perkantoran
peralatan rumah Jumlah dan jenis 18 Jenis peralatan rumah Jumlah dan jenis 3 jenis belanja
jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
De peralatan rumah kebersihan dan
jabatan/dinas bahan pembersih.,
2 kgtn belanja
bahan pengharum
ruangan, 5 jenis N
jasa service
peralatan dan
perlengkapan
kantor, 8 jenis jasa
kebersihan
perlengkapan
rumah tangga
5.17 Cakupan Layanan 100 Persen N
Administrasi Perkantoran
an kantor Jumlah dan jenis 24 jenis
Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan N
peralatan kantor peralatan kantor
5.18 Cakupan Layanan 100 Persen N
berkala Taman; Administrasi Perkantoran
pat Parkir dan Jumlah dan jenis 2 kegiatan
an Kantor Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan N
Taman; Tempat Parkir dan
Halaman Kantor
5.19 Cakupan Layanan 100 Persen
ng/berat rumah Administrasi Perkantoran
Jumlah dan jenis Cakupan 1 jenis Rehabilitasi
Peningkatan sarana dan sedang/berat y
prasarana aparatur rumah Muspida
5.20 Cakupan Layanan 100 Persen N
Jlang/berat gedung Administrasi Perkantoran
Jumlah dan jenis 2 jenis rehab
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor N
gedung kantor Bupati
5.21 mbangunan Pagar, | Cakupan Layanan 100 Persen N
, apangan Upacara, Administrasi Perkantoran
Upacara, Tal aman, Tempat Jumlah Pembangunan 1 pagar, taman,
Tempat Parkir Parkir dan Landscape | Pagar, Taman, Tempat tempat parkir N
Landscape Ka Kantor Parkir
5.22 Renovasi Gedu Renovasi Gedung Meningkatkan Sarana dan 100% N
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RKPD RENJA KONSISTENSI
NO. KET
FI’(REOG?ETAA“:I/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN NI FI’(RE%?ETAA'V,'\I’ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN YA | TIDAK
Kantor di Wilayah Prasana Aparatur Kantor di Wilayah Prasana Aparatur
Kecamatan Renovasi Gedung Kantor 100 Persen Kecamatan Renovasi Gedung Kantor Tidak Ada
Veteran dan Gedung Veteran dan Gedung
Serbaguna Kaec. Sungai Serbaguna Kaec. Sungai v
Mandau Mandau
5.23 Pembangunan atkan Sarana dan 100 Persen 5.23 Pembangunan Meningkatkan Sarana dan 100% N
Gedung Kantor di atur Gedung Kantor di Prasana Aparatur
Wilayah Kecam ks Wilayah Kecamatan terlaksananya 100%
Pel un. Pembangunan Gedung
ecamal Serbaguna di Kecamatan N
Siak dan Kelurahan
Mempura
5.24 Op anan La; engadaan beroperasinya unit layanan
Lay: en ararg al a pengadaan Barang/Jasa 1 ULP dan 3 pokja R
Bara i ﬁas 'S n Siak secara elektronik
Kabu Si IS rocureme 0 Lem 4 Sistem E-Procurement yang 100 persen N
opti optimal
6. Program peni isipli ogram peningkatan disiplin aparatur
6.1 Pengad Ti atuhan daan Pakaian Tingkat kepatuhan aparatur 100 Persen R
Kedaer e edaerahan Jumlah Pengadaan Pakaian | 250 belanja atribut
er Kedaerahan kelengkapan R
pakaian khusus
6.2 Pengad in at u adaan pakaian Tingkat kepatuhan aparatur 100 Persen v
dinas K um dinas KDH / WKDH Jumlah pakaian dinas KDH | 4 jenis pakaian
beserta es rta / WKDH beserta dinas KDH / WKDH N
perlengk ny: perl Qg . p— perlengkapannya perlengkapannya beserta
— g perlengkapan nya
6.3 Penyedia ar ingkal an aparatur 100 Pers Penyediaan Barang Tingkat kepatuhan aparatur 100 Persen v
dan Jasa iaan Bar 4 Belanja asa Jumlah Penyediaan Barang 2 belanja jasa
Pelaksan ari dal ksanaan Hari " ksanaan Hari dan Jasa Pelaksanaan Hari dekorasi, 1 belanja
Besar Bes. ‘ _' '_' r Besar sewa tenda, 1 v
- L belanja sewa sound
system
7. Program n itas gram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.1 Sosialisasi per. judny: ialisasi peraturan terwujudnya Pedoman
perundang: laksana undang-undangan | Pelaksanaan APBD yang 1 Kegiatan v
undangan ebih baik lebih baik
sa Terlaksananya Sosialisasi 1 Kegiatan J
un, No 70 Tahun 2012
7.2 Pelatihan/trai elatihan/training Terwujudnya
kepada PA/K atur & | A epada PA/KPA, profesionalisme aparatur & 220 Aparatur+ N
Kassubag Pro Kassubag Program stakeholder dibidang Rekanan
dan Admin RU dan Admin RUP, pengadaan barang/jasa
Pejabat Pengad Pejabat Pengadaan Admin RUP, Pejabat 1 kegiatan v
o L]
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RKPD RENJA KONSISTENSI
NO. PROGRAM / NO PROGRAM / KET
AN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN AN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
Penyedia Pengadaan, Penyedia Penyedia Pengadaan, Penyedia
Barang/Jasa dan Barang/Jasa dan Rekanan Barang/Jasa dan Barang/Jasa dan Rekanan
Rekanan Rekanan
7.3 Fasilitasi Tercapaianya peningkatan 100 Persen 7.3 Fasilitasi Tercapaianya peningkatan 100%
Penyelenggaraan kapasitas sumber daya Penyelenggaraan kapasitas sumber daya V
Administrasi r Administrasi Terpadu aparatur
Terpadu Kecamatan nformasi 100% Kecamatan Elektronik | Tersedianya Informasi 100% N
Elektronik (E-Pal al (E-Paten) Pelayanan E-Paten
7.4 Fasilitasi Terwujudny: S i gelolaan Sistem Tidak Ada 45 OPD N
Pengel ISP4N ISP4N
LAP. il Tidak Ada 45 OPD N
8. Pro m pelapora Pr eningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan n ngan
8.1 Pen t ﬁ nan laporan Terciptanya koordinasi 54 OPD N
capai erj e angu paian kinerja dan kegiatan pembangunan
ikhtisal L n RF realisasi Laporan RFK OPD 54 OPD N
kinerja inerja OPD
8.2 Penyus| T a pelapo unan Laporan | Tercapainya pelaporan 100%
Laporal in enyelenggaraan capaian kinerja pemerintah R
Penyele ah rintahan daerah
Pemerin n u D h Penyusunan Laporan 100%
Daerah el gar Penyelenggaraan N
e| Pemerintah Daerah Tahun
2016
8.3 Penyusu ap! egiat 100 Per: Penyusunan laporan Pengendalian Kegiatan 100 Persen N
pembina; A il St inaan dan APBD
pengend elaks giatan 100 Pers pengendalian Pelaksanaan kegiatan 100 Persen
kegiatan dengan A g | tan APBD APBD berjalan dengan baik \/
Kabupatel k y 5 2N paten Siak
8.4 Fasilitasi Tid e L Dok™ litasi percepatan Tidak Ada 1 Dok v
penerapal nd. idak Ad. e 1 Dok rapan Standar Tidak Ada 1 Dok N
Pelayana i yanan Minimal
8.5 Penyusun, rarah yusunan Laporan Terarah dan Terkendalinya 90%
Laporan ndali antauan Teknis Kegiatan Penyusunan N
Pemantau n nyusunal aksanaan dan Pelaporan DAK dan Tugas
Pelaksana dan Tugas aluasi Pembantuan
Evaluasi ran w m{a‘) manfaatan Dana Laporan DAK 90%
Pemanfaatan Dal s R okasi Khusus
Alokasi Khus KA N BP. AK) dan Tugas v
(DAK) dan T - embantuan
Pembantuan
8.6 Pelaporan 6 Pelaporan Terselenggaranya
) . : 100% v
Implementasi Implementasi Pemantauan, evaluasi dan
L]
90




NO.

RKPD

PROGRAM /
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

NO.

RENJA

KONSISTENSI

PROGRAM /
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

YA

TIDAK

KET

Rencana Aksi
Nasioanal Hak Asasi
Manusia (RANHAM)
Kab. Siak

9.1

9.2
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Laporan Implementasi

RANHAM Kab. Siak

Terwujudnya
erselenggaranya

1500 Lembar

omunikasi
daerah (AP

<oc dinasi dengan
rintah pusat dan

Rencana Aksi
Nasioanal Hak Asasi
Manusia (RANHAM)
Kab. Siak

laporan implementasi
Rancana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia (RANHAM)
Kab. Siak

Terwujudnya Pemantauan,
evaluasi dan laporan
implementasi Rancana Aksi
Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM) Kab.
Siak

4 Dokumen

pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

Tingkat pelayanan
kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah kemasyarakatan di
Kecamatan

100%

Jumlah Kunjungan
kerja/inspeksi kepala daerah
/wakil kepala daerah
Kecamatan

1Ls

2rintah daerah

Tingkat pelayanan
kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah kemasyarakatan di
Kecamatan

100%

Jumlah Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya

1Ls

Peningkatan pengendalian
dan evaluasi kebijakan

100%

Pelaksanaan Rapat
Koordinasi Pimpinan
Daerah Tingkat Kabupaten

100%

pat forum
unikasi pimpinan

Tercapainya rapat forum
komunikasi pimpinan
daerah (APKASI)

100%

Terlaksananya Asosiasi
Pimpinan Kepala Daerah
Seluruh Indonesia (APKASI)

100%

Protokoler Kedinasan
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Personalia Protokoler
KDH/WKDH Kab. Siak

100%

Persentase Protokoler

Kedinasan Kepala Daerah

100%
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INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N

dan Wakil Kepala Daerah

PROGRAM /
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

YA

TIDAK

KET

dan Wakil Kepala Daerah

9.6

Fasilitasi kerjasama

permasalahan
peraturan
perundang-
undangan

Terwujudnya penyelesaian 100 Persen 9.6

perkara Perdata & TUN

9.7

Fasilitasi Bantuan
Hukum Bagi Warg

Miskin

10

10.1

10.2

11

11.1

1 vdwnyo(]

11.2

i
.

11.3

12

Program pe
aparatur

Evaluasi kinerje
penilaian camat
serta kecamatan

Terlaksananya proses 5 Pekara

penanganan perkara
P

Fasilitasi Kerjasama
permasalahan
peraturan perundang-
undangan

Terwujudnya penyelesaian
perkara Perdata & TUN

100%

Terlaksananya proses
penanganan perkara
Perdata & TUN

5 perkara

100 Persen

Publikas
erundang-
da Kab. Si
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ol
IW kasi peraturan

Fasilitasi Bantuan
Hukum Bagi Warga
diskin

Terwujudnya fasilitasi
pemberian bantuan hukum
bagin warga miskin

100%

Terlaksananya proses
pemberian bantuan hukum
bagi wargamiskin Kab. Siak

15 Perkara

kualitas kelembagaan

Tidak Ada

100%

Tidak Ada

100%

Tidak Ada

JABATAN
STRUKTURAL

Tidak Ada

JABATAN
STRUKTURAL

< <2 |2]=]

Penataan Peraturan
Perundang-undangan

100%

Jumlah Peraturan Daerah
yang dikeluarkan atau
disahkan

20 Perda

dang-undangan

Terwujudnya Publikasi
Peraturan Perundang-
undangan/Perda Kab. Siak

100%

Pembuatan Website JDIH
dan Penggandaan Perda

400 buku & 1
website

Tertatanya Peraturan
Perundang-undangan
melalui Pengawalan dan
Pengamanan
Pembangunan Daerah

100%

Terlaksananya Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan dan Rapat
Koordinasi

5 kali koordinasi

an sistem penilaian kinerja kel

lembagaan aparatur

Evaluasi kinerja dan
penilaian camat serta
kecamatan terbaik

Tercapaianya
pengembangan sistem
penilaian kinerja

100%
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RKPD RENJA KONSISTENSI
NO. PROGRAM / NO PROGRAM / KET
RSN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN AT INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
terbaik kelembagaan aparatur kelembagaan aparatur
Camat dan Kecamatan 100 Persen Camat dan Kecamatan 100% N
Terbaik Terbaik
13 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD 13 Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD
13.1 Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi 5 BUMD 13.1 Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi 5 BUMD
evaluasi luasi evaluasi dan Evaluasi V
BUMD/Perusahaan haan Daerah BUMD/Perusahaan BUMD/Perusahaan Daerah
Daerah ak inasi Daerah Terlaksananya Koordinasi 5 BUMD
dal as dan Evaluasi y
aan Daerah BUMD/Perusahaan Daerah
14 Pr ali iinfo timalisasi pemanfaatan teknologi informasi
141 Pe e n Kualitas Tidak Ada 100 Persen N
Kual 10 Bantuan Tidak Ada Tidak Ada N
Bant ib al Sosial
Sosi ?\S‘ITAS 'S
14.2 | Fasilitasi dan id PD ilitasi dan Tidak Ada 45 OPD N
Pendal Ti da pingan Tidak Ada 45 OPD N
Kompe IN 0 tisi SINOVIK
14.3 Pengad B in nit daan Sarana beroperasinya unit layanan 1 unit N
dan pr na dan prasarana pengadaan
peningki ah nan katan jumlah layanan pengadaan 745.319
keteram a keterampilan aparatur | barang/jasa melalui sistem pengunjung v
aparatur e ste elektronik website
15. Program Penin ela Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama
15.1 Fasilitasi idak Ada tasi Tidak Ada 100 Persen N
Pelaksan Ib - —t 4 sanaan Ibadah
Haji dan Ti d —* 100 Pers an Umroh Oleh Tidak Ada Tidak Ada
Pemerint r ) Pemerintah v
Kabupat ' I S paten Siak
15.2 Peringatal Ti r 100 Perse| gatan, Tidak Ada 100 Persen v
Penyamb Tid - 100 Persen ambutan dan Tidak Ada Tidak Ada
Perayaan B - ok yaan Hari Besar v
Islam
16 Program ng itas P gram Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama
dan Pemb era Pembinaan kerukunan beragama
16.1 Musabagah Tilaw: ak Ada sabagah Tilawatil Tidak Ada 14 Kec v
Quran (MT idak Ada an ran (MTQ) Tingkat Tidak Ada Tidak Ada
Tingkat Kabupaten bupaten Siak v
Siak
16.2 Fasilitasi usabaqoh Tilawatil Tidak Ada 44 Orang v
Musabagoh md ur'an (MTQ) Tingkat | Tidak Ada Tidak Ada
Qur'an (MTQ) Provinsi Riau J
Tingkat Provinsi
Riau
o L]
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RKPD RENJA KONSISTENSI
NO. PROGRAM / NO PROGRAM / KET
RSN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN AT INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
16.3 Pelaksanaan Tidak Ada 100 Persen 16.3 Pelaksanaan Tidak Ada 100 %
Ceramah dan Tidak Ada 100 Persen Ceramah dan Tidak Ada Tidak Ada
Pengajian Mingguan Pengajian Mingguan J
Pemerintah Pemerintah
Kabupaten Siak Kabupaten Siak
16.4 Safari Jum'at dan ananya Safari Jumat 14 Kecamata Safari Jum'at dan Tidak Ada 14 Kecamatan N
Ramadhan R Ramadhan
Pemerintah hama 4 K Pemerintah Tidak Ada Tidak Ada
Kabupaten Si ﬁh \gama _— ‘ ‘ n g !
16.5 san @, % n}.\a ecarn Tidak Ada 14 Kecamatan-16
eni Pondo Orang R
an Seni
aksanaan 4 Kec Tidak Ada Tidak Ada J
P GRS ISL4 ), 8
17. e Batas Wilayah Pemerintahan
17.1 ") san Batas Tersedianya data 100%
pendukung dan pelacakan N
atan se Kab dalam rangka penegasan
batas wilayah
Penegasan Batas yang 1 Segmen N
telah disepakati
17.2 liharaan dan Tidak Ada 100 % N
patan Pilar Batas Tidak Ada 1 Segmen
ah Kab. Siak wl
18. ram Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama
bangunan di bidang perekonomian
18.1 : Terlaksananya Koordinasi, 120 Org
Evaluasi Pemantauan dan
Pengenda gendalian Inflasi Pengembangan Produksi N
pertanian, perikanan,
perikanan, peternakan dan
perkebunan
Terlaksananya Koordinasi, 120 Org
Pemantauan dan
Pengembangan Produksi
pertanian, perikanan,
perikanan, peternakan dan N
perkebunan
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KET

18.2

Fasilitasi Kerjasama
Permasalahan
Ekonomi dan
Keuangan

19

191

19.2

1 vdwnyo(]
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Program

20.1

dan Penyal

Koordinasi,

Raskin

21.

21.1
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Terlaksananya pertemuan
fasilitasi kerjasama dan
koordinasi permaslahan
e mi dan keuangan

15 Kali Pertemuan

nya pertemuan

15 Kali Perte

18.2

Kerjasama
Permasalahan
Ekonomi dan
Keuangan

Terlaksananya pertemuan
fasilitasi kerjasama dan
koordinasi permaslahan
ekonomi dan keuangan

15 Kali Pertemuan

Terlaksananya pertemuan
fasilitasi kerjasama dan
koordinasi permaslahan
ekonomi dan keuangan

15 Kali Pertemuan

erjasama informasi dengan Mass Media

Pengadaan Langganan
Surat Kabar, Majalah dan
Tabloid

12
Eksemplar/Media

Jumlah Langganan Surat
Kabar, Majalah dan Tabloid

12
Eksemplar/Media

Terkumpulnya Dokumentasi
Kegiatan Pemerintah
Daerah Serta Tugas-tugas
Kehumasan Lainnya

100%

Persentase Dokumentasi
Kegiatan Pemerintah
Daerah Serta Tugas-tugas
Kehumasan Lainnya

100%

Terdapatnya Ivent-lvent
kehumasan pembinaan dan
pengembangan sumber
daya komunikasi dan
informasi

100%

Persentase Ivent-lvent
kehumasan pembinaan dan
pengembangan sumber
daya komunikasi dan
informasi

100%

ial

Tersalurnya Beras
Sejahtera untuk masyarakat
miskin

7724 RTS-PM

Tersalurnya Beras
Sejahtera untuk masyarakat
miskin

7724 RTS-PM

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan

Pemerintah Daerah

Penyusunan standar

| tersedianya buku

[ 1 Kegiatan
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RKPD RENJA KONSISTENSI
NO. PROGRAM / PROGRAM / KET
TR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TR INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
satuan harga standarisasi honorarium dan satuan harga standarisasi honorariumdan
biaya lainnya biaya lainnya
Standarisasi honorarium 200 Buku Standarisasi honorarium 200 Buku J
dan biaya lainnya dan biaya lainnya
21.2 Penyusunan tersedianya buku standar 1 Kegiatan Penyusunan tersedianya buku standar 1 Kegiatan J
Standarisasi Harga Standarisasi Harga satuan harga
Satuan Bahan dan Satuan Bahan dan Standarisasi satuan harga 200 Buku N
Upah Upah Kabupaten Siak
21.3 Penyusunan Penyusunan dan Penyusunan dan 1 Kegiatan N
2 pengendalain APBD
Laporan Monitoring dan 100%
n APBD Evaluasi N
21.4 e Toponimi, Tidak Ada 1 Segmen
atas Wilayah,
asi dan N
sasi Nama
Tidak Ada 100%
\l
21.5 Tidak Ada Tidak Ada
& v
’ Tidak Ada Tidak Ada N
22. ET'; gram Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan
22.1 W yusunan dan Terwujudnya Pedoman
Sialisasi Pelaksanaan APBD yang 100% y
ﬁ doman/Juknis lebih baik
: ‘ aksanaan APBD Terbentuknya Peraturan 100% N
- Bupati
r’
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Dari tabel 5.6 dapat dilihat bahwa dalam dokumen RKPD terdapat
96 kegiatan, dengan beberapa indikator kinerja program dan indikator

kinerja kegiatan yang tidak terisi. Sedangkan dalam dokumen Renja

kegiatan ya < Im 2hingga kegiatan

tersebut ti

78,95%
N

Gambar 5.5 Diagram Keterkaitan indikator kinerja program pada
kegiatan RKPD dengan indikator kinerja Program

pada kegiatan RENJA.
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Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 96 indikator program

yang tercantum dalam RKPD tersebut ada 75 indikator program (78,13%)

yang sama dalam Renja Sekretariat Dearah tahun 2018, artinya

Ber

Sekretariat

tingkat kon

Renja yang dianggap oenar dibandingkan dengan yang

tercantum dalam dokumen RKPD.

3. Adanya perbedaan data untuk pengambilan target dari indikator

tersebut.

Selanjutnya keterkaitan indikator kinerja kegiatan RKPD dan Renja

dapat dilihat pada gambar 5.6 dibawabh ini:
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kegiatan yang ada en|e - Daerah 2018 vyang

penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan RKPD sebesar
75,79% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang cukup baik,
sedangkan 23 kegiatan lainnya (24,21%), penyusunannya tidak

mempedomani RKPD tersebut.
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5.2 Analisis Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Dokumen
Penganggaran

5.2.1 Analisis Konsistensi Renja dan PPAS

Tabel 5.

1 vdwnyo(]

i
.

AN disiy yejepe

-
-

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

NO. KET

1. Program
informasi

1.1 | Pengukuran da ar ! v
pemda di a i

2. Program N

21 N

2.2 N
Kabupaten S

2.3 Informasi Ta N
Siak

2.4 | Informasi Tan N
Dayun n

3. Program peny aian | Program v
pertanahan

3.1 | Fasilitasi penye v
pertanahan

4. Program  Pelaya B
Perkantoran

4.1 Penyediaan jasa surat N

4.2 Penyediaan jasa komunikasi; ~
daya air dan listrik

43 Penyediaan jasa peralatan dan asa peralatan dan N
perlengkapan kantor gkapan kantor

4.4 Penyediaan jasa jaminan barang milik 4.4 Penyediaan jasa jaminan barang milik N
daerah daerah

4.5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 4.5 Penyediaan jasa pemeliharaan dan N
perizinan kendaraan dinas/operasional perizinan kendaraan dinas/operasional

4.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.6 Penyediaan jasa kebersihan kantor N

4.7 Penyediaan alat tulis kantor 4.7 Penyediaan alat tulis kantor N

4.8 Penyediaan barang cetakan dan 4.8 Penyediaan barang cetakan dan N
penggandaan penggandaan

4.9 Penyediaan komponen instalasi 4.9 Penyediaan komponen instalasi N
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor

4.10 | Penyediaan makanan dan minuman 4.10 | Penyediaan makanan dan minuman N

4.11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke | 4.11 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke N
luar daerah luar daerah

4.12 | Penyediaan jasa keamanan kantor 4.12 | Penyediaan jasa keamanan kantor N

4.13 | Penyediaan jasa administrasi kantor 4.13 | Penyediaan jasa administrasi kantor N
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RENJA PPAS KONSISTENSI
NO. NO. KET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK

4.14 | Kunjungan Kerja, Pertemuan dan 4.14 | Kunjungan Kerja, Pertemuan dan N
Peninjauan Lapangan Dalam Daerah Peninjauan Lapangan Dalam Daerah

4.15 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan | 4.15 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan N
kantor teknis pertanahan kantor teknis pertanahan

5. Program Peningkatan® Sarana..dan | 5. Program Peningkatan Sarana dan N
Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur

5.1 Pengadaan mobil jabatan 1~ | Tidak Ada N

5.2 Pengadaan kendaraan a2 Tidak Ada N
dinas/operasional

5.3 Pengadaan perlengkapan rumah s Pengadaan perlengkapan rumah v
jabatan/dinas jabatan/dinas

54 Pengadaan perlengkapan gedung kantor- | 5.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor ./

55 Pengadaan peralatan rumah 55 Pengadaan peralatan rumah |
jabatan/dinas jabatan/dinas

5.6 Pengadaan peralatan gedung kantor 5.6 Pengadaan peralatan gedung kantor N

5.7 Pengadaan mebeleur 5.7 Pengadaan mebeleur N

5.8 Pemeliharaan rutin/berkala taman, 5.8 Pemeliharaan rutin/berkala taman,
tempat parkir dan halaman rumah tempat parkir dan halaman rumah N
jabatan jabatan

5.9 Pengadaan Komputer; Printer dan 5.9 Pengadaan Komputer; Printer dan N
kelengkapannya kelengkapannya

5.10 | Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN 5.10 | Penyediaan Tanda Pengenal PNS/ASN N

5.11 | Pengadaan Sarana Publikasi 5.11 | Pengadaan Sarana Publikasi N

5.12 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah 5.12 | Pemeliharaan rutin/berkala rumah N
jabatan jabatan

5.13 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung 5.13 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung J
kantor kantor

5.14 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil 5.14 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil J
jabatan jabatan

5.15 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 5.15 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan J
dinas/operasional dinas/operasional

5.16 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 5.16 | RPemeliharaan rutin/berkala peralatan J
rumah jabatan/dinas rumah jabatan/dinas

5.17 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan 5.17 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan N
kantor kantor

5.18 | Pemeliharaan rutin/berkala Taman; 5.18 | Pemeliharaan rutin/berkala Taman; N
Tempat Parkir dan Halaman Kantor Tempat Parkir dan Halaman Kantor

5.19 | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan | 5.19 | Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan J

5.20 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 5.20 | Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor J

5.21 | Pembangunan Pagar, Lapangan 5.21 | Pembangunan Pagar, Lapangan
Upacara, Taman, Tempat Parkir dan Upacara, Taman, Tempat Parkir dan N
Landscape Kantor Landscape Kantor

5.22 | Renovasi Gedung Kantor di Wilayah 5.22 | Renovasi Gedung Kantor di Wilayah N
Kecamatan Kecamatan

5.23 | Pembangunan Gedung Kantor di 5.23 | Pembangunan Gedung Kantor di J
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan

5.24 | Layanan Pengadaan Barang/Jasa 5.24 | Layanan Pengadaan Barang/Jasa J
Kabupaten Siak Kabupaten Siak

6. Program peningkatan disiplin 6. Program peningkatan disiplin N
aparatur aparatur

6.1 Pengadaan Pakaian Kedaerahan 6.1 Pengadaan Pakaian Kedaerahan N

6.2 Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH 6.2 Pengadaan pakaian dinas KDH / WKDH N
beserta perlengkapannya beserta perlengkapannya

6.3 Penyediaan Barang dan Jasa 6.3 Penyediaan Barang dan Jasa N
Pelaksanaan Hari Besar Pelaksanaan Hari Besar

7. Program Peningkatan Kapasitas 7. Program Peningkatan Kapasitas N
Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Aparatur

7.1 Sosialisasi peraturan perundang- 7.1 Sosialisasi peraturan perundang- J
undangan undangan

7.2 Pelatihan/training kepada PA/KPA, 7.2 Pelatihan/training kepada PA/KPA,
Kassubag Program dan Admin RUP, Kassubag Program dan Admin RUP, v
Pejabat Pengadaan Penyedia Pejabat Pengadaan Penyedia
Barang/Jasa dan Rekanan Barang/Jasa dan Rekanan
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RENJA PPAS KONSISTENSI
NO. NO. KET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK

7.3 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu 7.3 Penyelenggaraan Administrasi Terpadu N
Kecamatan Elektronik (E-Paten) Kecamatan Elektronik (E-Paten)

7.4 Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N 7.4 Pengelolaan Sistem LAPOR!SP4N N

8. Program peningkatan.pengembangan 8. Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan sistem pelaporan capaian kinerja dan v
keuangan keuangan

8.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan | 8.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan w
ikhtisar realisasi kinerja OPD ikhtisar realisasi kinerja OPD

8.2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 8.2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan J
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

8.3 Penyusunan laporan pembinaan dan 8.3 Penyusunan laporan pembinaan dan
pengendalian kegiatan APBD pengendalian kegiatan APBD y
Kabupaten Siak Kabupaten Siak

8.4 Fasilitasi percepatan penerapan Standar | 8.4 Fasilitasi percepatan penerapan Standar 4
Pelayanan Minimal Pelayanan Minimal

8.5 Penyusunan Laporan Pemantauan 8.5 Penyusunan Laporan Pemantauan
Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi N
Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Tugas Pembantuan (DAK) dan Tugas Pembantuan

8.6 Pelaporan Implementasi Rencana Aksi 8.6 Pelaporan Implementasi Rencana Aksi J
Nasioanal Hak Asasi Manusia Nasioanal Hak Asasi Manusia
(RANHAM) Kab. Siak (RANHAM) Kab. Siak

9. Program peningkatan pelayanan 9. Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala kedinasan kepala daerah/wakil kepala \l
daerah daerah

9.1 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah 9.1 Kunjungan kerjal/inspeksi kepala daerah Y
/wakil kepala daerah /wakil kepala daerah

9.2 Koordinasi dengan pemerintah pusat 9.2 Koordinasi dengan pemerintah pusat N
dan pemerintah daerah lainnya dan pemerintah daerah lainnya

9.3 Sinkronisasi Penyelenggaraan 9.3 Sinkronisasi Penyelenggaraan N
Pemerintahan di Kabupaten Siak Pemerintahan di Kabupaten Siak

9.4 Rapat forum komunikasi pimpinan 9.4 Rapat forum komunikasi pimpinan J
daerah (APKASI) daerah (APKASI )

9.5 Protokoler Kedinasan Kepala Daerah 9.5 Protokoler Kedinasan Kepala Daerah J
dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

9.6 Kerjasama permasalahan peraturan 9:6 Kerjasama permasalahan peraturan N
perundang-undangan perundang-undangan

9.7 Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin 9.7 Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin N

10 Program peningkatan kualitas 10 Program peningkatan kualitas N
kelembagaan kelembagaan

10.1 | Survey Kepuasaan Masyarakat 10.1 | Survey Kepuasaan Masyarakat N

10.2 | Penyusunan Evaluasi Jabatan 10.2 | Penyusunan Evaluasi Jabatan N

11 Program Penataan Peraturan 1lal Program Penataan Peraturan J
Perundang-Undangan Perundang-Undangan

11.1 | Penyusunan Peraturan Daerah 11.1 | Penyusunan Peraturan Daerah N

11.2 | Publikasi peraturan perundang- 11.2 | Publikasi peraturan perundang- N
undangan undangan

11.3 | Koordinasi Pengawalan dan 11.3 | Koordinasi Pengawalan dan
Pengamanan Pembangunan Pemerintah Pengamanan Pembangunan Pemerintah N
Daerah Daerah

12 Program pengembangan sistem 12 Program pengembangan sistem
penilaian kinerja kelembagaan penilaian kinerja kelembagaan N
aparatur aparatur

12.1 | Evaluasi kinerja dan penilaian camat 12.1 | Evaluasi kinerja dan penilaian camat N
serta kecamatan terbaik serta kecamatan terbaik

13 Program Pembinaan dan 13 Program Pembinaan dan N
Pengembangan BUMD Pengembangan BUMD

13.1 | Koordinasi dan evaluasi 13.1 | Koordinasi dan evaluasi N
BUMD/Perusahaan Daerah BUMD/Perusahaan Daerah

14 Program optimalisasi pemanfaatan 14 Program optimalisasi pemanfaatan J
teknologi informasi teknologi informasi

14.1 | Peningkatan Kualitas Pelayanan 14.1 | Peningkatan Kualitas Pelayanan N
Bantuan Hibah dan Sosial Bantuan Hibah dan Sosial

14.2 | Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi 14.2 | Fasilitasi dan Pendampingan Kompetisi J
SINOVIK SINOVIK

14.3 | Pengadaan Sarana dan prasarana 14.3 | Pengadaan Sarana dan prasarana N
peningkatan keterampilan aparatur peningkatan keterampilan aparatur
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RENJA PPAS KONSISTENSI
NO. NO. KET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK

15. Program Peningkatan Pelayanan 15. Program Peningkatan Pelayanan v
Kehidupan beragama Kehidupan beragama

15.1 | Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh 15.1 | Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh N
Oleh Pemerintah Kabupaten:Siak Oleh Pemerintah Kabupaten Siak

15.2 | Peringatan, Penyambutan dan Perayaan | 15.2 | Peringatan, Penyambutan dan.Perayaan N
Hari Besar Islam Hari Besar Islam

16 Program Peningkatan Kualitas 16 Program Peningkatan Kualitas
Pemahaman dan Pengamalan Agama Pemahaman dan Pengamalan Agama \
dan Pembinaan kerukunan beragama dan Pembinaan kerukunan beragama

16.1 | Musabagah Tilawatil Quran (MTQ) 16.1 | Musabagah Tilawatil Quran (MTQ) J
Tingkat Kabupaten Siak Tingkat Kabupaten Siak

16.2 | Musabagoh Tilawatil Qur'an (MTQ) 16.2 )| Musabagoh Tilawatil Quran (MTQ) 4
Tingkat Provinsi Riau Tingkat Provinsi Riau

16.3 | Pelaksanaan Ceramah dan Pengajian 16.3 | Pelaksanaan Ceramah/dan Pengajian J
Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak Mingguan Pemerintah Kabupaten Siak

16.4 | Safari Jum'at dan Ramadhan 16.4 | Safari Jum at dan Ramadhan \
Pemerintah Kabupaten Siak Pemerintah Kabupaten Siak

16.5 | Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan 16.5 | Pelaksanaan dan Fasilitasi Pekan
Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Olahraga dan Seni Pondok Pesantren \
Nasional (POSPENAS) Nasional (POSPENAS)

17. Program Batas Wilayah Pemerintahan | 17. Program Batas Wilayah Pemerintahan J

17.1 | Penegasan Batas Wilayah Antar 17.1 | Penegasan Batas Wilayah Antar N
Kecamatan se Kab. Siak Kecamatan se Kab. Siak

17.2 | Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas | 17.2 | Pemeliharaan dan Perapatan Pilar Batas J
Wilayah Kab. Siak Wilayah Kab. Siak

18. Program Optimalisasi, Perencanaan 18. Program Optimalisasi, Perencanaan
Evaluasi dan Kerjasama Evaluasi dan Kerjasama N
Pembangunan di bidang Pembangunan di bidang
perekonomian perekonomian

18.1 | Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian 18.1 | Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian N
Inflasi Inflasi

18.2 | Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan 18.2 | Kerjasama Permasalahan Ekonomi dan J
Keuangan Keuangan

19. Program kerjasama informasi dengan 19. Program kerjasama informasi dengan J
Mass Media Mass Media

19.1 | Pengadaan Langganan Surat Kabar, 19.1, | Pengadaan Langganan Surat Kabar, N
Majalah, dan Tabloid Majatah, dan Tabloid

19.2 | Pendampingan Pimpinan ; 19.2 | Pendampingan Pimpinan ;
Pengumpulan Dokumentasi Serta Pengumpulan Dokumentasi Serta J
Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehumasan
Lainnya Lainnya

19.3 | Ivent - Ivent Kehumasan 19.3 | Ivent - Ivent Kehumasan N

20. Program Jaminan Sosial 20. Program Jaminan Sosial J

20.1 | Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran 20.1 | Koordinasi, Evaluasi dan Penyaluran J
Raskin Raskin

21. Program Peningkatan Pengelolaan 218 Program Peningkatan Pengelolaan
Administrasi dan Kelembagaan Administrasi dan Kelembagaan v
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

21.1 | Penyusunan standar satuan harga 21.1 | Penyusunan standar satuan harga N

21.2 | Penyusunan Standarisasi Harga Satuan 21.2 | Penyusunan Standarisasi Harga Satuan J
Bahan dan Upah Bahan dan Upah

21.3 | Penyusunan dan Pengendalian 21.3 | Penyusunan dan Pengendalian
Perencanaan Pelaksanaan APBD Perencanaan Pelaksanaan APBD v
Melalui Sismon TEPRA Melalui Sismon TEPRA

21.4 | Database Toponimi, Kode, Batas 21.4 | Database Toponimi, Kode, Batas
Wilayah, Identifikasi dan Invetarisasi Wilayah, Identifikasi dan Invetarisasi v
Nama Unsur Toponimi Nama Unsur Toponimi

21.5 | Tidak Ada 21.5 | Tata Kelola Administrasi Pemilihan N

Umum (Desk Pilkada)

22. Program Pengendalian Pelaksanaan 22. Program Pengendalian Pelaksanaan N
Kebijakan Pembangunan Kebijakan Pembangunan

22.1 | Penyusunan dan Sosialisasi 22.1 | Penyusunan dan Sosialisasi N
Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD
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Dari tabel 5.7 di atas dapat dilihat bahwa pada penyusunan
perencanaan kegiatan pada PPAS tahun 2018 belum sepenuhnya

konsisten terhadap Renja Sekretariat Daerah 2018. Hal ini terlihat dari

sedangkar A 8 - : rogram dan 95
Kegiatan. Ma at: an b n dalam PPAS
mengacu pada 22 : .‘ ' Ret a Sekretariat

Daerah. H k at konsis ) yang sangat

baik.

PPAS

97.89% ‘ 98,94%
~ N 7

Gambar 5.7 Diagram keterkaitan Kegiatan Renja dan PPAS
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Dari gambar 5.7 menunjukkan bahwa dari 95 kegiatan yang
direncanakan dalam Renja tersebut ada 93 kegiatan (97,89%) yang

diakomodir dalam PPAS tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat

2panyak 2 kegiatan

“Q\m\“ .Aa ebut  juga

96,94% yang N ¢ ng sangat baik,
sedangka atan lainnya ( hadap Renja

tersebut.
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Tabel 5. 8 Matrik konsolidasi Indikator Kinerja kegiatan Renja dan PPAS
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RENJA PPAS KONSISTENSI
NO. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KET
PROGRAM/KEGIATAN NO. PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
LOK UKUR T TOLOK UKUR TARGET
1. Program pengem in Program pengembangan sistem informasi pertanahan
11 Pengukur, taa ng Tan, e [1 uran dan pemetaan | Jumlah Peta dan data 1 Kec
laha a pemda  di | Spasial Pada Lahan v
Kab al Siak Pemda
2. Prog| unaan dan pem T enataan peng ; pemilikan; penggunaan dan pemanfaatan tanah
2.1 Infor ana | Blﬁgﬁﬁs sw I Tanah Desa di Jumlah lahan 1 Kampung
Kecam \l% MR n Koto Gasib masyarakat yang telah N
\ f di ukur (Luas 1.166 Ha)
2.2 Sertifika uarga Terti 7 t Tanah Bagi Keluarga | Jumlah Tanah Bagi 50 Persil
Miskin K iskin Kabupaten Siak Keluarga Miskin N
ski Kabupaten Siak yang
telah di Sertfikatkan
2.3 Informasi D asi Tanah Desa di Jumlah Lahan 2 Kampung
Kecamata k atan Siak Masyarakat yang Telah v
diukur (Luas 3.546 Ha)
2.4 Informasi Da asi Tanah Desa di Jumlah Lahan 1 Kampung
Kecamatan un — — @ atan Dayun Masyarakat yang telah N
i . diukur (Luas 1.986 Ha)
3. Program p. esaii ik-konfli nahan 3 am penyelesaian konflik-konflik pertanah
3.1 Fasilitasi p yase & 5 Kasus tasi penyelesaian | Terpetanya 5 Kasus
konflik pertanahan alahan 1 Vo ik-konflik pertanahan Permasalahan J
P ahandi o T Pertanahan di
Kabupaten Siak -k Kabupaten Siak
4. Program Pe mii si Perk: [ ram Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.1 Penyediaan sur. Jeni ediaan jasa surat Jenis dan jumlah 10.15000 Materai dan
menyurat pera a yurat perangko materai dan Prangko Pos N
pera perangko surat
4.2 Penyediaan j Juﬁ ni ii er,BBM, 8 yediaan jasa komunikasi; Jumlah jasa komunikasi; 223.631
sumber daya an li su a jasa ai sa lis mber daya air dan listrik sumber daya air dan Liter,Air, listrik,telpon
i EVRV A N 1&; listrik
N
& L]
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RENJA PPAS KONSISTENSI
NO. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KET
PROGRAM/KEGIATAN NO. PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
TARGET TOLOK UKUR TARGET
4.3 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah jasa peralatan 8,6,4,7 jasa Penyediaan jasa peralatan dan | Jumlah jasa peralatan 8,6,4,7 jasa N
perlengkapan kantor dan perlengkapan dekorasi,sewa perlengkapan kantor dan perlengkapan dekorasi,sewa
gedung,tenda,saud kantor gedung,tenda,saud
sistem dan alat
elektronik lainnya
4.4 Penyediaan ja enyediaan jasa jaminan Jumlah jasa jaminan 42 Unit N
g milik daerah barang milik daerah
4.5 jasa pemeliharaan | Jumlah jasa 85 Belanja perpanjang
an kendaraan pemeliharaan dan STNK N
perizinan kendaraan
- dinas/operasional
4.6 W aan jasa kebersihan Jumlah jasa kebersihan 9 Kegiatan N
kantor ' kantor
il
4.7 F diaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 249 Jenis Alat Tulis N
i kantor
4.8 F diaan barang cetakan Jumlah barang cetakan 67,6 Jenis N
3 m enggandaan dan penggandaan
4.9 >MPpo 2 Jumlah komponen 80 Jenis N
gan b asi listrik/penerangan instalasi
kantor nan kantor listrik/penerangan
‘ bangunan kantor
4.10 kan: ediaan makanan dan Jumlah dan jenis 11 Jenis N
minuman ’ man Penyediaan makanan
pri dan minuman
411 w at-rapat koordinasi dan Jumlah rapat koordinasi | 1Ls N
konsultasi ke lua 2 sultasi ke luar daerah dan konsultasi ke luar
’ daerah dan dalam
) daerah
4.12 | Penyediaan ja F 1a yediaan jasa keamanan Jumlah tenaga 20 orang N
kantor il tor keamanan
4.13 | Penyediaan ja W enyediaan jasa administrasi Jumlah tenaga 178 orang N
kantor Al antor administrasi Kantor
4.14 | Kunjungan Kerja F unjungan Kerja, Pertemuan Jumlah Kunjungan kerja, 1Ls N
dan Peninjauan L g dan Peninjauan Lapangan pertemuan dan
Dalam Daerah ﬂ i. Dalam Daerah peninjauan lapangan
‘ il — Dalam Daerah
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RENJA PPAS KONSISTENSI
NO. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN TIDAK
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
4.15 | Penyediaan peralatan dan Terlaksananya Tugas 100 % Penyediaan peralatan dan Terlaksananya Tugas 100 %
perlengkapan kantor teknis dan Fungsi Teknis perlengkapan kantor teknis dan Fungsi Teknis
pertanahan Kantor Pertanahan pertanahan Kantor Pertanahan
5. Program Peningkatan Sa ana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.1 Pengadaan mobil jab an Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada v
obiljabatan |
5.2 nlah @ @ W“lm L P Tidak Ada Tidak Ada N
5.3 perlengkapan Jumlah dan jenis Tidak Ada v
i perlengkapan rumah
jabatan/dinas
5.4 an perlengkapan Jumlah dan jenis 1 Jenis
antor perlengkapan gedung
kantor
5.5 an peralatan rumah Jumlah dan jenis 2 Jenis
peralatan rumah
jabatan/dinas
5.6 daan peralatan gedung Jumlah dan jenis 20 Unit
peralatan gedung kantor
5.7 Jumlah dan jenis 4 Jenis
mebeleu
5.8 liharaan rutin/berkala Jumlah dan jenis 1 Pemeliharaan
taman, te , tempat parkir dan Pembangunan Tempat
halaman ru an rumah jabatan Parkir, Taman (lanscape)
5.9 Pengadaan 20 unit Ko adaan Komputer; Printer Jumlah dan jenis 45 Unit
dan keleng note"book, Komputer; Printer dan
. kelengkapannya
5.10 | Penyediaan yediaan Tanda Pengenal Jumlah Penyediaan 1500 Lembar N
PNS/ASN Tanda Pengenal
5.11 | Pengadaan S gadaan Sarana Publikasi Persentase Sarana 100 Persen
Publikasi Kegiatan Event
Nasional, Propinsi dan
Kab. Siak
5.12 | Pemeliharaan meliharaan rutin/berkala Jumlah dan jenis 5 Jenis
rumah jabatan mah jabatan pemeliharan rutin
rumah jabatan
5.13 | Pemeliharaanru Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah dan jenis 3 Kegiatan
gedung kantor gedung kantor Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
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RENJA PPAS KONSISTENSI
NO. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN TIDAK
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
kantor bahan/bibit tanaman, kantor
1 kegiatan
pemeliharaan
5.14 | Pemeliharaan rutin/berka 64.400 liter b Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah dan jenis 64.400 dan 11
mobil jabatan BBI mobil jabatan Pemeliharaan Liter,Unit
rutin/berkala mobil
jabatan
5.15 Jumlah dan jenis 77.520,38,7
Pemeliharaan Liter,Unit,Jenis
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.16 raan rutin/berkala Jumlah dan jenis 18 Jenis
rumah Pemeliharaan
/dinas rutin/berkala peralatan
rumah jabatan/dinas
5.17 araan rutin/berkala Jumlah dan jenis 24 Jenis
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
kantor
5.18 iharaan rutin/berkala Jumlah dan jenis 2 Kegiatan
n; Tempat Parkir dan Pemeliharaan
rutin/berkala Taman;
Tempat Parkir dan
Halaman Kantor
5.19 bilitasi sedang/berat Jumlah dan jenis 1 Jenis
Cakupan Peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
5.20 | Rehabilitasi abilitasi sedang/berat Jumlah dan jenis 2 Jenis
gedung kant ng kantor Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
5.21 | Pembanguna bangunan Pagar, Jumlah Pembangunan 1 Pagar,Tempat Parkir
Upacara, Tama pangan Upacara, Taman, Pagar, Taman, Tempat
dan Landscape empat Parkir dan Landscape Parkir
antor
5.22 | Renovasi Gedun enovasi Gedung Kantor di Renovasi Gedung Kantor | 100 Persen N
Wilayah Kecama Wilayah Kecamatan Veteran dan Gedung
Serbaguna Kaec. Sungai
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RENJA PPAS KONSISTENSI
NO. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
Mandau Mandau
5.23 | Pembangunan Gedung Kantor terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor terlaksananya 100 Persen N
di Wilayah Kecamatan Pembangunan Gedung di Wilayah Kecamatan Pembangunan Gedung
aguna di Kecamatan Serbaguna di Kecamatan
Siak dan Kelurahan
Mempura
5.24 | layananP Pengadaan Sistem E-Procurement 1500 Lembar N
a Kabupaten Siak yang optimal
6. eningkatan disiplin aparatur
6.1 Jumlah Pengadaan 250 Belanja N
Pakaian Kedaerahan
6.2 an pakaian dinas KDH | Jumlah pakaian dinas 4 Jenis N
KDH / WKDH beserta
perlengkapannya
6.3 liaan Barang dan Jasa Jumlah Penyediaan 4 Belanja N
Barang dan Jasa
Pelaksanaan Hari Besar
7. am Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.1 lisasi peraturan Terlaksananya Sosialisasi | 1 Kegiatan N
dang-undangan No 70 Tahun 2012
7.2 ihan/training kepada Admin RUP, Pejabat 1 Kegiatan N
PA/KPA, Ka PA, Kassubag Program Pengadaan, Penyedia
Admin RUP, Admin RUP, Pejabat Barang/Jasa dan
Penyedia B adaan Penyedia Rekanan
ng/Jasa dan Rekanan
7.3 Tersedianya Informasi 100 Persen N
Pelayanan E-Paten
amatan Elektronik (E-
7.4 Pengelolaan Tersedianya Sistem 1500 Lembar v
LAPOR!SP4N POR!SP4N Laporan LAPOR!SP4AN
8. Program peni ' ogram peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kkinerja dan
k g euangan
8.1 Penyusunan lap Penyusunan laporan capaian Laporan RFK 54 OPD N
kinerja dan ikhtis inerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD inerja OPD
8.2 Penyusunan Lapor Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan 100 Persen N
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RENJA PPAS KONSISTENSI
NO. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KET
PROGRAM/KEGIATAN NO. PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah
Tahun 2016 Tahun 2016
8.3 Penyusunan laporan ak Penyusunan laporan Pelaksanaan kegiatan 100 Persen N
pembinaan dan peng pembinaan dan pengendalian APBD berjalan dengan
egiatan APBD Kabupaten baik
8.4 Tidak Ada 1 Dokumen v
Standar Pelayanan
8.5 Laporan DAK 77 Buku N
atan Dana Alokasi
8.6 ran Implementasi Terwujudnya 1500 Lembar
Rencana A a Aksi Nasioanal Hak Terselenggaranya
Asasi Man anusia (RANHAM) Pemantauan, Evaluasi
Siak dan Laporan v
Implementasi RANHAM
Kab. Siak
9. Program pe am peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah
9.1 Kunjungan ngan kerja/inspeksi Jumlah Kunjungan 1Ls N
kepala dae a daerah /wakil kepala kerja/inspeksi kepala
daerah ah daerah /wakil kepala
daerah Kecamatan
9.2 Koordinasi dinasi dengan Jumlah Koordinasi 1Ls N
pusat dan pe erintah pusat dan dengan pemerintah
lainnya erintah daerah lainnya pusat dan pemerintah
daerah lainnya
9.3 Sinkronisasi P " | Sinkronisasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Rapat 100 Persen N
Pemerintaha merintahan di Kabupaten Koordinasi Pimpinan
Siak Daerah Tingkat
Kabupaten
9.4 Rapat forum ko apat forum komunikasi Terlaksananya Asosiasi 100 Persen N
pimpinan daerah pimpinan daerah ( APKASI) Pimpinan Kepala Daerah
Seluruh Indonesia
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RENJA PPAS KONSISTENSI
NO. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KET
PROGRAM/KEGIATAN NO. PROGRAM/KEGIATAN TIDAK
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
(APKASI) (APKASI)
9.5 Protokoler Kedinasan Kepala Persentase Protokoler 100% 9.5 Protokoler Kedinasan Kepala Persentase Protokoler 100 Persen
Daerah dan Wakil Kepala Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kedinasan Kepala
Daerah h dan Wakil Daerah Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
9.6 Kerjasama per| la jasama permasalahan Terlaksananya proses 5 Pekara
peratura - nan perkara an perundang- penanganan perkara
und Perdata & TUN
9.7 Ban m a kum Bagi Warga Terlaksananya proses 15 Pekara
Miski ntuan i pemberian bantuan
um mﬂas SLA hukum bagi
i b. Siak wargamiskin Kab. Siak
10 Progra nin, a; aan og| peningkatan kualitas kelembagaan
10.1 | Survey arakat Ti 10. epuasaan Masyarakat | Tidak Ada 100 Persen N
10.2 | Penyusu Evi n enyusunan Evaluasi Jabatan Tidak Ada 1500 Lembar N
11 Program aa r n, m Penataan Peraturan Perundang-Undangan
11.1 | Penyusun: Per: P unan Peraturan Jumlah Peraturan 20 Perda
ka a daerah yang dikeuarkan
u dis atau di sahkan
11.2 | Publikasi pi ura ebsi ublikasi peraturan Pembuatan Website 400,1 Buku,Website
undangan IH a dang-undangan JDIH dan Penggandaan
pre — Perda
11.3 | Koordinasi er| anya Sosialisasi | 5 kali ko inasi Pengawalan dan Terlaksananya Sosialisasi | 5 Kali
Pengaman mb; n Perundang- ] B manan Pembangunan Peraturan Perundang-
Pemerinta n dan Rap! ] ok rintah Daerah undangan dan Rapat
K asier ¥ Koordinasi
12 Program pe| n sistem peni kinerja kelem n aparatur_ ram pengembangan sistem penilaian kinerja kelembagaan aparatur
12.1 | Evaluasikin da nil Ca ecam '100% uasi kinerja dan penilaian | Camat dan Kecamatan 100%
camat serta te Terl| 1 at serta kecamatan Terbaik
terbaik
13 Program Pe| embanga f gram Pembi dan Pengembangan BUMD
13.1 | Koordinasi d al Terla rdinasi dan evaluasi Terlaksananya 5BUMD
BUMD/Perus a K% | MD/Perusahaan Daerah Koordinasi dan Evaluasi
B E aan 0 BUMD/Perusahaan
R Daerah
14 Program optim si inform ) rogram optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
14.1 | Peningkatan Kua ela i eningkatan Kualitas Tidak Ada 100 Persen N
Bantuan Hibah dan Sosi Pelayanan Bantuan Hibah dan
Sosial
o L]
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RENJA PPAS KONSISTENSI
NO. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KET
PROGRAM/KEGIATAN NO. PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET

14.2 | Fasilitasi dan Pendampingan Tidak Ada 45 OPD 14.2 | Fasilitasi dan Pendampingan Tidak Ada 45 OPD v
Kompetisi SINOVIK Kompetisi SINOVIK

14.3 Pengadaan Sarana dan jumlah layanan 745.319 pengunj 14.3 Pengadaan Sarana dan Jumlah Layanan 1500 Pengunjung
prasarana peningkatan daan barang/jasa website prasarana peningkatan Pengadaan Barang/Jasa N
keterampilan apara keterampilan aparatur Melalui Sistem

ktroni Elektronik

15. Program Pel b d Peningkatan Pelayanan Kehidupan beragama

15.1 | Pel ah 5. Ibadah Haji dan Tidak Ada 100 Persen v
Um emeri m Pemerintah
Kabu al Siak

15.2 | Perin , Pe ak al a in , Penyambutan dan Tidak Ada 100 Persen v
Peraya Sﬁ A S S-EA Hari Besar Islam

16 Progra nin t aman d. dan Pe 0 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan
kerukun: nan beragama

16.1 | Musabagq; il u qah Tilawatil Quran Tidak Ada 14 Kecamatan v
(MTQ) Ti a Si Tingkat Kabupaten

Si

16.2 | Musabaq a aqoh Tilawatil Qur'an Tidak Ada 44 Orang v
(MTQ) Tin P Tingkat Provinsi Riau

16.3 | Pelaksana ra elaksanaan Ceramah dan Tidak Ada 100 Persen v
Pengajian jian Mingguan
Pemerinta up k = — emerintah Kabupaten Siak

16.4 | SafariJum’ n id a “Tidak A Jum'at dan Ramadhan Pemahaman dan 14 Kecamatan v
Pemerinta up Y rintah Kabupaten Siak Pengamalan Agama

16.5 | Pelaksanaa da Tidak Ad anaan dan Fasilitasi Terwujudnya 14 Kecamatan v
Pekan Olah da 1 Pekan Olahraga dan Seni Pelaksanaan dan
Pondok Pes n et P ok Pesantren Nasional Fasilitasi POSPENAS
(POSPENAS + - (POSPENAS)

17. Program Ba P intahan ram Batas Wilayah Pemerintahan

17.1 | Penegasan Wilayah Pen egasan Batas Wilayah Penegasan Batas yang 1Segmen N
Kecamatan s telah ar Kecamatan se Kab. Siak telah disepakati

17.2 | Pemeliharaa nP Tida eliharaan dan Perapatan Tidak Ada 1Segmen N
Pilar Batas Wil L r Batas Wilayah Kab. Siak

18. Program Optimalisasi, ma Pemba v bi ogram Optimalisasi, Perencanaan Evaluasi dan Kerjasama Pembangunan di bidang
perekonomian 'R rekonomian

18.1 | Koordinasi dan ua 8.1 oordinasi dan Evaluasi Terlaksananya 120 Org v
Pengendalian In engendalian Inflasi Koordinasi, Pemantauan

dan Pengembangan
Produksi pertanian,
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RENJA PPAS KONSISTENSI
NO. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KET
PROGRAM/KEGIATAN NO. PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
perikanan, perikanan, perikanan, perikanan,
peternakan dan peternakan dan
perkebunan perkebunan
18.2 | Kerjasama Permasalaha sananya 15 Kali Per 8.2 | Kerjasama Permasalahan Terlaksananya 15 Kali Pertemuan N
Ekonomi dan Keua ilitasi Ekonomi dan Keuangan pertemuan fasilitasi
jas kerjasama dan
inasi permaslah koordinasi permaslahan
u n ekonomi dan keuangan
19. Pro| s Tj informasi dengan Mass Media
19.1 | Peng anan Surat 1 [ Langganan Surat Jumlah Langganan Surat 12 Eksemplar/Media N
Kabar, alah ar j ar, Majalah, dan Tabloid Kabar, Majalah dan
lﬁ‘sﬁns s Tabloid
19.2 | Penda an ntase nd: ingan Pimpinan ; Persentase Dokumentasi | 100 Persen N
Pengum tasi Kegi pulan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah
Serta Pel na gas a erta Pelaksanaan Tugas- Daerah Serta Tugas-
Kehumas: as ehumasan Lainnya tugas Kehumasan
i Lainnya
19.3 | Ivent-Ive ul t Ivent Kehumasan Persentase Event-event 1500 Lembar
ma Kehumasan Pembinaan
dan Pengembangan N
m i Sumber Daya
d = Komunikasi dan
- - Informasi
20. Program Ja nS ’ am Jaminan Sosial
]
20.1 | Koordinasi, nya Beras 7724 RTS- dinasi, Evaluasi dan Tersalurnya Beras 7724 RTS-PM N
Penyaluran Raskin S ra untuk - Penyaluran Raskin Sejahtera untuk
m rakat miski v masyarakat miskin
21. Program Peningka e laan A istrasi dan aan ri ram Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan Kelembagaan Pemerintah
Daerah rah
21.1 | Penyusunan stand Stan: r, usunan standar satuan Standarisasi honorarium 200 Buku N
harga dan a dan biaya lainnya
21.2 | Penyusunan d arga Stan yusunan Standarisasi Harga Standarisasi satuan 200 Buku N
Satuan Bahan p har; a i uan Bahan dan Upah harga Kabupaten Siak
21.3 | Penyusunand e apora itoring da 1007 &) nyusunan dan Pengendalian Laporan Monitoring dan 100% N
Perencanaan P na ROA N ﬁt rencanaan Pelaksanaan Evaluasi
APBD Melalui Si n PBD Melalui Sismon TEPRA
21.4 | Database Toponi de Database Toponimi, Kode, Terwujudnya Database 1Segmen
Batas Wilayah, Id i Batas Wilayah, Identifikasi dan Toponini, Kode, Batas N
Invetarisasi Nama Invetarisasi Nama Unsur Wilayah, Identifikasi dan
& L]
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RENJA PPAS KONSISTENSI
NO. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA KET
PROGRAM/KEGIATAN NO. PROGRAM/KEGIATAN YA TIDAK
TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET
Toponimi Toponimi Invetarisasi Nama Unsur
Toponini
21.5 | Tidak Ada Tidak Ada Tata Kelola Administrasi Terlaksananya Desk 1 Dokumen N
Pemilihan Umum (Desk Pilkada) Pilkada
22. Program Pengendalian Pelak Kebijakan Pembangunan
22.1 enyusunan dan Sosialisasi Terbentuknya Peraturan 200 Buku
an/Juknis Pelaksanaan Bupati R
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Dari tabel 5.8 dapat dilihat bahwa penyusunan indikator kinerja

dalam Renja dan PPAS kurang konsisten, terbukti dengan masih adanya

indikator kegiatan yang tidak sinkron satu sama lainnya dan adanya

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 95 indikator kinerja
yang tercantum dalam Renja tersebut ada 64 indikator kinerja (67,37%)
yang sama dalam PPAS tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat
konsistensi yang cukup buruk, sedangkan sisanya sebanyak 31 indikator

kinerja kegiatan (32,63%) yang tidak sinkron. Dari diagram tersebut juga
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menunjukkan bahwa dari 94 indikator kegiatan yang ada di PPAS 2018

yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan Renja sebesar

68,09% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang cukup buruk,
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KET

1. Program
sistem

1.1 | Pengukuran
lahan-lahan
Kabupaten Sia

2. Program 0
penguasaan; pe
penggunaan
pemanfaatan tanah 3

2.1 Informasi Tanah Desa di asi Tanah Desa di
Kecamatan Koto Gasib Kecamatan Koto Gasib

2.2 | Sertifikat Tanah Bagi 2.2 | Sertifikat Tanah Bagi
Keluarga Miskin Kabupaten Keluarga Miskin Kabupaten
Siak Siak

2.3 Informasi Tanah Desa di 2.3 | Informasi Tanah Desa di N
Kecamatan Siak Kecamatan Siak

2.4 Informasi Tanah Desa di 2.4 Informasi Tanah Desa di N
Kecamatan Dayun Kecamatan Dayun

3. Program penyelesaian 3. Program penyelesaian N
konflik-konflik pertanahan konflik-konflik pertanahan

3.1 Fasilitasi penyelesaian | 3.1 Fasilitasi penyelesaian N
konflik-konflik pertanahan konflik-konflik pertanahan

4. Program Pelayanan | 4. Program Pelayanan N
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran

4.1 Penyediaan jasa surat 4.1 Penyediaan jasa surat N

menyurat

menyurat

117




RKPD DPA KONSISTENSI
NO. NO KET
PROGRAM/KEGIATAN ’ PROGRAM/KEGIATAN YA | TIDAK

4.2 Penyediaan jasa 4.2 Penyediaan jasa
komunikasi; sumber daya komunikasi; sumber daya \
air dan listrik air dan listrik

4.3 Penyediaan jasa peralatan 4.3 Penyediaan jasa peralatan N
dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor

4.4 | Penyediaanjasa jaminan 4.4 | Penyediaan jasa jaminan 2
barangmilik daerah barang milik daerah

4.5 | Penyediaan jasa 4.5 | Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan pemeliharaan dan perizinan J
kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional

4.6 Penyediaan jasa kebersihan | 4.6 Penyediaan jasa kebersihan 4
kantor kantor

4.7 Penyediaan alat tulis kantor | 4.7 Penyediaan alat tulis kantor \

4.8 | Penyediaan barang cetakan | 4.8 | Penyediaan barang cetakan 7
dan penggandaan dan penggandaan

4.9 Penyediaan komponen 4.9 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/penerangan v
bangunan kantor bangunan kantor

4.10 | Penyediaan makanan dan 4.10 | Penyediaan makanan dan N
minuman minuman

4.11 | Rapat-rapat koordinasidan | 4.11 | Rapat-rapat koordinasi dan y
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah

4.12 | Penyediaan jasa keamanan | 4.12 | Penyediaan jasa keamanan y
kantor kantor

4.13 | Penyediaan jasa 4.13 | Penyediaan jasa A
administrasi kantor administrasi kantor

4.14 | Kunjungan Kerja, 4.14 | Kunjungan Kerja,
Pertemuan dan Peninjauan Pertemuan dan Peninjauan \
Lapangan Dalam Daerah LLapangan Palam Daerah

4.15 | Penyediaan peralatan dan 4.15 |'Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor teknis perlengkapan kantor teknis V
pertanahan pertanahan

5. Program Peningkatan | 5. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana \
Aparatur Aparatur

5.1 Pengadaan mobil jabatan 5.1 | Tidak Ada \

5.2 | Pengadaan kendaraan 5.2 | Tidak Ada N
dinas/operasional

53 Pengadaan perlengkapan 5.3 | Pengadaan perlengkapan N
rumah jabatan/dinas rumabh jabatan/dinas

5.4 | Pengadaan perlengkapan 5.4 | Pengadaan perlengkapan N
gedung kantor gedung kantor

5.5 Pengadaan peralatan rumah | 5.5 Pengadaan peralatan rumah N
jabatan/dinas jabatan/dinas

5.6 Pengadaan peralatan 5.6 Pengadaan peralatan N
gedung kantor gedung kantor

5.7 | Pengadaan mebeleur 5.7 | Pengadaan mebeleur \

5.8 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.8 | Pemeliharaan rutin/berkala
taman, tempat parkir dan taman, tempat parkir dan \
halaman rumah jabatan halaman rumah jabatan

5.9 Pengadaan Komputer; 5.9 Pengadaan Komputer; N
Printer dan kelengkapannya Printer dan kelengkapannya

5.10 | Penyediaan Tanda 5.10 | Penyediaan Tanda N
Pengenal PNS/ASN Pengenal PNS/ASN

5.11 | Pengadaan Sarana 5.11 | Pengadaan Sarana N

Publikasi

Publikasi
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5.12 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.12 | Pemeliharaan rutin/berkala N
rumah jabatan rumah jabatan

5.13 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.13 | Pemeliharaan rutin/berkala N
gedung kantor gedung kantor

5.14 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.14 | Pemeliharaan rutin/berkala N
mobil jabatan mobil jabatan

5.15 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.15 | Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan kendaraan )
dinas/operasional dinas/operasional

5.16 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.16._| .Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan rumah peralatan‘rumah \
jabatan/dinas jabatan/dinas

5.17 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.17 | Pemeliharaan rutin/berkala N
peralatan kantor peralatan kantor

5.18 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.18 | Pemeliharaan rutin/berkala
Taman; Tempat Parkir dan Taman; Tempat Parkir dan <
Halaman Kantor Halaman Kantor

5.19 | Rehabilitasi sedang/berat 5.19 | Rehabilitasi sedang/berat 7
rumah jabatan rumah jabatan

5.20 | Rehabilitasi sedang/berat 5.20 | Rehabilitasi sedang/berat N
gedung kantor gedung kantor

5.21 | Pembangunan Pagar, 5.21 | Pembangunan Pagar,
Lapangan Upacara, Taman, Lapangan Upacara, Taman, &
Tempat Parkir dan Tempat Parkir dan
Landscape Kantor Landscape Kantor

5.22 | Renovasi Gedung Kantor di | 5.22 | Renovasi Gedung Kantor di N
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan

5.23 | Pembangunan Gedung 5.23 | Pembangunan Gedung
Kantor di Wilayah Kantor di Wilayah \
Kecamatan Kecamatan

5.24 | Operasional Layanan 5.24 |'Layanan Pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa Kabupaten \
Kabupaten Siak Siak

6. Program peningkatan 6. Program peningkatan N
disiplin aparatur disiplin aparatur

6.1 Pengadaan Pakaian 6.1 Pengadaan Pakaian N
Kedaerahan Kedaerahan

6.2 | Pengadaan pakaian dinas 6.2 | Pengadaan pakaian dinas
KDH / WKDH beserta KDH /| WKDH beserta \
perlengkapannya perlengkapannya

6.3 | Penyediaan Barang dan 6.3 | Penyediaan Barang dan
Jasa Pelaksanaan Hari Jasa Pelaksanaan Hari \
Besar Besar

7. Program Peningkatan 7. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya \
Aparatur Aparatur

7.1 | Sosialisasi peraturan 7.1 | Sosialisasi peraturan N
perundang-undangan perundang-undangan

7.2 | Pelatihan/training kepada 7.2 | Pelatihan/training kepada
PA/KPA, Kassubag PA/KPA, Kassubag
Program dan Admin RUP, Program dan Admin RUP, N
Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan
Penyedia Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa dan
Rekanan Rekanan

7.3 Fasilitasi Penyelenggaraan 7.3 Penyelenggaraan
Administrasi Terpadu Administrasi Terpadu \

Kecamatan Elektronik (E-

Kecamatan Elektronik (E-
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Paten) Paten)

7.4 | Fasilitasi Pengelolaan 7.4 | Pengelolaan Sistem N
Sistem LAPOR!ISP4N LAPORISP4N

8. Program peningkatan 8. Program peningkatan
pengembangan sistem pengembangan sistem N
pelaporan ecapaian kinerja pelaporan capaian kinerja
dan keuangan dan keuangan

8.1 Penyusunan laporan 8.1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan ikhtisar \
realisasi kinerja OPD realisasi kinerja OPD

8.2 Penyusunan Laporan 8.2 Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan J
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

8.3 | Penyusunan laporan 8.3 | Penyusunan laporan
pembinaan dan pembinaan dan g
pengendalian kegiatan pengendalian kegiatan
APBD Kabupaten Siak APBD Kabupaten Siak

8.4 | Fasilitasi percepatan 8.4 | Percepatan penerapan
penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal \/
Pelayanan Minimal

8.5 Penyusunan Laporan o5 Penyusunan Laporan
Pemantauan Teknis Pemantauan Teknis
Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan dan Evaluasi d
Pemanfaatan Dana Alokasi Pemanfaatan Dana Alokasi
Khusus (DAK) dan Tugas Khusus (DAK) dan Tugas
Pembantuan Pembantuan

8.6 | Pelaporan Implementasi 8.6 | Pelaporan Implementasi
Rencana Aksi Nasioanal Rencana Aksi Nasioanal 4
Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia
(RANHAM) Kab. Siak (RANHAM)-Kab. Siak

9. Program peningkatan 9. Program peningkatan
pelayanan kedinasan pelayanan kedinasan N
kepala daerah/wakil kepala daerah/wakil
kepala daerah kepala daerah

9.1 | Kunjungan kerjal/inspeksi 9.1 | Kunjungan kerja/inspeksi
kepala daerah /wakil kepala kepala daerah /wakil kepala V
daerah daerah

9.2 Koordinasi dengan 9.2 Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan \
pemerintah daerah lainnya pemerintah daerah lainnya

9.3 | Sinkronisasi 9.3 | Sinkronisasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan N
Pemerintahan di Kabupaten Pemerintahan di Kabupaten
Siak Siak

9.4 | Rapat forum komunikasi 9.4 | Rapat forum komunikasi N
pimpinan daerah (APKASI ) pimpinan daerah (APKASI)

9.5 | Protokoler Kedinasan 9.5 | Protokoler Kedinasan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil \
Kepala Daerah Kepala Daerah

9.6 Fasilitasi kerjasama 9.6 Kerjasama permasalahan
permasalahan peraturan peraturan perundang- \
perundang-undangan undangan

9.7 Fasilitasi Bantuan Hukum 9.7 Bantuan Hukum Bagi Warga N
Bagi Warga Miskin Miskin

10 Program peningkatan 10 Program peningkatan N
kualitas kelembagaan kualitas kelembagaan

10.1 | Survey Kepuasaan 10.1 | Survey Kepuasaan \
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Masyarakat Masyarakat

10.2 | Penyusunan Evaluasi 10.2 | Penyusunan Evaluasi N
Jabatan Jabatan

11 Program Penataan 11 Program Penataan
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- \/
Undangan Undangan

11.1 | Penyusunan Peraturan 11.1 | Penyusunan Peraturan J
Daerah Daerah

11.2 | Publikasi peraturan 11.2 | Publikasi peraturan Y
perundang-undangan perundang-undangan

11.3 | Koordinasi Pengawalan dan " [-11.3'| Koordinasi Pengawalan dan
Pengamanan Pengamanan {
Pembangunan Pemerintah Pembangunan Pemerintah
Daerah Daerah

12 Program pengembangan 12 Program pengembangan
sistem penilaian kinerja sistem penilaian kinerja <
kelembagaan aparatur kelembagaan aparatur

12.1 | Evaluasi kinerja dan 12.1 | Evaluasi kinerja dan
penilaian camat serta penilaian camat serta y
kecamatan terbaik kecamatan terbaik

13 Program Pembinaan dan hisss Program Pembinaan dan J
Pengembangan BUMD Pengembangan BUMD

13.1 | Koordinasi dan evaluasi 13.1 | Koordinasi dan evaluasi g
BUMD/Perusahaan Daerah BUMD/Perusahaan Daerah

14 Program optimalisasi 14 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi pemanfaatan teknologi \
informasi informasi

14.1 | Peningkatan Kualitas 14.1 | Peningkatan Kualitas
Pelayanan Bantuan Hibah Pelayanan Bantuan Hibah \
dan Sosial dan;Sosial

14.2 | Fasilitasi dan 14.2 |*Fasilitasi dan
Pendampingan Kompetisi Pendampingan Kompetisi \
SINOVIK SINOVIK

14.3 | Pengadaan Sarana dan 14.3 | Pengadaan Sarana dan
prasarana peningkatan prasarana peningkatan V
keterampilan aparatur keterampilan aparatur

15. Program Peningkatan 15. Program Peningkatan
Pelayanan Kehidupan Pelayanan Kehidupan \
beragama beragama

15.1 | Fasilitasi Pelaksanaan 15.1 | Pelaksanaan Ibadah Haji
Ibadah Haji dan Umroh Oleh dan Umroh Oleh \
Pemerintah Kabupaten Siak Pemerintah Kabupaten Siak

15.2 | Peringatan, Penyambutan 15.2 | Peringatan, Penyambutan
dan Perayaan Hari Besar dan Perayaan Hari Besar \
Islam Islam

16 Program Peningkatan 16 Program Peningkatan
Kualitas Pemahaman dan Kualitas Pemahaman dan
Pengamalan Agama dan Pengamalan Agama dan \
Pembinaan kerukunan Pembinaan kerukunan
beragama beragama

16.1 | Musabagah Tilawatil Quran | 16.1 | Musabaqah Tilawatil Quran
(MTQ) Tingkat Kabupaten (MTQ) Tingkat Kabupaten \
Siak Siak

16.2 | Fasilitasi Musabaqoh 16.2 | Musabagoh Tilawatil Qur'an
Tilawatil Qur'an (MTQ) (MTQ) Tingkat Provinsi Riau \
Tingkat Provinsi Riau

16.3 | Pelaksanaan Ceramah dan 16.3 | Pelaksanaan Ceramah dan \
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Pengajian Mingguan Pengajian Mingguan
Pemerintah Kabupaten Siak Pemerintah Kabupaten Siak

16.4 | Safari Jumat dan 16.4 | Safari Jum at dan
Ramadhan Pemerintah Ramadhan Pemerintah \
Kabupaten Siak Kabupaten Siak

16.5 | Pelaksanaan dan Fasilitasi 16.5 | Pelaksanaan dan Fasilitasi
Pekan Olahraga dan Seni Pekan Olahraga dan Seni y
Pondok Pesantren Nasional Pondok Pesantren Nasional
(POSPENAS) (POSPENAS)

17. Program Batas Wilayah i Program Batas Wilayah N
Pemerintahan Pemerintahan

17.1 | Penegasan Batas Wilayah 17.1 | Penegasan Batas Wilayah
Antar Kecamatan se Kab. Antar Kecamatan seKab. \
Siak Siak

17.2 | Pemeliharaan dan 17.2 | Pemeliharaan dan
Perapatan Pilar Batas Perapatan Pilar Batas y
Wilayah Kab. Siak Wilayah Kab. Siak

18. Program Optimalisasi, 18. Program Optimalisasi,
Perencanaan Evaluasi dan Perencanaan Evaluasi dan y
Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan
di bidang perekonomian di bidang perekonomian

18.1 | Koordinasi dan Evaluasi 18.1 | Koordinasi dan Evaluasi 4
Pengendalian Inflasi Pengendalian Inflasi

18.2 | Fasilitasi Kerjasama 18.2 | Kerjasama Permasalahan
Permasalahan Ekonomi dan Ekonomi dan Keuangan N
Keuangan

19. | Program kerjasama 19. | Program kerjasama
informasi dengan Mass informasi dengan Mass \/
Media Media

19.1 | Pengadaan Langganan 19.1 /| Rengadaan-Langganan
Surat Kabar, Majalah, dan Surat-Kabar, Majalah, dan S
Tabloid Tabloid

19.2 | Pendampingan Pimpinan ; 19.2 | Pendampingan Pimpinan ;
Pengumpulan Dokumentasi Pengumpulan Dokumentasi N
Serta Pelaksanaan Tugas- Serta Pelaksanaan Tugas-
Tugas Kehumasan Lainnya Tugas Kehumasan Lainnya

19.3 | Ivent - Ivent Kehumasan 19.3 | Ivent - Ivent Kehumasan \

20. Program Jaminan Sosial 20. Program Jaminan Sosial \

20.1 | Koordinasi, Evaluasi dan 20.1 | Koordinasi, Evaluasi dan N
Penyaluran Raskin Penyaluran Raskin

21. Program Peningkatan 272 Program Peningkatan
Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi N
dan Kelembagaan dan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

21.1 | Penyusunan standar satuan | 21.1 | Penyusunan standar satuan N
harga harga

21.2 | Penyusunan Standarisasi 21.2 | Penyusunan Standarisasi
Harga Satuan Bahan dan Harga Satuan Bahan dan \
Upah Upah

21.2 | Penyusunan dan 21.2 | Penyusunan dan
Pengendalian Perencanaan Pengendalian Perencanaan N
Pelaksanaan APBD Melalui Pelaksanaan APBD Melalui
Sismon TEPRA Sismon TEPRA

21.3 | Database Toponimi, Kode, 21.3 | Database Toponimi, Kode,
Batas Wilayah, Identifikasi Batas Wilayah, Identifikasi N

dan Invetarisasi Nama
Unsur Toponimi

dan Invetarisasi Nama
Unsur Toponimi
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21.4 | Tata Kelola Administrasi 21.4 | Tata Kelola Administrasi
Pemilihan Umum (Desk Pemilihan Umum (Desk \
Pilkada) Pilkada)
22. Tidak Ada N

Program Pengenda
Pelaksanaan Ke

DPA Sekre

program dz

lumnya dalam

i menandakan

tidak
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DPA

100,00%

D dan DPA

program yang

direncanake | : 5,24%) yang

diakomodir 2018, artinya
menunjukkan dangkan sisanya
sebanyak 1 pra odir. Dari diagram

tersebut juga menu ’« m s

LI\ 2
Sekretariat Daerah 2018 anyusunannya konsisten atau
berpedoman dengan RKPD sebesar 100,00% yang artinya menunjukkan
tingkat konsistensi yang sangat baik. Sedangkan untuk kesesuaian

kegiatan RKPD dan DPA dapat dilihat dari gambar 5.10 berikut.
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DPA

R

100,00%

egiatan yang
direncanak ale <P ‘ z ) 6,88%) yang

diakomodir aric A artinya

*‘

Daerah 2018 yang p au berpedoman dengan

a‘\m’"
RKPD sebesar 100,00% yang enunjukkan tingkat konsistensi
yang sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyusunan
Program/Kegiatan pada DPA Sekretariat Daerah berpedoman pada

Program/Kegiatan di RKPD.
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5.3

Analisis Konsistensi Antar Dokumen Penganggaran PPAS dan

DPA

Konsistensi antar dokumen penganggaran.untuk program kegiatan

PPAS dan DPA Sekretariat Daerah dianalisis dari tabel 5.10.

Tabel 5.10 Matrik konsolidasi Program Kegiatan PPAS dan DPA

Sekretariat Daerah 2018

PPAS DPA KONSISTENSI
NO. NO. KET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN YA | TIDAK

1. Program pengembangan " Program pengembangan
sistem informasi sistem informasi |
pertanahan pertanahan

1.1 Pengukuran dan pemetaan 1.1 | Pengukuran dan pemetaan
lahan-lahan pemda di lahan-lahan pemda di \
Kabupaten Siak Kabupaten Siak

2. Program penataan 2. Program penataan
penguasaan; pemilikan; penguasaan; pemilikan; y
penggunaan dan penggunaan dan
pemanfaatan tanah pemanfaatan tanah

2.1 | Informasi Tanah Desa di 2.1 | Informasi Tanah Desa di |
Kecamatan Koto Gasib Kecamatan-Koto Gasib

2.2 | Sertifikat Tanah Bagi 2.2 /| Sertifikat Tanah Bagi
Keluarga Miskin Kabupaten Keluarga Miskin Kabupaten \
Siak Siak

2.3 | Informasi Tanah Desa di 2.3 | Informasi Tanah Desa di N
Kecamatan Siak Kecamatan Siak

2.4 | Informasi Tanah Desa di 2.4 | Informasi Tanah Desa di N
Kecamatan Dayun Kecamatan Dayun

3. Program penyelesaian 35 Program penyelesaian N
konflik-konflik pertanahan konflik-konflik pertanahan

3.1 Fasilitasi penyelesaian 3.1 | Penyelesaian konflik-konflik N
konflik-konflik pertanahan pertanahan

4. Program Pelayanan 4. Program Pelayanan N
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran

4.1 Penyediaan jasa surat 4.1 | Penyediaan jasa surat N
menyurat menyurat

4.2 | Penyediaan jasa 4.2 | Penyediaan jasa
komunikasi; sumber daya komunikasi; sumber daya \
air dan listrik air dan listrik

4.3 Penyediaan jasa peralatan 4.3 | Penyediaan jasa peralatan N
dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor

4.4 | Penyediaan jasa jaminan 4.4 | Penyediaan jasa jaminan N
barang milik daerah barang milik daerah

4.5 | Penyediaan jasa 4.5 | Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan pemeliharaan dan perizinan N
kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional

4.6 Penyediaan jasa kebersihan | 4.6 | Penyediaan jasa kebersihan \
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NO. NO. KET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN YA | TIDAK

kantor kantor

4.7 Penyediaan alat tulis kantor | 4.7 | Penyediaan alat tulis kantor \

4.8 | Penyediaan barang.cetakan | 4.8 | Penyediaan barangtcetakan N
dan penggandaan dan penggandaan

4.9 | Penyediaan komponen 4.9 | Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/penerangan \
bangunan kantor bangunan kantor

4.10 | Penyediaan makanan dan 4.10 | Penyediaan makanan dan y
minuman minuman

4.11 | Rapat-rapat koordinasi dan | 4.11'| Rapat-rapat koordinasi dan L
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah

4.12 | Penyediaan jasa keamanan | 4.12 | Penyediaan jasa keamanan J
kantor kantor

4.13 | Penyediaan jasa 4.13 | Penyediaan jasa g
administrasi kantor administrasi kantor

4.14 | Kunjungan Kerja, 4.14 | Kunjungan Kerja,
Pertemuan dan Peninjauan Pertemuan dan Peninjauan v
Lapangan Dalam Daerah Lapangan Dalam Daerah

4.15 | Penyediaan peralatan dan 4.15 | Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor teknis perlengkapan kantor teknis y
pertanahan pertanahan

5. Program Peningkatan 5h Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Sarana dan  Prasarana | Y
Aparatur Aparatur

5.3 Pengadaan perlengkapan 5.3 | Pengadaan perlengkapan v
rumah jabatan/dinas rumah jabatan/dinas

5.4 | Pengadaan perlengkapan 5.4 | Pengadaan perlengkapan |
gedung kantor gedung kantor

5.5 | Pengadaan peralatan rumah /[*5.5" /| Pengadaan-peralatan rumah 4
jabatan/dinas jabatan/dinas

5.6 Pengadaan peralatan 5.6 | Pengadaan peralatan N
gedung kantor gedung kantor

5.7 Pengadaan mebeleur 5.7 | Pengadaan mebeleur \

5.8 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.8 | Pemeliharaan rutin/berkala
taman, tempat parkir dan taman, tempat parkir dan \
halaman rumah jabatan halaman rumah jabatan

5.9 Pengadaan Komputer; 5.9 Pengadaan Komputer; N
Printer dan kelengkapannya Printer dan kelengkapannya

5.10 | Penyediaan Tanda 5.10 | Penyediaan Tanda N
Pengenal PNS/ASN Pengenal PNS/ASN

5.11 | Pengadaan Sarana 5.11 | Pengadaan Sarana N
Publikasi Publikasi

5.12 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.12 | Pemeliharaan rutin/berkala N
rumah jabatan rumah jabatan

5.13 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.13 | Pemeliharaan rutin/berkala N
gedung kantor gedung kantor

5.14 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.14 | Pemeliharaan rutin/berkala N
mobil jabatan mobil jabatan

5.15 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.15 | Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan kendaraan \
dinas/operasional dinas/operasional

5.16 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.16 | Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan rumah peralatan rumah \
jabatan/dinas jabatan/dinas

5.17 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.17 | Pemeliharaan rutin/berkala N
peralatan kantor peralatan kantor
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NO. NO. KET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN YA | TIDAK

5.18 | Pemeliharaan rutin/berkala 5.18 | Pemeliharaan rutin/berkala
Taman; Tempat Parkir dan Taman; Tempat Parkir dan N
Halaman Kantor Halaman Kantor

5.19 | Rehabilitasi sedang/berat 5.19 | Rehabilitasi sedang/berat N
rumah jabatan rumah jabatan

5.20 | Rehabilitasi sedang/berat 5.20 | Rehabilitasi sedang/berat N
gedung kantor gedung kantor

5.21 | Pembangunan Pagar, 5.21 | Pembangunan Pagar,
Lapangan Upacara, Taman, Lapangan Upacara, Taman, J
Tempat Parkir dan Tempat Parkirdan
Landscape Kantor Landscape Kantor

5.22 | Renovasi Gedung Kantor di | 5.22 | Renovasi Gedung Kantor di \/
Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan

5.23 | Pembangunan Gedung 5.23 | Pembangunan Gedung
Kantor di Wilayah Kantor di Wilayah y
Kecamatan Kecamatan

5.24 | Layanan Pengadaan 5.24 | Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Barang/Jasa Kabupaten S
Siak Siak

6. Program peningkatan 6. Program peningkatan N
disiplin aparatur disiplin aparatur

6.1 | Pengadaan Pakaian 6.1 | Pengadaan Pakaian i
Kedaerahan Kedaerahan

6.2 | Pengadaan pakaian dinas 6.2 | Pengadaan pakaian dinas
KDH / WKDH beserta KDH / WKDH beserta \
perlengkapannya perlengkapannya

6.3 Penyediaan Barang dan 6.3 | Penyediaan Barang dan
Jasa Pelaksanaan Hari Jasa Pelaksanaan Hari \
Besar Besar

7. Program Peningkatan " Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya \
Aparatur Aparatur

7.1 | Sosialisasi peraturan 7.1 | Sosialisasi peraturan N
perundang-undangan perundang-undangan

7.2 | Pelatihan/training kepada 7.2 | Pelatihan/training kepada
PA/KPA, Kassubag PA/KPA, Kassubag
Program dan Admin RUP; Program dan Admin RUP, N
Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan
Penyedia Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa dan
Rekanan Rekanan

7.3 Penyelenggaraan 7.3 | Penyelenggaraan
Administrasi Terpadu Administrasi Terpadu N
Kecamatan Elektronik (E- Kecamatan Elektronik (E-
Paten) Paten)

7.4 | Pengelolaan Sistem 7.4 | Pengelolaan Sistem N
LAPOR!SP4N LAPOR!SP4N

8. Program peningkatan 8. Program peningkatan
pengembangan sistem pengembangan sistem N
pelaporan capaian kinerja pelaporan capaian kinerja
dan keuangan dan keuangan

8.1 Penyusunan laporan 8.1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja dan ikhtisar \
realisasi kinerja OPD realisasi kinerja OPD

8.2 Penyusunan Laporan 8.2 | Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan \
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
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NO. NO. KET
PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN YA | TIDAK

8.3 Penyusunan laporan 8.3 Penyusunan laporan
pembinaan dan pembinaan dan N
pengendalian kegiatan pengendalian kegiatan
APBD Kabupaten Siak APBD Kabupaten Siak

8.4 | Fasilitasi percepatan 8.4 | Percepatan penerapan
penerapan Standar Standar Pelayanan Minimal \
Pelayanan Minimal

8.5 Penyusunan Laporan 8.5 Penyusunan Laporan
Pemantauan Teknis Pemantauan Teknis
Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan dan Evaluasi £
Pemanfaatan Dana Alokasi Pemanfaatan DanarAlokasi
Khusus (DAK) dan Tugas Khusus (DAK) dan Tugas
Pembantuan Pembantuan

8.6 Pelaporan Implementasi 8.6 | Pelaporan Implementasi
Rencana Aksi Nasioanal Rencana Aksi Nasioanal of
Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia
(RANHAM) Kab. Siak (RANHAM) Kab. Siak

9. Program peningkatan 9. Program peningkatan
pelayanan kedinasan pelayanan kedinasan N
kepala daerah/wakil kepala daerah/wakil
kepala daerah kepala daerah

9.1 | Kunjungan kerja/inspeksi 9.1 | Kunjungan kerja/inspeksi
kepala daerah /wakil kepala kepala daerah /wakil kepala v
daerah daerah

9.2 | Koordinasi dengan 9.2 | Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan pemerintah pusat dan \
pemerintah daerah lainnya pemerintah daerah lainnya

9.3 | Sinkronisasi 9.3 | Sinkronisasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan \
Pemerintahan di Kabupaten Pemerintahan di Kabupaten
Siak Siak

9.4 | Rapat forum komunikasi 9.4 | Rapat forum komunikasi N
pimpinan daerah ( APKASI ) pimpinan daerah (APKASI)

9.5 | Protokoler Kedinasan 9.5 | Protokoler Kedinasan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil \
Kepala Daerah Kepala Daerah

9.6 | Kerjasama permasalahan 9.6 | Kerjasama permasalahan
peraturan perundang- peraturan perundang- V
undangan undangan

9.7 Bantuan Hukum Bagi Warga | 9.7 | Bantuan Hukum Bagi Warga N
Miskin Miskin

10 Program peningkatan 10 Program peningkatan N
kualitas kelembagaan kualitas kelembagaan

10.1 | Survey Kepuasaan 10.1 | Survey Kepuasaan N
Masyarakat Masyarakat

10.2 | Penyusunan Evaluasi 10.2 | Penyusunan Evaluasi N
Jabatan Jabatan

11 Program Penataan 11 Program Penataan
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang- \
Undangan Undangan

11.1 | Penyusunan Peraturan 11.1 | Penyusunan Peraturan N
Daerah Daerah

11.2 | Publikasi peraturan 11.2 | Publikasi peraturan N
perundang-undangan perundang-undangan

11.3 | Koordinasi Pengawalan dan | 11.3 | Koordinasi Pengawalan dan N
Pengamanan Pengamanan
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Pembangunan Pemerintah Pembangunan Pemerintah
Daerah Daerah

12 Program pengembangan 12 Program pengembangan
sistem penilaian kinerja sistem penilaian Kinerja \
kelembagaan aparatur kelembagaan aparatur

12.1 | Evaluasi kinerja dan 12.1 | Evaluasi kinerja dan
penilaian camat serta penilaian camat serta v
kecamatan terbaik kecamatan terbaik

13 Program Pembinaan dan 13 Program Pembinaan dan N
Pengembangan BUMD Pengembangan BUMD

13.1 | Koordinasi dan evaluasi 13.1 | Koordinasi dan evaluasi 2]
BUMD/Perusahaan Daerah BUMD/Perusahaan Daerah

14 Program optimalisasi 14 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi pemanfaatan teknologi v
informasi informasi

14.1 | Peningkatan Kualitas 14.1 | Peningkatan Kualitas
Pelayanan Bantuan Hibah Pelayanan Bantuan Hibah \
dan Sosial dan Sosial

14.2 | Fasilitasi dan 14.2 | Fasilitasi dan
Pendampingan Kompetisi Pendampingan Kompetisi \
SINOVIK SINOVIK

14.3 | Pengadaan Sarana dan 14.3 | Pengadaan Sarana dan
prasarana peningkatan prasarana peningkatan \
keterampilan aparatur keterampilan aparatur

15. | Program Peningkatan 15. | Program Peningkatan
Pelayanan Kehidupan Pelayanan Kehidupan v
beragama beragama

15.1 | Pelaksanaan Ibadah Haji 15.1 | Pelaksanaan Ibadah Haji
dan Umroh Qleh dan.Umroh-Oleh N
Pemerintah Kabupaten Siak Pemerintah Kabupaten Siak

15.2 | Peringatan, Penyambutan 15.2 | Peringatan, Penyambutan
dan Perayaan Hari Besar dan Perayaan Hari Besar \
Islam Islam

16 Program Peningkatan 16 Program Peningkatan
Kualitas Pemahaman dan Kualitas Pemahaman dan
Pengamalan Agama dan Pengamalan Agama dan V
Pembinaan kerukunan Pembinaan kerukunan
beragama beragama

16.1 | Musabagah Tilawatil Quran | 16.1 | Musabagah Tilawatil Quran
(MTQ) Tingkat Kabupaten (MTQ) Tingkat Kabupaten \
Siak Siak

16.2 | Musabagoh Tilawatil Qur'an | 16.2 | Musabaqoh Tilawatil Qur'an N
(MTQ) Tingkat Provinsi Riau (MTQ) Tingkat Provinsi Riau

16.3 | Pelaksanaan Ceramah dan 16.3 | Ceramah dan Pengajian
Pengajian Mingguan Mingguan Pemerintah \
Pemerintah Kabupaten Siak Kabupaten Siak

16.4 | Safari Jum’at dan 16.4 | Safari Jum at dan
Ramadhan Pemerintah Ramadhan Pemerintah \
Kabupaten Siak Kabupaten Siak

16.5 | Pelaksanaan dan Fasilitasi 16.5 | Pekan Olahraga dan Seni
Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional N
Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS)
(POSPENAS)

17. | Program Batas Wilayah 17. | Program Batas Wilayah N
Pemerintahan Pemerintahan

17.1 | Penegasan Batas Wilayah 17.1 | Penegasan Batas Wilayah \
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Antar Kecamatan se Kab. Antar Kecamatan se Kab.
Siak Siak

17.2 | Pemeliharaan dan 17.2 | Pemeliharaan dan
Perapatan Pilar Batas Perapatan Pilar Batas \
Wilayah Kab: Siak Wilayah Kab. Siak

18. | Program Optimalisasi, 18. | Program Optimalisasi,
Perencanaan Evaluasi dan Perencanaan Evaluasi dan %
Kerjasama Pembangunan Kerjasama Pembangunan
di bidang perekonomian di bidang perekonomian

18.1 | Koordinasi dan Evaluasi 18.1 | Koordinasi dan Evaluasi A
Pengendalian Inflasi Pengendalian Inflasi

18.2 | Kerjasama Permasalahan 18.2 | Kerjasama Permasalahan \/
Ekonomi dan Keuangan Ekonomi dan Keuangan

19. Program kerjasama 19. Program kerjasama
informasi dengan Mass informasi dengan Mass \
Media Media

19.1 | Pengadaan Langganan 19.1 | Pengadaan Langganan
Surat Kabar, Majalah, dan Surat Kabar, Majalah, dan v
Tabloid Tabloid

19.2 | Pendampingan Pimpinan ; 19.2 | Pendampingan Pimpinan ;
Pengumpulan Dokumentasi Pengumpulan Dokumentasi |
Serta Pelaksanaan Tugas- Serta Pelaksanaan Tugas-
Tugas Kehumasan Lainnya Tugas Kehumasan Lainnya

19.3 | Ivent - lvent Kehumasan 19.3 | lvent - lveni Kehumasan v

20. | Program Jaminan Sosial 20. | Program Jaminan Sosial N

20.1 | Koordinasi, Evaluasi dan 20.1 | Koordinasi, Evaluasi dan v
Penyaluran Raskin Penyaluran Raskin

21. | Program Peningkatan 21. | Program Peningkatan
Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Administrasi A
dan Kelembagaan dan Kelembagaan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

21.1 | Penyusunan standar satuan | 21.1 | Penyusunan standar satuan N
harga harga

21.2 | Penyusunan Standarisasi 21.2 | Penyusunan Standarisasi
Harga Satuan Bahan dan Harga Satuan Bahan dan \
Upah Upah

21.3 | Penyusunan dan 21.3 | Penyusunan dan
Pengendalian Perencanaan Pengendalian Perencanaan N
Pelaksanaan APBD Melalui Pelaksanaan APBD Melalui
Sismon TEPRA Sismon TEPRA

21.4 | Database Toponimi, Kode, 21.4 | Database Toponimi, Kode,
Batas Wilayah, Identifikasi Batas Wilayah, Identifikasi N
dan Invetarisasi Nama dan Invetarisasi Nama
Unsur Toponimi Unsur Toponimi

21.5 | Tata Kelola Administrasi 21.5 | Tata Kelola Administrasi
Pemilihan Umum (Desk Pemilihan Umum (Desk \
Pilkada) Pilkada)

22. | Program Pengendalian 22. | Tidak Ada
Pelaksanaan Kebijakan \
Pembangunan

22.1 | Penyusunan dan Sosialisasi | 22.1 | Tidak Ada
Pedoman/Juknis \
Pelaksanaan APBD
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Pada tabel 5.10 diatas dapat dilihat bahwa PPAS tahun 2018 terdiri
atas 22 Program dan 94 Kegiatan. Sedangkan pada DPA terdiri dari 21

program dan 93 kegiatan. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa

DPA

100,00%

~
N 7

Gambar 5.11 Diagram keterkaitan antara Program PPAS dan DPA

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 22 program yang
ditetapkan dalam PPAS tersebut ada 21 program (95,24%) yang
dianggarkan dalam DPA Sekretariat Dearah tahun 2018, artinya

menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik, sedangkan sisanya
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sebanyak 1 program (4,76%) program tidak diakomodir. Dari diagram
tersebut juga menunjukkan bahwa dari 21 program yang ada di DPA

Sekretariat Daerah 2018 yang penyusunannya konsisten atau

100,00%

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 94 kegiatan yang
ditetapkan dalam PPAS tersebut ada 93 kegiatan (98,94%) yang
diakomodir dalam DPA Sekretariat Dearah tahun 2018, artinya
menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik, sedangkan sisanya
sebanyak 1 kegiatan (1,06%) tidak dianggarkan. Dari diagram tersebut

juga menunjukkan bahwa dari 93 kegiatan yang ada di DPA Sekretariat

133



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

Daerah 2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan

PPAS sebesar 100,00% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi

yang sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyusunan
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PPAS DPA Konsistensi
No. No. Ket
Program/Kegiatan [z ferer LY men Program/Kegiatan Inelieier [ ucr Ya Tidak
Tolok Ukur Tolok Ukur Target
1. Program pengembang eningkatnya Tingkat 1. Program pengembangan | Tersedianya Peta dan Tabel 100 %
sistem informasi an Informasi sistem informasi | Data Lahan Pemda: v
pertanahan pertanahan
11 ukuran dan pemetaan | Jumlah Peta dan data Spasial 1 Kec N
pemda di | PadaLahan Pemda
paten Siak
2. X penataan | Tersedianya Peta dan Tabel 100 %
' pemilikan; | Data Lahan Masyarakat : V
‘ ggunaan dan
| pemanfaatan tanah
2.1 | Informasi Tanah Desa di Jumlah lahan masyarakat 1 Kampung N
' ecamatan Koto Gasib yang telah di ukur (Luas 1.166
Ha)
2.2 Sertifikat Tanah Bagi Jumlah Tanah Bagi Keluarga 50 Persil J
eluarga Miskin Miskin Kabupaten Siak yang
Kabupaten Siak telah di Sertfikatkan
2.3 Informasi Tanah Desa di Jumlah Lahan Masyarakat 2 Kampung N
Kecamatan Siak yang Telah diukur (Luas 3.546
Ha)
2.4 Informasi Tanah Desa di Jumlah Lahan Masyarakat 1 Kampung J
Kecamatan Dayun yang telah diukur (Luas 1.986
Ha)
3. Program penyelesaian Terindentifikasinya 100 %
konflik-konflik Permasalahan Pertanahan y
pertanahan di
Kabupaten Siak
3.1 Fasilitasi penyelesaian | Terpetanya Permasalahan 5 Kasus N
konflik-konflik pertanahan Pertanahan di Kabupaten Siak
4. Program P Program Pelayanan | Cakupan Layanan 100 % N
3 Administrasi Perkantoran | Administrasi Perkantoran
4.1 Penyediaan Penyediaan jasa surat Jenis dan jumlah perangko 10.15000
menyurat materai dan perangko surat Materai dan y
Prangko Pos
4.2 Penyediaan ja Penyediaan jasa Jumlah jasa komunikasi; 223.631
komunikasi; s komunikasi; sumber daya sumber daya air dan listrik Liter,Air listrik, y
air dan listrik air dan listrik telpon
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PPAS DPA Konsistensi
No. No. Ket
Program/Kegiatan [z ferer LY men Program/Kegiatan Inelieier [ ucr Ya Tidak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
4.3 Penyediaan jasa peralatan Jumlah jasa peralatan dan 8,6,4,7 jasa 4.3 Penyediaan jasa peralatan Jumlah jasa peralatan dan 8,6,4,7 jasa N
dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor dekorasi,se dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor dekorasi,sewa
Wi gedung,tenda,
saud sistem
] dan alat
em elektronik
al lainnya
4.4 Pe jas ediaan jasa jaminan Jumlah jasa jaminan barang 42 Unit N
baral ng milik daerah milik daerah
4.5 Peny lah j ﬁ yediaan jasa Jumlah jasa pemeliharaan dan | 85 Belanja N
pemell i m daraan M rpa eliharaan dan perizinan kendaraan perpanjang
perizin e /op! i ﬁf/ rizinan kendaraan dinas/operasional STNK
dinas/o| nas/operasional
4.6 Penyed el iatal enyediaan jasa Jumlah jasa kebersihan kantor | 9 Kegiatan N
kebersih ebersihan kantor
4.7 Penyedi J enyediaan alat tulis Jumlah alat tulis kantor 249 Jenis Alat N
kantor kantor Tulis kantor
4.8 Penyedia ral ,6 Je Penyediaan barang Jumlah barang cetakan dan 67,6 Jenis N
cetakan cetakan dan penggandaan penggandaan
4.9 Penyedia u ) - Penyediaan komponen Jumlah komponen instalasi 80 Jenis N
instalasi li an r'angan- an k:anfo instalasi listrik/penerangan listrik/penerangan bangunan
bangunal r — — bangunan kantor kantor
4.10 Penyedia an jenis Fx:n rfan et il Penyediaan makanan dan Jumlah dan jenis Penyediaan 11 Jenis N
minuman n dan mini a = minuman makanan dan minuman
4.11 Rapat-rapat ko i dan u rapat koordinasi dan b Rapat-rapat koordinasi dan | Jumlah rapat koordinasi dan 1Ls N
konsultasi er; o asi ke luar da an dalam konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar daerah dan
daerah - pm— - dalam daerah
4.12 Penyediaal Jum Penyediaan jasa Jumlah tenaga keamanan 20 orang N
keamanan tor keamanan kantor
4.13 Penyediaal Juml al or. Penyediaan jasa Jumlah tenaga administrasi 178 orang N
administrasi kant administrasi kantor Kantor
4.14 | Kunjungan Jum; ja, 1Ls Kunjungan Kerja, Jumlah Kunjungan kerja, 1Ls N
Pertemuan Pe| al j apangan Dala Pertemuan dan Peninjauan | pertemuan dan peninjauan
Lapangan D al Lapangan Dalam Daerah lapangan Dalam Daerah
4.15 | Penyediaan peralat: ugas Penyediaan peralatan dan Terlaksananya Tugas dan 100 % N
perlengkapan (sl anahal perlengkapan kantor teknis | Fungsi Teknis Kantor
pertanahan pertanahan Pertanahan
& L]
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PPAS DPA Konsistensi
No. No. Ket
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Indikator Kinerja Ya Tidak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
5. Program Peningkatan Cakupan Program Peningkatan 100 % 5. Program Peningkatan | Cakupan Program 100 % N
Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana aparatur Sarana dan Prasarana | Peningkatan sarana dan
Aparatur Aparatur prasarana aparatur
5.3 Pengadaan perlengkapan: Jumlah dan jenis perlengkapan Tidak Ada 5.3 Pengadaan perlengkapan Jumlah dan jenis Tidak Ada N
rumah jabatan/dinas rumah jabatan/dinas rumah jabatan/dinas perlengkapan rumah
jabatan/dinas
5.4 Pengadaan perlengkapan Jumlah dan jenis perlengkapan 1 Jenis 5.4 Pengadaan perlengkapan Jumlah dan jenis 1 Jenis N
gedung kantor gedung kantor gedung kantor perlengkapan gedung kantor
5.5 Pengadaan peralatan Jumlah dan jenis peralatan rumah 2 Jenis 5.5 Pengadaan peralatan Jumlah dan jenis peralatan 2 Jenis N
rumah jabatan/dinas jabatan/dinas rumah jabatan/dinas rumah jabatan/dinas
5.6 Pengadaan peralatan Jumlah dan jenis.peralatan.gedung 20 Unit 5.6 Pengadaan peralatan Jumlah dan jenis peralatan 20 Unit N
gedung kantor kantor edung kantor gedung kantor
5.7 Pengadaan mebeleur Jlmlah-dan jenis mebeleu 4Jenis 5.7 Pengadaan mebeleur Jumlah dan jenis mebeleu 4 Jenis N
5.8 Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis Pembangunan d 5.8 Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis 1 N
taman, tempat parkir dan Tempat Parkir, Taman (lanscape) Pemelihara taman, tempat parkir dan Pembangunan Tempat Parkir, Pemeliharaan
halaman rumah jabatan an halaman rumah jabatan Taman (lanscape)
5.9 Pengadaan Komputer; Jumlah dan jenis Komputer; Printer 45 Unit 5.9 Pengadaan Komputer; Jumlah dan jenis Komputer; 45 Unit N
Printer dan dan kelengkapannya Printer dan Printer dan kelengkapannya
kelengkapannya kelengkapannya
5.10 Penyediaan Tanda Jumlah Penyediaan Tanda Pengenal | 1500 5.10 Penyediaan Tanda Jumlah Penyediaan Tanda 1500 Lembar N
Pengenal PNS/ASN Lembar Pengenal PNS/ASN Pengenal
5.11 | Pengadaan Sarana %tase Sarana Publikasi Kegiatan 100 % 511 Pengadaan Sarana %tase Sarana Publikasi 100 % N
Publikasi Event Nasional, Propinsi dan Kab. Publikasi Kegiatan Event Nasional,
Siak Propinsi dan Kab. Siak
5.12 Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis pemeliharan rutin 5 Jenis 5. 12 Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis pemeliharan 5 Jenis N
rumah jabatan rumah jabatan rumah jabatan rutin rumah jabatan
5.13 | Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis Pemeliharaan 3 Kegiatan 5.13 Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis 3 Kegiatan N
gedung kantor rutin/berkala gedung kantor gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
5.14 | Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis Pemeliharaan 64.400 dan 5.14 Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis 64.400 dan 11 N
mobil jabatan rutin/berkala mobil jabatan 11 Liter,Unit mobil jabatan Pemeliharaan rutin/berkala Liter,Unit
mobil jabatan
5.15 | Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis Pemeliharaan 77.520,38,7 | 5.15 Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis 77.520,38,7 N
kendaraan rutin/berkala kendaraan Liter,Unit,Je kendaraan Pemeliharaan rutin/berkala Liter,Unit,Jeni
dinas/operasional dinasfoperasional nis dinas/operasional kendaraan dinas/operasional s
5.16 Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis Pemeliharaan 18 Jenis 5.16 Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis 18 Jenis N
peralatan rumah rutin/berkala peralatan rumah peralatan rumah Pemeliharaan rutin/berkala
jabatan/dinas jabatan/dinas jabatan/dinas peralatan rumah jabatan/dinas
5.17 | Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis Pemeliharaan 24 Jenis 5.17 Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis 24 Jenis N
peralatan kantor rutin/berkala peralatan kantor peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala
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PPAS DPA Konsistensi
No. No. Ket
Program/Kegiatan [z ferer LY men Program/Kegiatan Inelieier [ ucr Ya Tidak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
peralatan kantor
5.18 | Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis Pemeliharaan 2 Kegiatan 5.18 Pemeliharaan rutin/berkala | Jumlah dan jenis 2 Kegiatan N
Taman; Tempat Parkir dan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir Taman; Tempat Parkir dan Pemeliharaan rutin/berkala
Halaman Kantor n_Halaman Kantor Halaman Kantor Taman; Tempat Parkir dan
Halaman Kantor
5.19 Rehabilitasi sed Rehabilitasi sedang/berat Jumlah dan jenis Cakupan 1 Jenis N
j rumah jabatan Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
5.20 bilitasi sedang/berat Jumlah dan jenis Rehabilitasi 2 Jenis N
ing kantor sedang/berat gedung kantor
5.21 bangunan Pagar, Jumlah Pembangunan Pagar, 1 N
pangan Upacara, Taman, Tempat Parkir Pagar, Tempat
man, Tempat Parkir dan Parkir
andscape Kantor
5.22 enovasi Gedung Kantor Renovasi Gedung Kantor 100 % N
Ji Wilayah Kecamatan Veteran dan Gedung
Serbaguna Kaec. Sungai
Mandau
5.23 Pembangunan Gedung terlaksananya Pembangunan 100 % N
Kantor di Kantor di Wilayah Gedung Serbaguna di
Kecamate Kecamatan Kecamatan Siak dan
Kelurahan Mempura
5.24 | Layanan Layanan Pengadaan Sistem E-Procurement yang 1500 Lembar N
Barang/Ja Barang/Jasa Kabupaten optimal
Siak Siak
6. Program Program peningkatan Tingkat kepatuhan aparatur 100 % N
disiplin aparatur
6.1 Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Pakaian 250 Belanja N
Kedaerahan Kedaerahan
6.2 Pengadaan pakaian dinas Jumlah pakaian dinas KDH / 4 Jenis N
KDH / WKDH beserta WKDH beserta
perlengkapi perlengkapannya perlengkapannya
6.3 i Penyediaan Barang dan Jumlah Penyediaan Barang 4 Belanja N
Jasa Pelaks Jasa Pelaksanaan Hari dan Jasa Pelaksanaan Hari
Besar Besar Besar
7. Program Pe Program Peningkatan Terwujudnya Pelaksanaan 1 Kegiatan N
Kapasitas Su Kapasitas Sumber Daya Perpres 70 Tahun 2012 yang
Aparatur Aparatur sesuai dengan ketentuan
7.1 Sosialisasi peraturan Terlaksananya Sosialisasi No 1 Kegiatan N
perundang-undangan 70 Tahun 2012
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PPAS DPA Konsistensi
No. No. Ket
Program/Kegiatan [z ferer LY men Program/Kegiatan Inelieier [ ucr Ya Tidak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
7.2 Pelatihan/training kepada Admin RUP, Pejabat Pengadaan, 1 Kegiatan 7.2 Pelatihan/training kepada Admin RUP, Pejabat 1 Kegiatan N
PA/KPA, Kassubag Penyedia Barang/Jasa dan Rekanan PA/KPA, Kassubag Pengadaan, Penyedia
Program dan Admin RUP, Program dan Admin RUP, Barang/Jasa dan Rekanan
Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan
Penyedia Barang/. Penyedia Barang/Jasa dan
Rekanan Rekanan
7.3 Penyelen edianya In E- Penyelenggaraan Tersedianya Informasi 100 % N
Admini inistrasi Terpadu Pelayanan E-Paten
Ke ro atan Elektronik (E-
Pat )
7.4 Pen ya Si par elolaan Sistem Tersedianya Sistem Laporan 1500 Lembar N
LAP P. ! OR!SP4N LAPOR!SP4N
8. Progr i oordinasi kegiat gram peningkatan Tertibnya Pelaksanaan 54 OPD N
pengemban an 4{/ ngembangan sistem Kegiatan Pembangunan
pelapo elaporan capaian serta
kinerja ki inerja dan keuangan tersedianya data
pelaksanaan
APBD
8.1 Penyusu p Penyusunan laporan Laporan RFK 54 OPD N
capaian rj capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi realisasi kinerja OPD
8.2 Penyusu 2 Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan 100 % N
Penyelen an en Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah
Pemerint hun 20 - T Pemerintahan Daerah Daerah Tahun 2017
8.3 Penyusun or Pel aan kegiatan APBD % Penyusunan laporan Pelaksanaan kegiatan APBD 100 % N
pembina n dengan b L pembinaan dan berjalan dengan baik
pengendal ' :" » . ": " pengendalian kegiatan
APBD Kal te : - APBD Kabupaten Siak
8.4 Fasilitasi i ™ - Percepatan penerapan Tidak Ada 1 Dokumen N
penerapan Stan — g s Standar Pelayanan
Pelayanan Minimal
8.5 Penyusun ap Lapo i5 Penyusunan Laporan Laporan DAK 77 Buku N
Pemantau Pemantauan Teknis
Pelaksana: n Pelaksanaan dan Evaluasi
Pemanfaatal Pemanfaatan Dana Alokasi
Khusus (DA n p Khusus (DAK) dan Tugas
Pembantuan Pembantuan
8.6 Pelaporan Im| e Y Pelaporan Implementasi Terwujudnya 1500 Lembar N
Rencana Aksi valuasi dan L Rencana Aksi Nasioanal Terselenggaranya
Hak Asasi Man Hak Asasi Manusia Pemantauan, Evaluasi dan
(RANHAM) Kab. (RANHAM) Kab. Siak Laporan Implementasi
RANHAM Kab. Siak
o L]
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PPAS DPA Konsistensi
No. No. Ket
Program/Kegiatan [z ferer LY men Program/Kegiatan Inelieier [ ucr Ya Tidak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
9. Program peningkatan Tingkat pelayanan kedinasan 100 % 9. Program peningkatan Tingkat pelayanan 95 %
pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala pelayanan kedinasan kedinasan Kepala N
kepala daerah/wakil Daerah kemasyarakatan di kepala daerah/wakil Daerah/Wakil Kepala Daerah
kepala daerah matan kepala daerah kemasyarakatan di
Kecamatan
9.1 Kunjungan kerj; Si Juml Kunjungan kerja/inspeksi Jumlah Kunjungan 1Ls N
kepala d la dae aerah kepala daerah /wakil kerja/inspeksi kepala daerah
kepal ala daerah /wakil kepala daerah
Kecamatan
9.2 Ko eng inasi dengan Jumlah Koordinasi dengan 1Ls N
pem pusat dan,pemerinta erintah pusat dan pemerintah pusat dan
pem erahlai erintah daerah lainnya pemerintah daerah lainnya
9.3 Sinkri n Rapat Koordinasi 9 kronisasi Pelaksanaan Rapat 100 % N
Penyelengg pinan en # 0 nyelenggaraan Koordinasi Pimpinan Daerah
Pemeri emerintahan di Tingkat Kabupaten
Kabupaten Si abupaten Siak
9.4 Rapat fol (] i lak il apat forum komunikasi Terlaksananya Asosiasi 100 % N
pimpinal e impinan daerah ( APKASI Pimpinan Kepala Daerah
Seluruh Indonesia (APKASI)
9.5 Protokol edi r i .5 Protokoler Kedinasan %tase Protokoler Kedinasan 100 % N
Kepala D d pi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil
Kepala D Kepala Daerah Kepala Daerah
9.6 Kerjasam erl % | Kerjasama permasalahan Terlaksananya proses 5 Pekara N
peraturan erdata & - T peraturan perundang- penanganan perkara Perdata
undangai ' i undangan & TUN
9.7 Bantuan nanya pro berian 7 Bantuan Hukum Bagi Terlaksananya proses 15 Pekara N
Warga Mi hukum bagi wargamiskin Warga Miskin pemberian bantuan hukum
e ar bagi wargamiskin Kab. Siak
10 Program an i das B l - d Program peningkatan Tidak Ada 100 % N
kualitas k bagaan — - kualitas kelembagaan
10.1 | SurveyKe Tidal ] Survey Kepuasaan Tidak Ada 100 % N
Masyarakal Masyarakat
10.2 | Penyusunal Tidak , Penyusunan Evaluasi Tidak Ada 1500 Lembar N
Jabatan Lemba Jabatan
11 Program P Pen r tr 100 % Program Penataan Keluar dan Disahkan 20 perda N
Peraturan Perund n Peraturan Perundang-
Undangan Undangan
11.1 | Penyusunan tu n'dael Penyusunan Peraturan Jumlah Peraturan daerah 20 Perda N
Daerah u di sahkal Daerah yang dikeuarkan atau di
sahkan
o L]
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PPAS DPA Konsistensi
No. No. Ket
Program/Kegiatan [z ferer LY men Program/Kegiatan Inelieier [ ucr Ya Tidak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
11.2 Publikasi peraturan Pembuatan Website JDIH dan 400,1 11.2 Publikasi peraturan Pembuatan Website JDIH dan 400,1 N
perundang-undangan Penggandaan Perda Buku,Websi perundang-undangan Penggandaan Perda Buku,Website
11.3 Koordinasi Pengawalan aksananya Sosialisasi Peraturan Koordinasi Pengawalan Terlaksananya Sosialisasi 5 Kali N
dan Pengamanal \ | g-undangan dan Rap dan Pengamanan Peraturan Perundang-
@u!& a Pembangunan Pemerintah undangan dan Rapat
- R e ws Koordinasi :
12 apaia engemb : - ogram pengembangan Evaluasi Kinerja dan 100 %
!m u ’E ‘@ m penilaian kinerja Penilaian
bagaan aparatur Camat Serta Kecamatan
Terbaik
12.1 luasi kinerja dan Camat dan Kecamatan 100% N
ﬂ ilaian camat serta Terbaik
13 Pemb 4 , rogram Pembinaan dan Terlaksananya Koordinasi 5 BUMD N
ﬂ ‘ "engembangan BUMD dan Evaluasi
i p— BUMD/Perusahaan Daerah
13.1 W Si- e 3.1 | Koordinasi dan evaluasi Terlaksananya Koordinasi dan | 5 BUMD N
3 | BUMD/Perusahaan Daerah | Evaluasi BUMD/Perusahaan
ﬁ l ‘ Daerah
14 ot Be Program optimalisasi Pelayanan bantuan hibah 100 % N
q e ’ pemanfaatan teknologi dan
r L | informasi sosial yang optimal
14.1 Kual 14.1 | Peningkatan Kualitas Pelayanan bantuan hibah dan | 100 % N
W 2 Pelayanan Bantuan Hibah sosial
a ‘ dan Sosial
14.2 | Fasilitasi dan ) Pelaksanaan Kompetisi Tidak Ada 45 OPD N
Pendampil M e ‘ SINOVIK
SINOVIK o il
14.3 ana d y’ Pengadaan Sarana dan Jumlah Layanan Pengadaan 1500 N
gkata prasarana peningkatan Barang/Jasa Melalui Sistem Pengunjung
a ‘ keterampilan aparatur Elektronik
15. 3 15. Program Peningkatan Terkoordinirnya fase 100 %
Pelayanan ‘ Pelayanan Kehidupan pemberangkatan Jema'ah
beragama beragama calon haji ke embarkasi dan N
fase kepulangan Jema'ah
haji
Kabupaten Siak ke daerah
asal.
15.1 Pelaksanaan Ibadah Haji Terlaksannya Ibadah Haji dan 100 % N
dan Umroh Oleh Umroh (bagi masyarakat
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PPAS DPA Konsistensi
No. No. Ket
Program/Kegiatan [z ferer LY men Program/Kegiatan Inelieier [ ucr Ya Tidak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten yang berprestasi)
Siak Siak
15.2 Peringatan, Penyambutan 15.2 Peringatan, Penyambutan Pelaksanaan peringatan, 100 % N
dan Perayaan Hari Be dan Perayaan Hari Besar penyambutan dan perayaan
Islam Islam hari besar islam
16 Program Pen Program Peningkatan Adanya perwakilan kafilah 14 N
Kualitas Pemahaman dan | Musabaqgah Tilawatil Qur an kecamatan
ngamalan Agama dan (MTQ) Kabupaten Siak pada
pinaan kerukunan ajang Musabaqgah Tilawatil
Qur’an (MTQ) Tingkat
i Provinsi Riau
16.1 qah Til abagah Tilawatil Quran | Pelaksanaan Musabagah 14 N
gka Q) Tingkat Kabupaten Tilawatil Qur'an (MTQ) Kecamatan
ﬂ Tingkat Kabupaten Siak
16.2 agoh Tilawati 1 usabagoh Tilawatil Keikutsertaan kafilah 44 Orang N
& dur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Siak pada ajang
i i Provinsi Riau Musabagah MTQ Tingkat
' Provinsi Riau
16.3 N f | Pelaksanaan Ceramah dan | Adanya Pelaksanaan 100 % N
i ﬁ Pengajian Mingguan Ceramah dan Pengajian
] w Pemerintah Kabupaten Mingguan Pemerintah
i Siak Kabupaten Siak
16.4 t Safari Jum'at dan Pemahaman dan Pengamalan | 14 N
m Ramadhan Pemerintah Agama Kecamatan
ak Kabupaten Siak
16.5 EH" Pelaksanaan dan Fasilitasi Terwujudnya Pelaksanaan 14 N
ga d Pekan Olahraga dan Seni dan Fasilitasi POSPENAS Kecamatan
e Pondok Pesantren
SPENA Nasional (POSPENAS)
17. Program B 5" i ‘ Program Batas Wilayah Pemasangan Patok/Pilar 100 % N
Pemerintahan Pemerintahan Batas Hasil Pelacakan
' AN
17.1 | Penegasan Batas Wilay Penegasan Batas Wilayah Penegasan Batas yang telah 1 Segmen N
Antar Kecal : Antar Kecamatan se Kab. disepakati
Siak Siak
17.2 Pemeliharaal Pemeliharaan dan Tidak Ada 1 Segmen N
Perapatan Pi Perapatan Pilar Batas
Wilayah Kab. Wilayah Kab. Siak
18. Program Optimalisasi, Terlaksananya Koordinasi, 120 Orang N
Perencanaan Evaluasi Pemantauan dan
dan Kerjasama Pengembangan Produksi
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PPAS DPA Konsistensi
No. No. Ket
Program/Kegiatan [z ferer LY men Program/Kegiatan Inelieier [ ucr Ya Tidak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target
Pembangunan di bidang perikanan, peternakan dan Pembangunan di bidang pertanian, perikanan,
perekonomian perkebunan perekonomian perikanan, peternakan dan
perkebunan
18.1 Koordinasi dan Evalua aksananya Koordinasi, Koordinasi dan Evaluasi Terlaksananya Koordinasi, 120 Org N
i i n dan Pengembangan Pengendalian Inflasi Pemantauan dan
D i Pengembangan Produksi
K peternakan d pertanian, perikanan,
3 % ‘ perikanan, peternakan dan
perkebunan
18.2 asama Permasalahan Terlaksananya Kebijakan dan 100 %
omi dan Keuangan Tata Perundangan yang N
terarah dan berorentasi
ekonomi,keuangan,pajak
hukum, dan hukum bisnis
19. rogram kerjasama Tingkat Pelayanan Informasi | 100% N
formasi dengan Mass dalam Kehumasan
Media
19.1 Pengadaan Langganan Jumlah Langganan Surat 12 Eks N
Surat Kabar, Majalah, dan Kabar, Majalah dan Tabloid
Tabloid
19.2 Pendampingan Pimpinan ; %tase Dokumentasi Kegiatan 100 % N
Pengumpulan Pemerintah Daerah Serta
Dokumentasi Serta Tugas-tugas Kehumasan
Pelaksanaan Tugas-Tugas Lainnya
Kehumasan Lainnya
19.3 Ivent - Ivent Kehumasan %tase Event-event 1500 Lembar N
Kehumasan Pembinaan dan
Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
20. Program Jaminan Sosial Tersalurnya Beras Sejahtera | 7724 RTS-PM N
untuk masyarakat miskin
20.1 Koordinasi, Koordinasi, Evaluasi dan Tersalurnya Beras Sejahtera 7724 RTS-PM N
Penyaluran Penyaluran Raskin untuk masyarakat miskin
21. Program Peningkatan dijadikan buku standarisasi 1 Kegiatan N
Pengelolaan honorarium dan biaya
Administrasi dan lainnya
Kelembagaan
Pemerintah Daerah
21.1 | Penyusunan sta Penyusunan standar Standarisasi honorarium dan 150 Buku N
satuan harga satuan harga biaya lainnya
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PPAS DPA Konsistensi
No. No. Ket
Program/Kegiatan [z ferer LY men Program/Kegiatan Inelieier [ ucr Ya Tidak
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

21.2 Penyusunan Standarisasi Standarisasi satuan harga 200 Buku 21.2 Penyusunan Standarisasi Standarisasi satuan harga 100 Buku N

Harga Satuan Bahan dan Kabupaten Siak Harga Satuan Bahan dan Kabupaten Siak

Upah Upah
21.3 | Penyusunan dan poran Monitoring dan Evaluasi ] . Penyusunan dan Laporan Monitoring dan 100% N

Pengendalian \ | Pengendalian Evaluasi

Perencanaan P -@ ‘ 1“ Perencanaan Pelaksanaan

o Y ‘ ‘ “‘ II APBD Melalui Sismon
i . 4 1 A
21.4 yonimi, atabase Topt v @ base Toponimi, Kode, | Terwujudnya Database 1 Segmen N
ah, Ide s Wilayah, Identifikasi Toponini, Kode, Batas
asi Nﬁpﬁgur,‘l’gponim Invetarisasi Nama Wilayah, Identifikasi dan
Invetarisasi Nama Unsur
PreRS LAM o, N Toponini
215 S T an ata Kelola Administrasi Terlaksananya Desk Pilkada 1 dokumen N
Desk emilihan Umum (Desk
22. r Tidak Ada Tidak Ada N
22.1 1 dan Tidak Ada Tidak Ada
\/
e
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Dari tabel 5.11 dapat dilihat bahwa penyusunan indikator kinerja
program dan kegiatan dalam PPAS dan DPA kurang konsisten, terbukti

dengan masih adanya indikator kegiatan yang tidak sinkron satu sama

B an a indi ' ' AS dengan

indikator

DPA

52,38%

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 22 indikator kinerja
program yang tercantum dalam PPAS tersebut ada 10 indikator kinerja
(45,45%) yang sama dalam DPA tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat
konsistensi yang sangat buruk, sedangkan sisanya sebanyak 12 indikator
kinerja program (54,55%) yang tidak sinkron. Dari diagram tersebut juga

menunjukkan bahwa dari 21 indikator kinerja program yang ada di DPA
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2018 yang penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan PPAS
sebesar 52,38% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang

buruk, sedangkan 11 kegiatan lainnya (47,62%), penyusunan indikator

perencana

asan kenapa

81,91% 82,80%
< : >

Gambar 5.14 Diagram keterkaitan indikator kinerja Kegiatan
dalam PPAS dan DPA
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Dari gambar di atas menunjukkan bahwa dari 94 indikator kinerja
kegiatan yang tercantum dalam PPAS tersebut ada 77 indikator kinerja

(81,91%) yang sama dalam DPA tahun 2018, artinya menunjukkan tingkat

si yang baik,

sedangka atan 1a a({ ‘ ator tersebut

tidak berla

ram/kegiatan

PAS dan DPA
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Konsisten
Si
No. Ket
Ti-
Ya | gak
1. Program 135.000.000
pengembangan
sistem \
informasi
pertanahan pe
11 Pengukuran dan | 135.000.000 11 Pengukuran dan | 135.000.000
pemetaan lahan- pemetaan lahan- N
lahan pemda di lahan pemda di
Kabupaten Siak Kabupaten Siak
2. Program 753.320.000 2. Program 753.320.000
penataan penataan
penguasaan; penguasaan;
pemilikan; pemilikan; N
penggunaan penggunaan
dan dan
pemanfaatan pemanfaatan
tanah tanah
2.1 Informasi Tanah | 180.000.000 21 Informasi Tanah | 180.000.000
Desa di Desa di N
Kecamatan Koto Kecamatan Koto
Gasib Gasib
2.2 Sertifikat Tanah 213.320.000 2.2 Sertifikat Tanah 213.320.000 N
Bagi Keluarga Bagi Keluarga
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KUA PPAS DPA Konsisten
No- Program/Kegiat Program/Kegiat Anggaran Ti Ket
No. B
an PR (Rlzd) an (Rp.) ke dak
Miskin Miskin
Kabupaten Siak Kabupaten Siak
2.3 Informasi Tanah 0 2.3 Informasi Tanah
Desa di Desa di
24 i e *g. @
el I RN
| | Dayun
3. (
\/
3.1
\/
4.
\/
4.1 ~
4.2
N
4.3
\/
4.4
\/
4.5
kendaraan v
dinas/operasion
al
4.6 Penyediaan jasa 3.504.250.000
kebersihan y
kantor
4.7 Penyediaan alat | 1.218.750.000 — diaan alat | 1.218.750.000 N
tulis kantor
4.8 Penyediaan 1.204.483.500 4.8 Penyediaan 1.204.483.500
barang cetakan barang cetakan N
dan dan
penggandaan penggandaan
4.9 Penyediaan 602.250.000 4.9 Penyediaan 602.250.000
komponen komponen
instalasi instalasi N
listrik/peneranga listrik/peneranga
n bangunan n bangunan
kantor kantor
4.10 Penyediaan 5.891.750.000 4.10 Penyediaan 5.891.750.000
makanan dan makanan dan y
minuman minuman
4.11 Rapat-rapat 3.000.000.000 4.11 Rapat-rapat 3.000.000.000
koordinasi dan koordinasi dan N
konsultasi ke konsultasi ke
luar daerah luar daerah
4.12 Penyediaan jasa | 294.093.120 4.12 Penyediaan jasa | 294.093.120 \
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KUA PPAS DPA Konsisten
No- Program/Kegiat Program/Kegiat Anggaran Ti Ket
an PR (Rlzd) No. an (Rp.) Ya | gak

keamanan keamanan
kantor kantor

4.13 Penyediaan jasa 98.400 4.13 Penyediaan ja: 567.698.400
administrasi administrasi N
kantor

4.14 Kunju 0 a 4
Kerj Kerja,
P n
La an ngan
pa \TAS K

4.15 Penyedia 44, diaan
peral
perlengka \
kanto i is
pertal

5. Progr .00
Penin
Sarana dan al R
Prasa i
Aparal B = aratu

5.3 Penga 00 e engada 1
perlen “Ly rlengkal \
rumah e mah
jabatal = =l batan/din

5.4 Penga 7.250.0! | B: engadaan
perleng R
gedung to

55 Pengad .000.0!
peralatal p ah R
jabatan/ j

5.6 Pengada ; 3 al 0.0
peralatan A ﬁr RN
gedung kantor e

5.7 Pengadaan .250.000 N
mebeleur

5.8 Pemeliharaa & .000
rutin/berkala o | e
taman, tempat N
parkir dan
halaman rumah
jabatan a

59 Pengadaan 446.000. 446.000.000
Komputer; r N
Printer dan ter dan
kelengkapannya kelengkapannya

5.10 Penyediaan 100.000.000 5.10 Penyediaan 100.000.000
Tanda Pengenal Tanda Pengenal v
PNS/ASN PNS/ASN

5.11 Pengadaan 691.650.000 5.11 Pengadaan 691.650.000 N
Sarana Publikasi Sarana Publikasi

5.12 Pemeliharaan 75.250.000 5.12 Pemeliharaan 75.250.000
rutin/berkala rutin/berkala R
rumah jabatan rumah jabatan

5.13 Pemeliharaan 259.550.000 5.13 Pemeliharaan 259.550.000
rutin/berkala rutin/berkala R
gedung kantor gedung kantor

5.14 Pemeliharaan 946.350.000 5.14 Pemeliharaan 946.350.000
rutin/berkala rutin/berkala R
mobil jabatan mobil jabatan

5.15 Pemeliharaan 1.054.730.000 5.15 Pemeliharaan 1.054.730.000
rutin/berkala rutin/berkala RN
kendaraan kendaraan
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5.16 Pemeliharaan Pemeliharaan 679.878.000
rutin/berkala a
peralatan run

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23
di Wilayah
Kecamatan

5.24 Layanan
Pengadaan N
Barang/Jasa
Kabupaten Siak

6. Program 810.076.000
peningkatan N
disiplin
aparatur

6.1 Pengadaan 227.900.000 227.900.000
Pakaian Pakaian v
Kedaerahan Kedaerahan

6.2 Pengadaan 119.176.000 6.2 Pengadaan 119.176.000
pakaian dinas pakaian dinas
KDH / WKDH KDH / WKDH N
beserta beserta
perlengkapanny perlengkapanny
a a

6.3 Penyediaan 463.000.000 6.3 Penyediaan 463.000.000
Barang dan Jasa Barang dan Jasa N
Pelaksanaan Pelaksanaan
Hari Besar Hari Besar

7. Program 481.540.000 7. Program 481.540.000
Peningkatan Peningkatan
Kapasitas Kapasitas \
Sumber Daya Sumber Daya
Aparatur Aparatur

7.1 Sosialisasi 87.720.000 7.1 Sosialisasi 87.720.000 \
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KUA PPAS DPA Konsisten
No- Program/Kegiat Program/Kegiat Anggaran Ti Ket
an PR (Rlzd) No. an (Rp.) dak
peraturan peraturan
perundang- perundang-
undangan undangan
7.2 Pelatihan/traini 7.2 Pelatihal 0.000
g kepada
PA/KP }
Ka Kassu
A 2
P jab
Pe HA w
Pe ia @\I&R d?awﬁff
Bar. \b da
Rek
7.3 Penyi 0 gara;
n Admini f
Terpa
Kecal
Elektr (B
Paten
7.4 Pengelolaa 1 b T4 ngelol 00
Sistem o istem
LAPO P - & PORIS
8. Progr e rogram
peningkat ' eningkat
pengemban : — engemba
sistem i
pelapo
capaial c
dan keuanga d
8.1 Penyusu .350.
laporan capai E a
kinerja dal A ﬁ&
ikhtisar re » i
kinerja OP i
8.2 Penyusunal 0
Laporan
Penyelenggar: &
n Pemerintahan
Daerah
8.3 Penyusunan il 0 141.835.000
laporan
pembinaan dan n
pengendalian ian
kegiatan APBD tan APBD
Kabupaten Siak Kabupaten Siak
8.4 Fasilitasi 104.920.000 8.4 Fasilitasi 104.920.000
percepatan percepatan
penerapan penerapan
Standar Standar
Pelayanan Pelayanan
Minimal Minimal
8.5 Penyusunan 125.900.000 8.5 Penyusunan 125.900.000
Laporan Laporan
Pemantauan Pemantauan
Teknis Teknis
Pelaksanaan Pelaksanaan
dan Evaluasi dan Evaluasi
Pemanfaatan Pemanfaatan
Dana Alokasi Dana Alokasi
Khusus (DAK) Khusus (DAK)
dan Tugas dan Tugas
Pembantuan Pembantuan
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Si
No. Program/Kegiat Program/Kegiat Anggaran Ti Ket
an PR (Rlzd) No. an (Rp.) dak
8.6 Pelaporan 67.800.000 8.6 Pelaporan 67,800,000
Implementasi Implementasi
Rencana Aksi Rencana Aksi
Nasioana
KO ot
~a~ ‘jhauvh )
9. - 9. | Progra 6.2
\/
9.1
9.2
9.3
9.4
komunika N
pimpinan
( APKASI)
9.5 Protokoler
Kedinasan
Kepala Daera
dan Wakil
Kepala Daerah
9.6 Kerjasama
permasalahan
peraturan
perundang-
undangan
9.7 Bantuan Hukum 143.900.000 143,900,000
Bagi Warga
Miskin Miskin
10 Program 213.600.000 10 Program 213,600,000
peningkatan peningkatan
kualitas kualitas
kelembagaan kelembagaan
10.1 Survey 113.600.000 10.1 Survey 113,600,000
Kepuasaan Kepuasaan
Masyarakat Masyarakat
10.2 Penyusunan 100.000.000 10.2 Penyusunan 100,000,000
Evaluasi Evaluasi Jabatan
Jabatan
11 Program 1.248.812.850 11 Program 1.244.312.850
Penataan Penataan
Peraturan Peraturan N
Perundang- Perundang-
Undangan Undangan
11.1 Penyusunan 789.740.000 11.1 Penyusunan 789,740,000
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KUA PPAS DPA Konsisten
No- Program/Kegiat Program/Kegiat Anggaran Ti Ket
No. B
an PR (Rlzd) an (Rp.) ke dak
Peraturan Peraturan
Daerah Daerah
11.2 Publikasi 11.2 Publikasi 7.000.000
peraturan peraturan N
11.3
12
12.1
13
13.1
14
teknologi
informasi
14.1 Peningkatan
Kualitas
Pelayanan R
Bantuan Hibah
dan Sosial
14.2 Fasilitasi dan 140,320,000
Pendampingan N
Kompetisi 0
SINOVIK SINOVIK
14.3 Pengadaan 347.220.000 14.3 Pengadaan 347,220,000
Sarana dan Sarana dan
prasarana prasarana N
peningkatan peningkatan
keterampilan keterampilan
aparatur aparatur
15. Program 2.512.099.913 15. Program 2,512,099,913
Peningkatan Peningkatan
Pelayanan Pelayanan \
Kehidupan Kehidupan
beragama beragama
15.1 Pelaksanaan 1.966.915.442 15.1 Pelaksanaan 1,966,915,442
Ibadah Haji dan Ibadah Haji dan
Umroh Oleh Umroh Oleh y
Pemerintah Pemerintah
Kabupaten Siak Kabupaten Siak
15.2 | Peringatan, 545.184.471 15.2 | Peringatan, 545,184,471 N
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KUA PPAS DPA si
No- Program/Kegiat Program/Kegiat Anggaran Ti Ket
an PR (Rlzd) No. an (Rp.) Ya | gak
Penyambutan Penyambutan
dan Perayaan dan Perayaan
Hari Besar Islam Hari Besar Islam
16 Program
N
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
dan Seni N
Pondok
Pesantren
Nasional
(POSPENAS)
17. Program Batas
Wilayah y
Pemerintahan
171 Penegasan 200,000,000
Batas Wilayah
Antar a y
Kecamatan se Kecamatan se
Kab. Siak Kab. Siak
17.2 Pemeliharaan 150.000.000 17.2 Pemeliharaan 150,000,000
dan Perapatan dan Perapatan
Pilar Batas Pilar Batas RN
Wilayah Kab. Wilayah Kab.
Siak Siak
18. Program 684.113.150 18. Program 678.713.150
Optimalisasi, Optimalisasi,
Perencanaan Perencanaan
Evaluasi dan Evaluasi dan N
Kerjasama Kerjasama
Pembangunan Pembangunan
di bidang di bidang
perekonomian perekonomian
18.1 Koordinasi dan 78.377.000 18.1 Koordinasi dan 78,377,000
Evaluasi Evaluasi \
Pengendalian Pengendalian
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KUA PPAS DPA si
No- Program/Kegiat Program/Kegiat Anggaran Ti Ket
an PR (Rlzd) No. an (Rp.) dak
Inflasi Inflasi
18.2 Kerjasama 605.736.150 18.2 Kerjasama 600.336.150
Permasalahan Permasalahan N
Ekonomi dan Ekonomi
Keuangan
19. Progr w24 535,
kerj kerjas
i
d
M ia
19.1 Pe 13 R
Lan na nan f
Sur %'& 4
Majalah,
Tablo
19.2 Pend
Pimpi ;
Peng
Doku t
Serta i
Pelak F - aksa
Tugas : ugas-Tu
Kehu ehumas
Lainny: s ainn‘ﬁa ,
19.3 Ivent - 111.747 geli 1O ent - lven
Kehum a ehumasa
20. Progral .955. 5 N
Jamin osi
20.1 Koordin 5.955.0
Evaluasi N
Penyaluri
Raskin p a{)
21. Program 0
Peningka RE
Pengelola
Administra: J
dan
Kelembagaan o/
Pemerintah
Daerah
21.1 Penyusunan 2 287,800,000
standar satuan n
harga h
21.2 Penyusunan 425.450.000 nan 425,450,000
Standarisasi ndarisasi
Harga Satuan Harga Satuan
Bahan dan Upah Bahan dan Upah
21.3 Penyusunan dan | 343.765.000 21.3 Penyusunan dan | 343,765,000
Pengendalian Pengendalian
Perencanaan Perencanaan
Pelaksanaan Pelaksanaan
APBD Melalui APBD Melalui
Sismon TEPRA Sismon TEPRA
21.4 Database 150.000.000 21.4 Database 185.000.000
Toponimi, Kode, Toponimi, Kode,
Batas Wilayah, Batas Wilayah,
Identifikasi dan Identifikasi dan N
Invetarisasi Invetarisasi
Nama Unsur Nama Unsur
Toponimi Toponimi
215 Tata Kelola 306.623.000 21.5 Tata Kelola 306,623,000
Administrasi Administrasi
Pemilihan Pemilihan Umum
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22. Program Tidak Ada |- Tidak Ada
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J
22.1
N

garan yang
tercantum PBD tahun
anggaran : ) agu -‘ pih tinggi dari
pada pag emui - .' , ggaran pada
program/kegie 3 : ] , tetapi tidak

“Pergeseran  anggaran egiatan terjadi karena adanya
penyesuaian standar satuan harga baik barang dan
jasa.Pergeseran alokasi anggaran kegiatan pasti mengakibatkan
pergerseran anggaran pada program.Hanya ada 1 (satu) program,
Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dan
1 (satu) kegiatan, kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi
Pedoman/Juknis Pelaksanaan APBD yang sudah ditetapkan
alokasi anggarannya di PPAS tetapi tidak dianggarkan, hal ini
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disebabkan program tersebut tidak tercantum dalam RPJMD,

sehingga tidak diperbolehkan untuk dianggarkan dalam APBD”.

dalam peny : , stapan anggaran

tahunan dengan i abupaten Siak.

adalah sebagai berikut :

“Proses perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Daerah
dimulai dari usulan masing-masing bagian, di Sekretariat daerah ini
terdapat 10 bagian, semua usulan bagian direkapitulasi sebagai satu
usulan Sekretariat Daerah ke BAPPEDA”

Pernyataan dari responden 2 (Koordinator Pokja Il) adalah sebagai berikut :
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“Usulan Program/Kegiatan berupa rancangan renja Sekretariat
Daerah akan kami verifikasi untuk selanjutnya dibawa dalam Forum
OPD. Forum OPD ini pada dasarnya merupakan musrenbang OPD
di mana setelah hasil musrenbang kecamatan, OPD terkait diminta
untuk menyikapi usulan-usulan..dari masyarakat tersebut dan
dituangkan ke dalam renja OPD yang bisa dipakai untuk kegiatan

tahun 2018 sesuai dengan skala prioritas yang ada.”

Pernyataan dari responden 3 (Kepala BAPPEDA) adalah sebagai berikut :

“‘Salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan yang
telah “diamanatkan dalam UU 23 tahun. 2014 adalah Forum
Perangkat Daerah. Usulan Program/Kegiatan OPD akan dibahas
secara . intensif didalam forum OPDwuntuk . mensinkronkan
Program/Kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan dan
Pokok Pikiran Dewan, untuk selanjutkan akan kita tetapkan menjadi
RKPD melalui peraturan bupati, RKPD inilah yang nantinya akan
menjadi acuan utama-hagi OPD dalam penyusunan Renja OPD dan
menjadi pedoman OPD dalam dalam menyusun RKA Perangkat

Daerah”

Menurut Responden 4 (Kepala BKD) adalah sebagai berikut :

5.4.2

“Proses penganggaran dimulai.dari KUA PPAS, penyusunan KUA
dan PPAS didasarkan pada dokumen perencanaan RKPD yang
nantinya akan dilaporkan paling lambat minggu pertama di bulan
Juni. PPAS ini sebagai patokan batas maksimal anggaran kepada

OPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA mereka.”

Kelemahan Proses Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat

Daerah
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Kelemahan proses perencanaan dan penganggaran Sekretariat
Daerah yang dapat menyebabkan inkonsistensi antara dokumen tersebut,
menurut responsden 1 inkonsistensi terjadi dikarenakan sulitnya
berkoordinasi dan peran aktif_bagian_Sekretariat Daerah dalam proses
perencanaan yang masih kurang. Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai
berikut :

‘Kendala saya adalah sulitnya berkoordinasi dengan bagian dan
kurangnya peran aktif bagian dalam proses perencanaan. Masing-
masing bagian lambat menyerahkan data yang diperlukan, sampai
batas waktu yang ditentukan dan data belum selesai sepenuhnya
sudah diserahkan.. pada akhirnya' yang. belum menyelesaikan

tugasnya meng- copy paste data yang lama...”

Menurut' Responden 2, kelemahan proses perencanaan dan
penganggaran pada Sekretariat Daerahgdikarenakan sistem pelaporan
Sekretariat Daerah yang sering terlambat dan kurangnya anggota pejabat

perencana, serta batas waktu koreksi yang sangat terbatas.

‘Adanya pergantian pejabat perencana, dari sisi kapasitas pejabat
perencana cukup balk, ‘namun  anggota pembantu pejabat
perencana yang masih kurang,..Setda ini seringkali terlambat dalam
pelaporan data perencanaan yang dibutuhkan dan kewalahan dalam
mengolah data, hal ini tidak bisa terlepaskan dari jumlah staf yang
terbatas,.. Hal inilah yang terkadang mengganggu Kkinerja
perencanaan yang sering dikejar deadline,..bukan hanya setda saja,
dinas lainnya juga seperti itu, sehingga kita kurang optimal dalam

mengoreksi dokumen tersebut”
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Menurut responden 3 kelemahan dalam proses perencanaan dan
Penganggaran disebabkan karena kurangnya kualitas pejabat perencana

dan kurangnya komitmen bersama dari pemangku kepentingan dan

canaa serta
esulitan untuk
kadang sangat
mua  untuk

dirasa masih

KUA PPAS yang sanga

5.4.3 Upaya Mewujudkan Konsistensi Perencanaan dan

penganggaran

Agar perencanaan dan penganggaran terintegrasi, konsisten dan
mengikat maka ada beberapa upaya yang dilakukan, sebagaimana

jawaban dari beberapa responden berikut.
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Menurut responden 1 seharusnya BAPPEDA  berperan aktif
meminta dokumen yang diperlukan, tidak hanya kepada kasubbag
program, namun ikut berkoordinasi dengan kepala bagian Sekretariat
Daerah.

“ Diharapkan BAPPEDA atau Pokja juga ikut mendesak kepala
bagian dalam proses perencanaan dan penganggaran ini, dokumen
yang diperlukan;:karena kasubbag program adalah pejabat esselon

IV, sedangkan Kepala bagian adalah pejabat esselon Ill.”

Menurut  responden 2 untuk mendukung perencanaan dan
penganggaran yang konsisten maka perlu diadakan pelatihan untuk
pejabat perencana, serta penambahan anggota pejabat perencana.

“sebaiknya diadakan pelatihan untuk pejabat perencana untuk

meningkatkan kualitas pemahaman,..juga perlu penambahan jumlah

anggota,..rentang ‘waktu- pembahasan’ dengan penetapan APBD
jangan terlalu singkat, sudah pembahasan sampai dini hari, ketok
palu nya besok siangnya..kapan kami ada waktu mengoreksi..”

Ditambahkan juga oleh responden 2 :

“semestinya ada memory serah terima jabatan, apa-apa yang telah

dirumuskan oleh pejabat lama diserah terimakan kepada pejabat
yang baru sehingga pejabat yang baru sudah tahu apa saja
langkah-langkah harus dilakukan kedepannya, jadi pejabat yang
baru tinggal meneruskan program dan Kkegiatan yang telah

dirumuskan oleh pejabat sebelumnya”.

Menurut responden 3 bahwa untuk mewujudkan konsistensi

perencanaan dan penganggaran, tentunya pihak-pihak terlibat langsung
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dalam proses penyusunan rancangan anggaran benar-benar harus
memahami dan mempedomani dokumen perencanaan yang telah

ditetapkan seperti RPJMD dan RKPD.

mengacu
ditetapkan

enganggaran

kegiatan y

lagi.

anggaran.

“Hal yang perlu diperha program dan kegiatan dalam
KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
pembangunan Daerah,..untuk kedepannya akan kami lakukan rapat
percepatan anggaran terkait penetapan estimasi target PAD dan

belanja daerah.”
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5.5 Pembahasan Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak

Berdasarkan Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

g tercantum
yang tidak
1 Kabupaten

otariat Daerah

tercantum dalam RPJMD tidak diakomodir dalam Renstra, dan
masih terdapatnya perbedaan indikator kinerja tersebut. Kedua hal
ini menunjukkan bahwa RPJMD terkadang tidak menjadi acuan yang
mendasar bagi penyusunan Renstra.

2. Untuk analisis konsistensi antara RPJMD dan RKPD, terkait program

menurut penulis cukup konsistensu, walaupiun masih ada program yang

163



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

tercantum dalam RPJMD tidak diakomodir dalam RKPD, hal ini

menunjukkan bahwa dalam penyusunan RKPD terkadang tidak

berlandaskan RPJMD.

Renja tidak diakomodir dalam PPAS, dan terdapatnya kegiatan
diluar Renja. hal ini menunjukkan bahwa penyusunan PPAS
terkadang tidak berlandaskan Renja.

2) Terkait Indikator kinerja program dan kegiatan, menurut penulis
kurang konsisten, hal ini terjadi dikarenakan di dalam dokumen baik

Renja maupun PPAS didapati beberapa kegiatan yang tidak
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mempunyai indikator kinerja program dan kegiatan. Seharusnya
pada tahapan ini target indikator kinerja sudah dinyatakan dengan
jelas dan terukur. Penulis berpendapat untuk nhomenklatur kegiatan
yang tidak jelas indikator dan target-kinerja yang.akan dicapai, serta
tidak memberikan informasi yang jelas dan terukur dilarang untuk

dianggarkan sesuai dengan prinSip anggaran berbasis Kinerja.

5. Untuk analisis konsistensi antara RKPD dan DPA

Terkait Program dan kegiatan, menurut penulis cukup konsisten,

walaupun  masih terdapat beberapa kegiatan yang tercantum dalam

RKPD yang tidak dianggarkan dalam DPA.

6. Untuk analisis konsistensi antara PPAS dan DPA

1)

2)

Terkait Program dan kegiatan, menurut penulis cukup konsisten,
walaupun masih terdapat' program dan kegiatan yang tercantum
dalam PPAS tidak diakomodir dalam DPA, program dan kegiatan
tersebut tidak diakomodir disebabkan karena program dimaksud
tidak ada dalam program RPJMD. Seharusnya dalam penyusunan
perencanaan terhadap program sudah dilakukan sejak awal proses
perencanaan bukan diakhir dalam proses penganggaran untuk
penetapan DPA.

Terkait Indikator kinerja program dan kegiatan, menurut penulis
kurang konsisten, hal ini terjadi dikarenakan di dalam dokumen baik
PPAS maupun DPA didapati beberapa kegiatan yang tidak

mempunyai indikator kinerja program dan kegiatan. Seharusnya
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pada penetapan DPA, target indikator kinerja program dan kegiatan

sudah dinyatakan dengan jelas dan terukur, karena indikator kinerja

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan

3)
kepada OPD
sepakati dengan
RPJMD tidak
a hal yang sangat
diperlukan untuk Qa . laerah secara efektif dan

efisien. Agar berjalan b anganggaran tidak mendikte
proses perencanaan, dan sebaiknya perencanaan perlu
mempertimbangkan ketersediaan dana / kemampuan keuangan daerah
agar realistis.

Seperti yang dikemukakan juga oleh Pekei (2016:23) ciri-Ciri

perencanaan pembangunan daerah yang baik adalah:

1. Punya target yang jelas.
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Satu daerah dengan daerah lain mempunyai target yang berbeda yang

tercantum dalam Renstra (Rencana Strategi) daerah masing-masing.

Perencanaan baik apabila dari target yang dimiliki mempunyai

5. Terukur.
Sehingga dalam pelaksanaannya memudahkan menentukan indikator
keberhasilannya.
6. Ada batas waktu yang jelas dari setiap pekerjaannya.
Berdasarkan ciri-ciri diatas dan hasil analisis maka perencanaan

yang baik belum dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, yaitu
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tidak memiliki target yang jelas, kurang konsisten dan tidak terukur terkait

indikator kinerja.

Hal ini bisaterjadi dikarenakan konsep perencanaan yang
dilaksanakan-oleh.pejabat perencana tersebut tidak dipahami dengan baik
begitu juga komitmen pimpinan yang ada dalam melaksanakan proses
perencanaan dan penganggaran tersebut walaupun semua tahapan proses
tersebut dilalui dan dijalankan sepenuhnya sebagaimana yang telah

disampaikan oleh beberapa responden.

Penulis juga mengambil pendapat yang disampaikan oleh Caiden
dan Wildavsky (1974) dalam bukunya Planning and Budgeting in Poor
Countries mengatakan bahwa di samping pencapaian tujuan-tujuan
pembangunan «nasional tergantung pada kemampuan para perencana
untuk merumuskan strategi, tindakan-dan kebijakan yang diperlukan juga
tergantung pada seberapa jauh sumberdaya yang ada diarahkan dan
digunakan secara efisien dan efektif melalui anggaran pendapatan dan
belanja pemerintah dan menurut mereka untuk menjaga konsistensi
kebijakan atau suatu konsep/program membutuhkan sikap tegas
(komitmen) untuk menjamin kebijakan itu berlangsung, yang lain sikap
fleksibilitas untuk mengakomodasi antar kebijakan tersebut agar dapat
berjalan.

Hasil penelitian terhadap indikator kinerja menunjukkan bahwa
secara umum indikator kinerja yang digunakan dalam dokumen

perencanaan dan penganggaran tersebut belum memenuhi kriteria
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nery we[sy sej

indikator kinerja yang baik. Ini ditandai dengan adanya Tujuan dan
Sasaran pada Renstra Sekretariat Daerah yang inkonsisten dengan

Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2016-2021 serta ditemuinya di setiap

s

ff" oleh Keban

(2001) ya

5\“‘\\"3\

g
merupaka s )
suatu ren EA
apabila isi

para stake

202NN

yang ditem

T, )
”
o)
%)
c
Q
o
®
>
Q
o
5

prosedur keil

sehingga perencanaan dapat b efektif dan efisien serta mampu

mencapai target-target pembangunan secara optimal.
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BAB VI

PENUTUP

6.1
beberap
1. Daria g at bahwa :
1) Pa ‘!
bt
Jan
o
g
d
I J
2) : RK
3)

tidak masuk pada Renja Tahun 2018 atau sebaliknya ada di RKPD
tapi tidak ada di Renja.

4) Pada analisis konsistensi indikator kinerja antara RKPD dan Renja
masih kurang konsisten, hal ini lebih dikarenakan masih

didapatinya indikator kinerja program/kegiatan yang tidak terisi.
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2. Dari analisis konsistensi antara dokumen perencanaan dengan

dokumen penganggaran terlihat bahwa :

1)

2)

Pada analisis konsistensi program dan kegiatan antara Renja dan

DPA terlihat bahwa program dan kegiatan di DPA yang sesuai
dengan PPAS sebesar 100,00%, dengan persentase sebesar ini
menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik.

Pada analisis konsistensi indikator kinerja antara PPAS dan DPA
masih kurang konsisten, menunjukkan bahwa dari 21 program yang

ada di DPA yang penyusunannya konsisten atau berpedoman
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dengan PPAS sebesar 52,38% yang artinya menunjukkan tingkat
konsistensi yang buruk, dan dari 93 kegiatan yang ada di DPA yang
penyusunannya konsisten atau berpedoman dengan PPAS sebesar
82,80% yang artinya-menunjukkan.tingkat konsistensi yang baik.

3) Pada analisis konsistensi alokasi anggaran antara PPAS dan DPA
masih kurang konsisten, “analisa; menunjukkan bahwa dari 21
pragram yang ada di DPA yang penyusunannya konsisten dengan
PPAS sebesar 42,86% vyang artinya menunjukkan tingkat
konsistensi yang sangat buruk, dan dari 93 kegiatan yang ada di
DPA yang penyusunannya konsisten dengan PPAS sebesar
96,77% yang artinya menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat
baik. Bahkan masih ditemui 3 (tiga) yang alokasi anggaran di DPA
lebih tinggi dari yang sudah ditetapkanalokasinya di PPAS.

4. Dalam penelitian masih terdapat program dan kegiatan yang
direncanakan mulai dari dokumen perencanaan RKPD sampai dengan
dokumen penganggaran PPAS, padahal. program tersebut tidak
tercantum dalam RPJMD, hal' inif.menunjukkan dalam penyusunan
RKPD sampai dengan PPAS tidak mengacu RPJMD, terkesan copy
paste dari program kegiatan yang ada pada RKPD tahun sebelumnya.

5. Ketidakkonsistenan/Inkonsistensi disebabkan karena :

1) Kurangnya komitmen stakeholder terhadap dokumen perencanaan.
dan lemahnya SDM aparatur dalam menjaga kekonsistenan

perencanaan dan penganggaran,
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2) Lemahnya kapasitas SDM aparatur dan Kurangnya kualitas dari

pejabat perencanaan dan penganggaran, tercermin dari

penyusunan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan

yang

2. Kepala Bagian Setda harus mengoptimalisasi kualitas pejabat
perencana dan tim perencana di Sekretariat Daerah terutama pada
tiap bagian.

3. Penyerahan dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat

Daerah harus lebih awal sehingga BAPPEDA mempunyai cukup waktu
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untuk melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan

penganggaran tersebut.

. Kepala BAPPEDA Kabupaten Siak dan Kepala BKD Kabupaten Siak

'RD Kabupaten

di bidang

penganggaran.

. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya untuk

melakukan kajian sinkronisasi Indikator Kinerja dokumen perencanaan

dan penganggaran di Kabupaten Siak.
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